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BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi maka Pemerintah Daerah perlu segera melakukan
penyederhanaan birokrasi;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung
Timur sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repub
Nomor $5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Ne

Tahun 2014
lik Indonesia

016 tentang
1k Indonesia
ara Republik

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dilibah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Neg
Indonesia Tahun 2019 Nomeor 187);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

a Republik

Tahun 2019
Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri . Pendayagunaan Aparatur
Reformasi Birokrasi Nomor

17 Tahun 2021

Negara dan
tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2
Penyederhanaan  Struktur Organisasi  pag
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (I
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Norn
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perat

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bel
Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapal
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Ti
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pera
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun |

Tahun 2021

Negara dan
D21 tentang
la  Instansi
Berita Negara

nor 10 Tahun
1gkat Daerah
Nomor 10,
itung Timur
kali terakhir
mur Nomor 3
furan Daerah
2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur

Tahun 2020 Nomor 3,
Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Tambahan Lembdran Daerah

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.




Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

10.

11.
12.

Dinas Daerah terdiri atas:

a.
b.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur genyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otdqnom.

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD ddalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten.

Dinas adalah Dinas di lingkungan pemerin Kabupaten
Belitung Timur.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit

Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat
kepada daerah untuk melaksanakan sebagjan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau
dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten
untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan|yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
DINAS DAERAH

Pasal 2

Dinas Pendidikan;
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;




S Tm o o

LT3 TR

(1)

(2)

(3)

(1)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;:

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Perhubungan;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Perdagangan; _
Dinas Pertanian dan Pangan;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

. Dinas Perikanan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
Dinas Perpustakaan.

BAB II1
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas Pendidikan dengan 'l‘ipé A, mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang

pendidikan.

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas

dimaksud dalam ayat {1) menyelenggarakan fungsi:

sebagaimana

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Urusan

Pemerintahan bidang pendidikan;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan te
Pemerintahan bidang pendidikan;

knis Urusan

c. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Urusan Pemerintahan bidang pendidikan; dan

d. penyelenggaraan  pelaksanaan  administrasi  Dinas

Pendidikan.

Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud p
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

da ayat (1)
i bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat Dinas;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subkoordinator Keuangan; dan

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.




(2)

(1)

(2)

c. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan
Masyarakat;
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus;

Pendidikan

dan

3. Subkoordinator Program, Data, Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
1. Seksi Kurikulum;

2. Subkoordinator Kesiswaan dan Peningkatan Mutu; dan
3. Seksi Program, Data, Sarana dan Prasarana.

e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

1. Seksi Kurikulum;
2. Beksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu; d

n

3. Subkoordinator Program, Data, Sarana dan Prasarana.

f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kepe

didikan;

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikam Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah

Dasar; dan
3. Subkoordinator
Sekolah Menengah Pertama.
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Satuan Pendidikan.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan

Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal &

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokct(

merumuskan kebijakan teknis, dan mengoordina
pendidikan sesuai peraturan perundang-unda
kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks
(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

memimpin,
ikan urusan
ngan untuk

ud pada ayat

a. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan kebijakan,

rencana, program, kegiatan, dan anggarai
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasai
nonformal, pembinaan pendidik dan tenaga
serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
b. penyelenggaraan pengelolaan data dan inform
pendidikan anak usia dini, pendidikan
pendidikan nonformal serta bidang pembin:
dan tenaga kependidikan;

n di bidang
r, pendidikan
kependidikan

)asi di bidang
dasar, dan
wan pendidik




(1)

umum,

penyelenggaraan pengoordinasian dan pelak

sama di bidang pendidikan anak usia din

dasar dan pendidikan nonformal serta pembi
dan tenaga kependidikan;

penyelenggaraan pengoordinasian pengelolaas
keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan;
penyelenggaraan penyusunan bahan rancang

rsanaan kerja
1, pendidikan
naan pendidik

1 dan laporan

2arn peraturan

bidang pendidikan anak usia dini, pendidi

dasar dan

perundang-undangan dan fasilitasi bantu‘?n hukum di

pendidikan nonformal serta bidang pembi
dan tenaga kependidikan;

penyelenggaraan urusan organisasi dan ta
lingkungan Dinas Pendidikan;

aan pendidik

ta laksana di

penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian di lingkungan

Dinas Pendidikan;

. penyelenggaraan penyusunan bahan pelaksanaan urusan

tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi
fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar dan pendidikan nonformal,

fasilitasi

pengembangan  karier pendidik, penyiapan bahan
rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar|dan sekolah

menengah pertama serta tugas-tugas pembant
penyelenggaraan pengoordinasian dan penyu
publikasi dan hubungan masyarakat di bidar
anak wusia dini, pendidikan dasar dan
nonformal serta bidang pembinaan pendidil
kependidikan;
penyelenggaraan  pengoordinasian  pemar

|

uan lainnya,;
sunan bahan
1g pendidikan
pendidikan
t dan tenaga

itanan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pen
usia dini, pendidikan dasar dan pendidik

didikan anak
n nonformal

serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;

penyelenggaraan pengelolaan barang mili
lingkungan Dinas Pendidikan; dan

penyelenggaraan urusan ketataus

Daerah di

aan dan

kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

perencanaan  program

Sekretariat mempunyai tugas memimpin kegiatan administrasi
dan anggaran,
ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang
berlaku untuk tertib kesekretariatan.

serta




(2)

(3)

(1)

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan rumah tangga Dinas Pendidikan;

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat
menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

e. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;

dan
f. penyelenggaraan perencanaan,
kegiatan Dinas Pendidikan.

evaluasi d

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pelaporan

dipimpin oleh

Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian memp
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan

yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan,

menyurat, kearsipan serta pengelolaan
kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan.

unyai tugas
kepegawaian
surat
administrasi

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memp

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan]

unyai fungsi:
setiap tahun

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas

Pendidikan;

d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengan
jabatan;

e. pelaksanaan perencanaan peningkatan
pegawal melalui pendidikan dan pelat]
struktural dan fungsional;

f. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiapa

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkal
pemberian penghargaan, penempatan
kesejahteraan pegawai, mutasi dan p

pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pe
pelatihan, ujian dinas, izin belajar, peml
pegawai, keikutsertaan badan penyelengg
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/suami;
g. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepar

pkatan dalam

keterampilan
han teknis,

n bahan usul

la, pensiun,
formasi,
emberhentian

ndidikan dan
uatan kartu
ara jaminan

1okatan serta

mengelola sistem informasi manajamen kepegawaian,;




(3)

(1)

(2)

pelaksanaan penyiapan bahan penetapa

keuangan Daerah, bendahara dan bendahara

i. pelaksanaan fasilitas rapat, pertemuan dan u
melakukan kegiatan keprotokolan;

j- pelaksanaan  pemeliharaan  kebersihan,

keamanan dan ketertiban kantor;

dokumentasi;

in  pengelola
pembantu;
ipacara, serta

keindahan,

pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan

. pelaksanaan inventarisasi permasalahan sgsuai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan

masalah;

. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;

dan
n. pelaksanaan penyusunan laporan subbagian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimanha dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian|

yang dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Pasal 8

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas n
penyusunan rencana anggaran, pengelolaan
Pendidikan, penatausahaan keuangan,
pengelolaan aset dan verifikasi keuangan.

Subkoordinator Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan px

tahunan Subkoordinator Keuangan;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Pen

dalam melaksanakan

nelaksanakan
aset Dinas

perbendaharaan,

tugas
ogram Kkerja

ididikan yang

meliputi penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban

dan pembukuan;

c. pelaksanaan pengkajian ulang setiap dokumen/bukti

pengeluaran uang;
pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do
pengeluaran uang;

men/bukti

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang

makan uang tambahan beban kerja dan lainn;

a,

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik dan tahunan

tentang penerimaan dan pengeluaran keuanga

I,

g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengumpulan data

usul rencana keuangan dan aset;
pelaksanaan  penyusunan

kebutuhan  perlengkapan,

pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor,

pengamanan
penyusunan
inventaris;

aset, usulan penghapusan
laporan pertanggungjawaban

aset dan
atas barang




(3)

(1)

(2)

pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan,

petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

pemberian

pelaksanaan pembinaan dan penyiapan petunjuk teknis

pengelola keuangan dan aset;

pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan

administrasi pengelola keuangan dan aset;
pelaksanaan penyusunan laporan
Keuangan; dan

Subkoordinator

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam melaksanakan tugas berada di (bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9
Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan
perencanaan Dinas Pendidikan.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelq
melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud p:

mempunyai fungsi:

a.

b.

pelaksanaan pengumpulan bahan penyusun

dan petunjuk teknis perencanaan dan pelapor
pelaksanaan penyusunan rencana dan

poran dalam
ada ayat (1),

lan pedoman
rogram Kkerja
aluasi dan

tahunan Subkoordinator Perencanaan,

Pelaporan;

pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas
Pendidikan;

pelaksanaan penghimpunan data program ¢
dari bidang;
pelaksanaan pembinaan dan penyiapan pet,
mengenai penyusunan rencana program dan le
pelaksanaan penyusunan rencana strategis, r
laporan kinerja, rancangan anggaran pens
belanja Daerah,;
pelaksanaan penyiapkan bahan laporan pen
Pemerintah Daerah, laporan
pertanggungjawaban Bupati sesuai dengan j
ketentuan yang berlaku;

pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi
rencana program dan laporan,;
pelaksanaan penyiapan rumusan progra

berdasarkan hasil rangkuman rencana ke
dalam rangka penyusunan anggaran perg
belanja Dinas Pendidikan;

dan kegiatan

unjuk teknis
iporan;

encana kerja,
lapatan dan

yelenggaraan
keterangan
sedoman dan

penyusunan
m kegiatan

iatan bidang
lapatan dan




(3)

(1)

(2)

(3)

pelaksanaan penyusunan bahan dan ata laporan
pelaksanaan tugas Dinas dan Subkoordinaton Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan;

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;

dan
l. pelaksanaan pemantauan dan
pelaksanaan rencana dan program.
Subkoordinator Perencanaan dan Program
dimaksud pada ayat (1) dalamn melaksanakan tu
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

evalua

Paragraf 3

i terhadap

scbagaimana
pas berada di

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat
Pasal 10

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini ddn Pendidikan
Masyarakat mempunyai tugas mengelola pendidikan anak usia

dini, pendidikan masyarakat dan kursus.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dg
Masyarakat dalamm melaksanakan tugas
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;

in Pendidikan
sebagaimana

a. penyelenggaraan penyusunan rencana Bidarig Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
b. penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan per
usia dini;

c. penyelenggaraan penyusunan rencana dar

pendayagunaan sarana dan prasarana pen
usia dini;

d. penyelenggaraan penyusunan rencana d
pengembangan kualitas (mutu} pelaksanaai
anak usia dini; _

e. penyelenggaraan penyusunan bahan
pelaksanaan kurikulum dan penilaian, keles
sarana prasarana, serta peserta didik dan j
karakter pendidikan anak usia dini;

f. penyelenggaraan pemantauan dan evalu
pembinaan pendidikan anak usia dini;

g. penyelenggaraan pemantuan.  dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik
dan informal; dan

didikan anak

pengaturan
idikan anak

an program
n pendidikan

pembinaan
mbagaan dan
rembangunan

si terhadap

pengevaluasian

nonformal

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang pe

rlu diambil.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin

oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tygas berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Din

as.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 11

Sekst Pendidikan Anak Usia Dini

mempunyai - tugas

melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan anak usia dini.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja

tahunan seksi;
b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusa
operasional perluasan dan pemerataan
pendidikan pada jenjang pendidikan anak usi

n kebijakan
mempereleh
dini;

c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan

operasional peningkatan mutu da
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

d. pelaksanaan penyiapan bahan perumus
operasional  peningkatan  efisiensi dan
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidika
dini;

e. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan
prestasi,
pendidikan anak usia dini;

f. pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis pen
dan pengelolaanpendidikan anak usia dini;

g. pelaksanaan penyiapan bahan implemen
kompetensi dan kurikulum pendidikan

relevansi

kebijakan
efektifitas
n anak usia

minat, bakat,

dan pembangunan karakter peserta didik

yelenggaraan

standar
usia dini

rasi

an
termasuk pelaksanaan sosialisasi dan bimlfilr(lgan teknis

implementasinya;
pelaksanaan menyusun dan membuat laporan

seksi; dan

1. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbdangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam

elaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab lEEpada Kepala
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat.

Pasal 12

Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan
dan kursus.

Seksi  Pendidikan  Masyarakat dan Ku

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p

mempunyai fungsi:

masyarakat

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan seksi;
b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan

operasional
pendidikan
masyarakat;

perluasan dan pemerataan
melalui  bidang

- pendidikan

memperoleh
berbasis




(3)

pelaksanaan penyiapan bahan perumusdn kebijakan

operasional mutu

peningkatan

dan

relevansi

penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat;
pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan

operasional efisiensi

peningkatan

dan
pengelolaan lembaga dan penyelenggaraan

efektifitas
pendidikan

keaksaraan, kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan
prestasi, dan pembangunan karakter
pendidikan nonformal;

minat, bakat,

peserta didik

pelaksanaan penyiapan bahan pendataan pemantauan dan

bimbingan teknis penyelenggaraan dan | pengelolaan
pendidikan keaksaraan, kesetaraan vyang berbasis
masyarakat;

g. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan
pendidikan berbasis masyarakat dengan bidang pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal;

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi | pelaksanaan
kebijakan di bidang pendidikan nonformal dan informal;

i. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, monitoring, dan
evaluasi program pendidikan kesetaraan;

j. pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan dan
pengendalian penilaian hasil tahap akhir nasional paket A,
paket B dan paket C;

k. pelaksanaan perencanaan standar isi
fungsional kepribadian profesional secara
konstruktif;

l. pelaksanaan penyusunan proses pcmbelajarz tuntas dan

keterampilan
tematik dan

maju berkelanjutan secara induktif dan fungsibnal;

m. pelaksanaan perancangan pelayanan sesuai kondisi,
potensi dan karakteristik peserta didik dengan pengakuan
terhadap kompetensi yang telah dimiliki dan pembelajaran
mandiri;

n. pelaksanaan pengembangan kecakapan hidup seluruh
mata pelajaran paket B dan paket C yang mengacu pada
standar nasional pendidikan;

0. pelaksanaan pengembangan perluasan akses| paket A dan
paket B dalam mendukung penuntasan wajar pendidikan
dasar 9 (sembilan) tahun;

p. pelaksanaan perencanaan dan penyelengganaan program
pendidikan kesetaraan yang meliputi proggam paket A
setara sekolah dasar, paket B setara sekolah menengah
pertama; '

q. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan sei:i; dan

r. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus |secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat.




(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Subkoordinator Program, Data, Sarana dam Prasarana
mempunyal tugas mengelola program kegiatan bidang, data,
sarana dan prasarana pendidikan anak wusja dini dan

pendidikan masyarakat.

Subkoordinator Program, Data, Sarana dan Prasarana dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pfacla ayat (1)

mempunyai fungsi:
a.

pelaksanaan pemetaan data, sarana prasarana, dan
peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
pelaksanaan analisis data untuk pemenuhan sarana dan
prasarana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat;
pelaksanaan perencanaan penganggaran sesuai kebutuhan
dalam pemenuhan sarana prasarana Bidang Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,
pelaksanaan kegiatan yang menyangkut penyediaan sarana
dan prasarana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat;
pelaksanaan  pembuatan konsep pembinaan dan
pengembangan di bidang pendidikan nonformal dan
informal;
pelaksanaan penyusunan konsep perumusan kebijakan di
bidang pendidikan nonformal dan informal;
pelaksanaan penyusunan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dukungan teknis, administratif dan membina
prasarana bidang;

pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pembinaan
pelaksanaan kurikulum, peserta didik, kelembagaan,
sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
pelaksanaan penyelesaian dokumen yang diajukan oleh
masyarakat;
pelaksanaa penyusunan laporan pelaksanaan tugas
subkoordinator;
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya; dan
pelaksanaan pengoordinasian di bawah se¢suai dengan
fungsinya.

Subkoordinator Program, Data, Sarana dan Prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamm melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 4
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 14

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan kurikulum,
peserta didik, data, sarana dan prasarana pendidikan sekolah

dasar,

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam mclaks;jmakan tugas
el

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men

fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengoordinasikan
standar pelayanan minimal sekolah dasar;

enggarakan

pelaksanaan

b. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program bidang

pembinaan sekolah dasar;
¢. penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan
sekolah dasar;

d. penyelenggaraan penyusunan rencana d

kurikulum

AN program

pengembangan kualitas peserta didik sekolah dasar;

€. penyelenggaraan penyusunan bahan

pembinaan

pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan

sarana prasarana, serta peserta didik dan p
karakter peserta didik sekolah dasar;
f. penyelenggaraan penyusunan rencana dan
pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah

embangunan

pengaturan
dasar;

g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan

penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.

Bidang Pembinaan Seckolah Dasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang

yang dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Seksi Kurikulum mempunyai tugas menyu
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, ps
atau pelaksanaan kurikulum nasional dan m
fasilitasi pembinaan pelaksanaan, serta pemantau
dan laporan kurikulum sekolah dasar.

Seksi Kurikulum dalam melaksanakan tugas

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan tugas bidang kuriky
dasar; -

b. pelaksanaan penyusunan rencana, program
laporan kegiatan seksi;

isun  bahan
=netapan dan
natan lokal,
1an, evaluasi,

sebagaimana
tlum sekolah

tahunan dan




(3)

(1)

(2}

Seksi

pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan

kurikulum sekolah dasar;

pelaksanaan sosialisasi terkait

pembinaan

dan

pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah

dasar;

pelaksanaan penyusunan bahan penetapan kurikulum

muatan lokal sekolah dasar;

pelaksanaan penyusunan rencana sosialisasi kerangka

dasar dan susunan kurikulum tingkat satuan
pelaksanaan pemantauan, pengendalian d
pelaksanaan program belajar mengajar dan m
pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis

pendidikan;
an penilaian
anajemen
penerimaan

peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku;

pelaksanaan penyebarluasan dan
penggunaan petunjuk pelaksanaan pengel

embimbingan
aan Ssekolah

dasar termasuk tata usaha sekolah yang meliputi buku

induk, buku inventaris, laporan pendidik, d
sekolah;

an tata tertib

pelaksanaan persiapan pengarahan dan petunjuk secara

fungsional pengawas sekolah dasar;

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga

dan instansi lain bidang kurikulum;

pelaksanaan penyusunan kurikulum muatan lokal dan

kalender pendidikan;

pelaksanaan persiapan bimbingan pelaksanaan kurikuhum

berdasarkan petunjuk yang berlaku; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Kurikulum sebagaimana dimaksud pgda ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pembinaan Sekolah Dasar.

Pasal 16

Subkoordinator Kesiswaan dan Peningkatan Mutu mempunyai
tugas merencanakan pengembangan potensi akademik dan

nonakademik peserta didik pada sekolah dasar.

Subkoordinator Kesiswaan dan Peningkatan

Mutu dalam

melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan

b
C.

d.

subkoordinator;
pelaksanaan pengusulan peserta didik untuk

mendapatkan

bantuan dan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku;

pelaksanaan dan perencanaan fasilitasi kegiat
keterampilan tingkat sckolah dasar;
pelaksanaan pembinaan kegiatan dan g
sekolah dasar atas dasar standar minimal kos
berlaku;

ran lomba dan

jotensi siswa
mpetensi yang




(3)

(1)

(2)

pelaksanaan pemberian rekomendasi mutasi
dasar;

siswa sekolah

f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan kesiswaan,

g. pelaksanaan  kegiatan monitoring dan  penilaian
pelaksanaan pemberdayaan potensi siswa;

h. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan pembangunan
karakter peserta didik sekolah dasar;

i. pelaksanaan penyusunan laporan yang | menyangkut
kesiswaan;

j- pelaksanaan penyusunan laporan subkoordinﬁitor; dan

k. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Kesiswaan dan Peningkatan Mutu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Pasal 17

Seksi Program, Data, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas pada bidang pembinaan sekolah

dasar dalam melakukan pengelolaan data,
prasarana sekolah.

Selksi

Program, Data,

sarana dan

Sarana dan Prasarana dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:
a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan

seksi;

pelaksanaan pengelolaan dan penelaahan
kebutuhan sarana dan prasarana
penyusunan rencana kerja;
pelaksanaan pengolahan dan penelaahan da

sebagai

data siswa,
bahan

ta kebutuhan

sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan

teknis sarana/prasarana pendidikan sekolah ¢
pelaksanaan pengadaan, pendistribusian dan
penggunaan sarana dan prasarana pendid
dasar;
pelaksanaan inventarisasi permasalahan ys
dengan pengelolaan data, sarana dar

lasar;
| pemantauan
ikan sekolah

ing berkaitan
1 prasarana

pendidikan sekolah dasar serta menyiapkan alternatif

pemecahannya,;
pelaksanaan pengendalian, pengawasan da

In pemberian

izin pendirian serta pencabutan izin operasional sekolah

dasar;

pelaksanaan dan perencanaan evaluasi dan pelaporan

kegiatan pendidik sekolah dasar; dan
pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan
pengembangan karir.

untuk bahan




(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Seksi Program, Data, Sarana dan Prasarana

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 18

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan
kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan sekolah menengah

pertama.

Bidang Pembinaan sekolah menengah per

melaksanakan sebagaimana

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian
standar pelayanan minimal sekolah menengah

b. penyelenggaraan dan  pengoordinasian

dimaksud pada

tama dalam
ayat (1),

pelaksanaan
pertama,;
penyusunan

rencana dan program bidang pembinaan sekolah menengah

pertama;
c. penyelenggaraan bimbingan
sekolah menengah pertama;
penyelenggaraan  penyusunan

pelaksanaan

rencana d

kurikulum

n program

pengembangan kualitas peserta didik sekolah menengah

pertama;

e. penyelenggaraan penyusunan bahan
pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kele
sarana prasarana, serta peserta didik dan
karakter peserta didik sekolah menengah pe

f. penyelenggaraan penyusunan rencana d

pembinaan
bagaan dan
embangunan
a,;
pengaturan

pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah menengah

pertama;
g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, §
evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan
penyelenggaraan rekomendasi saran dan
kepada atasan tentang langkah dan tindaka;
diambil.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan|
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Seksi Kurikulum mempunyai tugas

pengendalian,

pertimbangan
n yang periu

sebagaimana
Bidang yang
bertanggung

menyusun bahan

perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penetapan dan
atau pelaksanaan kurikulum nasional dan njuatan lokal,

fasilitasi pembinaan pelaksanaan, serta pemanta
dan laporan kurikulum sekolah menengah pert

an, evaluasi,
a.




(2)

(3)

(1)

(2)

Seksi
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a.

b.

Kurikulum dalam pelaksanaan tugas |sebagaimana
pelaksanaan pembinaan tugas bidang kurikulum sekolah
menengah pertama;
pelaksanaan penyusunan rencana, program tahunan seksi
dan laporan pelaksanaan tugas;
pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan
kurikulum sekolah menengah pertama;
pelaksanaan  sosialisasi  terkait pembinaan  dan
pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah
menengah pertama;
pelaksanaan penyusunan bahan penetapan kurikulum
muatan lokal sekolah menengah pertama;
pelaksanaan penyusunan rencana sosialisasi kerangka
dasar dan susunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
pelaksanaan pemantauan, pengendalian penilaian
program belajar mengajar dan manajemen sekolah
menengah pertama;

pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis| penerimaan
peserta didik baru sesuai dengan peraturan ydng berlaku;
pelaksanaan penyebarluasan dan pembimbingan
penggunaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan sekolah
menengah pertama termasuk tata usaha sekolah yang
meliputi buku induk, buku inventaris, laporan pendidik,
dan tata tertib sekolah;

pelaksanaan persiapan pengarahan dan perr.mjuk secara
fungsional pengawas sekolah menengah pertama;

k. pelaksanaan pembuatan konsep koordinasi d
dengan lembaga dan instansi lain bidang kuri

l. pelaksanaan penyusunan kurikulum mua
kalender pendidikan;

m. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan
berdasarkan petunjuk yang berlaku; dan

n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba
atasan tentang langkah dan tindakan yang per

Seksi Kurikulum sebagaimana dimaksud pal

an kerjasama

ham;
lokal dan

kurikulum

angan kepada
Tu diambil.

da ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 20

Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu mem;j
merencanakan pengembangan  potensi akd
nonakademik peserta didik pada sekolah menengg

Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu dalam n

(epala Bidang

punyai tugas
ldemik dan
th pertama.

1e1aksanakaﬁ

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem]j.myai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program
seksi;

erja tahunan




(3)

(1)

(2)

b. pelaksanaan pengusulan peserta didik untuk i

mendapatkan

bantuan dan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. pelaksanaan dan perencanaan fasilitasi kegiat

an lomba dan

keterampilan tingkat sekolah menengah pertama;

d. pelaksanaan pembinaan kegiatan dan p
sekolah dasar atas dasar standar minimal kon
berlaku;

e. pelaksanaan rekomendasi mutasi siswa sekol
pertama;

f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan
berkaitan dengan kesiswaan;

g. pelaksanaan  kegiatan  monitoring

pelaksanaan pemberdayaan potensi siswa;

pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan
pembangunan karakter peserta didik sekols
pertama;,

i. pelaksanaan penyusunan

kesiswaan;

Pelaksanaan Pemberian penilaian pekerjaan b:

k. pelaksanaan penyusunan laporan seksi; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbse

atasan tentang langkah dan tindakan yang pe:

Seksi

peme

laporan yang

.

—

Kesiswaan dan Peningkatan Mutu

dan

ptensi  siswa
npetensi yang

ah menengah'
rintah  yang
penilajian

pelaksanaan
ih menengah

menyangkut
awahannya;

angan kepada
Ju diambil.

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 21

Subkoordinator Program, Data,

Sarana dan

Prasarana

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pada

bidang fungsi pembinaan sekolah menengah ps

rtama dalam

melakukan pengelolaan data, sarana dan prasarana sekolah.

Subkoordinator Program, Data, Sara:ia dan Prasarana dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pi
tahunan subkcordinator;

b. pelaksanaan pengelolaan dan penelaahan
kebutuhan sarana dan prasarana seb
penyusunan rencana kerja;

ada ayat (1)
rogram  kerja

data siswa,
agai bahan

c. pelaksanaan pengolahan dan penelaahan data kebutuhan
sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan

- teknis sarana/prasarana pendidikan sekolah

pertama,;
d. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian dan

menengah

pemantauan

- penggunaan sarana -dan prasarana pendidikan sekolah

menengah pertama;




(3)

(1)

- h. penyelenggaraan

e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan ya
dengan pengelolaan data, sarana dan

pendidikan sekolah menengah pertama sertaj

alternatif pemecahannya;

f. pelaksanaan pengendalian, pengawasan daj
izin pendirian serta pencabutan izin operasi
menengah pertama;

ng berkaitan
prasarana
menyiapkan

n  pemberian
onal sekolah

g. pelaksanaan dan perencanaan evaluasi dgn pelaporan

kegiatan pendidik sekolah menengah pertama;

dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbgngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkeordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dalam n
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Paragraf 6
Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kepend

Pasal 22

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga |
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembinaan
tenaga kependidikan.

Program, Data, Sarana dan

Prasarana
nelaksanakan
cpada Kepala

idikan

Kependidikan
perencanaan,
pendidik dan

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian
kebijakan di bidang pembinaan pendidik
kependidikan;

b. penyelenggaraan dan  pengoordinasian
kebijakan penyusunan rencana kebutuhan d
formasi, pengembangan karir, peningkatan
kompetensi, peningkatan kesejahteraan p
tenaga kependidikan;

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyus;
operasional prosedur di bidang pembinaan
tenaga kependidikan;

d. penyelenggaraan dan pengoordinasian
penghitungan penilaian angka kredit jabats
guru, kenaikan pangkat dan penilaian s;
pegawai penilaian kinerja dan sertifikasi j
tenaga kependidikan;

e. penyelenggaraan  administrasi
pendidik dan tenaga kependidikan;

f. penyelenggaraan evaluasi kebijakan pembin;
dan tenaga kependidikan,

kepegawaian

ada ayat (1)

perumusan
dan tenaga

pelaksanaan
pengadaan
ifikasi dan
ndidik dan

unan standar
pendidik dan

fasilitasi
n fungsional
hsaran kerja
vendidik dan

lainnya

ban pendidik

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;

dan
dan  pengoordinasian
tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan.

pengelolaan




(3)

(1)

@

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

Kependidikan

oleh Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat. “

Scksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja

a.

b.

tahunan seksi;

pelaksanaan penyusunan usulan formasi pegawai jabatan
fungsional tertentu dan mengoordinasikan | penyusunan
pengadaan, penempatan, mutasi dan pemerataan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;

pelaksanaan pembuatan usulan izin/tugas belajar, usulan

pendidikan dan pelatihan dan kesejahteraan

tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;

pelaksanaan proses penghitungan penilaian
jabatan fungsional guru pendidikan anak usia
pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan

pendidik dan

angka kredit

dini;
kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia

dini dan pendidikan masyarakat;
pelaksanaan pengelolaan pengembangan

keprofesian

berkelanjutan dan penilaian kinerja guru pendidikan anak

usia dini; _
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pe
rangka pengembangan karir/peningkatan
pendidik pendidikan anak usia dini;
pelaksanaan kegiatan sertifikasi pendidik pen
usia dini;
pelaksanaan penyilapan pendidikan dar
pengembangan karier tenaga pendidik
kependidikan pendidikan anak usia dini da]
masyarakat;

pelaksanaan proses pendataan dan pencai
tunjangan untuk pendidik dan tenaga
pendidikan anak usia dini dan pendidikan ma
pelaksanaan konsep perumusan kebijakan pe
pelatihan;

pelaksanaan penyusunan kebijakan dan p
karier pendidik dan tenaga kependidikan pen
usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbs
atasan tentang langkah dan tindakan yang pel

ndidik dalam

i(esej ahteraan

didikan anak

1 pelatihan, .
dan tenaga
n pendidikan

rann berbagai
kependidikan
syarakat;

ndidikan dan

engembangan
didikan anak

angan kepada
rlu diambil.




(3)

(1)

(2)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaima
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertai
kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidik
Kependidikan.

Pasal 24

na dimaksud

vang dalam

nggung jawab

dan Tenaga

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi di

bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah

dasar.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolahl

Dasar dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:
a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana dan pi
tahunan seksi;
pelaksanaan penyusunan usulan formasi peg
fungsional tertentu dan mengoordinasikan
pengadaan, penempatan, mutasi dan pemerat
dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
pelaksanaan pembuatan usulan izin/tugas bg
pendidikan dan pelatihan dan kesejahteraan
tenaga kependidikan sekolah dasar;
pelaksanaan proses penghitungan penilaian
Jjabatan fungsional guru sekolah dasar:;
pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah das
pelaksanaan pengelolaan pengembangan
berkelanjutan dan penilaian kinerja guru sekoj
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pe:

ogram  Kkerja

rawal jabatan

penyusunan

aan pendidik

zlajar, usulan

pendidik dan
angka kredit
kompetensi

ar,
keprofesian

fah dasar;
ndidik dalam

rangka pengembangan karir/peningkatan kesejahteraan

pendidik sekolah dasar;
pelaksanaan kegiatan sertifikasi pendidik sekol

pengembangan karier tenaga
kependidikan sekolah dasar;
pelaksanaan proses pendataan dan pencai
tunjangan untuk pendidik dan tenaga
sekolah dasar;

pendidik

lah dasar;
pelaksanaan penyiapan pendidikan dan

pelatihan,

dan tenaga

ran berbagai

kependidikan

pelaksanaan penyiapan konsep perumusan kebijakan

pendidikan dan pelatihan;

pelaksanaan penyusunan kebijakan dan peg
karier pendidik dan tenaga kependidikan se

dan

. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba
atasan tentang langkah dan tindakan yang per

ngembangan
kolah dasar;

ngan kepada
v diambil.




()

(1)

(2)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 25

Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependid|
Menengah Pertama mempunyai tugas melaksan
tugas dan fungsi di bidang pembinaan pendidi
kependidikan sekolah menengah pertama.

Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependid
Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas
ayat (1) mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan rencana dan program Kkerja

a.

b.

tahunan subkoordinator;

jkan Sekolah
an sebagian
dan tenaga

lkan Sekolah
sebagaimana

pelaksanaan penyusunan usulan formasi pegawai jabatan

fungsional tertentu dan mengoordinasikan
pengadaan, penempatan, mutasi dan pemerat
dan tenaga kependidikan sekolah menengah p
pelaksanaan pembuatan usulan izin/tugas bg
pendidikan dan pelatihan dan kesejahteraan

penyusunan
aan pendidik
ertama;

elajar, usulan
pendidik dan

tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

pelaksanaan proses penghitungan penilaian
jabatan fungsional guru sekolah menengah pe
pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan

angka kredit
rtama;
kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah

pertama;,
pelaksanaan pengelolaan pengembangan

keprofesian

berkelanjutan dan penilaian kinerja guru sekolah menegah

pertama;
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pe

ndidik dalam

rangka pengembangan karir/peningkatan kesejahteraan

pendidik sekolah menengah pertama;

pelaksanaan kegiatan  sertifikasi pendidik sekolah
menengah pertama;

pelaksanaan penyiapan pendidikan dan pelatihan,
pengembangan karier tenaga pendidik |dan tenaga

kependidikan sekolah menengah pertama;

pelaksanaan proses pendataan dan pencairan berbagai

tunjangan untuk pendidik dan tenaga
sekolah menengah pertama;

pelaksanaan penyiapan konsep perumusg
pendidikan dan pelatihan;

pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pf
karier pendidik dan
menengah pertama; dan

tenaga kependidilLan

kependidikan
n kebijakan

engembangan
sekolah

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang pe:

rlu diambil.




(3)

(1)

(2)

(3)

(1}

Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependidj

kan Sekolah

Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidil
Kependidikan.

BAB IV
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDU
KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 26

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d;

bertanggung
¢ dan Tenaga

K DAN

an Keluarga

Berencana dengan Tipe A, mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  yar

kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan

kesehatan dan bidang pengendalian penduduk
berencana.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d
Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaima
dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakayj
Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang
penduduk dan keluarga berencana;

b. penyelenggaraan kebijakan teknis Urusan

bidang kesehatan dan bidang pengendalian ps
keluarga berencana;
c. penyelenggaraan pemantauan evaluasi da
Urusan Pemerintahan bidang kesehatan
pengendalian penduduk dan keluarga berencas
penyelenggaraan  administrasi  Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca
e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ]
kepada atasan tentang langkah dan tindaka
diambil.
Dinas Kesehatan,
Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendali
dan Keluarga Berencana terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan '
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dar

menjadi
di bidang
dan keluarga

1€

an Keluarga
mna dimaksud

n Urusan
pengendalian

demerintahan
enduduk dan

n pelaporan
dan bidang
a,
Kesehatan,
na; dan
pertimbangan
n yang perlu

Pengendalian Penduduk dan Keluarga

lipimpin oleh
bertanggung

an Penduduk

| Pelaporan.




(2)

(1)

c. Bidang Kesehatan Masyarakat;

1. Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2. Subkoordinator Promosi
Masyarakat; dan
3. Subkoordinator

Kerja dan Olahraga.

1. Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi;

Kesehatan Lingkungan,

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

dan Remberdayaan

Kesehatan

2. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular; dan
3. Subkoordinator Pengendalian Penyakit T
dan Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;

1. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan;

idak Menular

2. Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesghatan; dan
3. Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.

f. Bidang Pengendalian
Penggerakan;

Penduduk,

1. Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan;
Penyuluhan dan Pendayagunaan

2. Subkoordinator
Penyuluh dan Kader Keluarga Berencana;

Penyuluhan

dan

dan

3. Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi

Keluarga.

g. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga,

1. Subkoordinator Jaminan Ber-Keluarga Berencana;

2. Subkoordinator Pembinaan Kesertaan
Berencana; dan

Ber-Keluarga

3. Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteran Keluarga.

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
i. UPT.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan,

Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 28

Kepala Dinas Kesehatan,

yang tidak

Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok

memimpin,

merumuskan kebijakan teknis dan mengoordinasikan urusan

kesechatan dan pengendalian penduduk se
berencana sesuai ketentuan peraturan perunds
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

rta keluarga
ing-undangan




(2)

(1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a.

penyelenggaraan perumusan, penetapan dan [pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang kesehatan |masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan,|dan sumber
daya kesehatan.
penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
penyelenggaraan pengelolaan barang milik
menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan,
Penduduk dan Keluarga Berencana,;
penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;
penyelenggaraan penetapan rencana strategis Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk d Keluarga
Berencana untuk mendukung visi dan misi|Daerah dan
kebijakan Bupati;
penyelenggaraan pemberian dukungan atas| Pemerintah
Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

penyelenggaraan penetapan rencana rja Dinas
Keschatan, Pengendalian Penduduk da_P Keluarga
Berencana menurut skala prioritas dan

mendistribusikannya kepada bawahan;
penyelenggaraan pembinaan dan pelaksana tugas di
bidang pengendalian penduduk, keluarga| berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

penyelenggaraan pelaksanaan perencanaan dan
pengendalian pembangunan keluarga berencana;
penyelenggaraan  pengoordinasian dan |pelaksanaan
pengendalian penduduk, keluarga berencanaf, ketahanan
dan kesejahteraan keluarga di lingkungan Daerah
termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 29

Sekretariat mempunyai tugas memimpin kegiatan|administrasi
umum, perencanaan program dan anggaran, serta
ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang

berlaku untuk tertib kesekretariatan.




(2)

(3}

(1)

(@)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja

tahunan rumah tangga Dinas;

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kegegawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi

pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan,
surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;
€. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Dinas; dan

f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam n

nelaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawlab langsung

kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

melaksanakan pengelolaan urusan umum dan
yang menyangkut periengkapan, kerumahtang
menyurat, kearsipan serta pengelolaan
kepegawaian di lingkungan Dinas.

tugas

kepegawaian

gaan, surat
administrasi

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program
tahun anggaran Subbagian Umum dan Kepega

mempunyai

kegiatan per
(walan;

b. pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalar
d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengan;

jabatan;
e. pelaksanaan peningkatan keterampilan peg:

1an Dinas;
plkatan dalam

awal melalui

pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dgn fungsional;
f. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiapan bahan usul

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkal
pemberian penghargaan, penempatan
kesejahteraan pegawai, mutasi dan px

pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pes
pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pemb
pegawai, keikutsertaan badan penyelengg
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/suami;

a, pensiun,
formasi,
-mberhentian
ndidikan dan
uatan kartu

ara jaminan

g pelaksanaan penyusunan daftar urut kep

gkatan serta

mengelola sistem informasi manajamen kepegawaian;

pelaksanaan penyiapan bahan penetap

pengelola

keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;



(3)

(1)

(2)

J. pelaksanaan

i. pelaksanaan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta

melakukan kegiatan keprotokolan;
pemeliharaan  kebersihan,
keamanan dan ketertiban kantor;

keindahan,

k. pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan

dokumentasi;

l. pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai

bidang

tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan

masalah;
pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian
Kepegawaian; dan

Umum dan

n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang pej

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimaj
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian

u diambil.

na dimaksud
yang dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan berta.r?ggung jawab

kepada Sekretaris.

Pasal 31

Subbagian Keuangan mempunyai

tugas melaksanakan

penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan,

perbendaharaan,
keuangan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas

dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr
tahunan Subbagian Keuangan;

pengelolaan aset Dinas dan verifikasi

sebagaimana

ogram kerja

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi

penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan
pembukuan;

c. pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti pengeluaran
uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen/ bukti

pengeluaran uang;
¢. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, i
makan uang tambahan beban kerja dan lainny
f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik ¢
tentang penerimaan dan pengeluaran keuanga
g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengy
usul rencana keuangan dan aset;
pelaksanaan penyusunan kebutuhan ¢
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, perd
pengamanan aset, wusulan penghapusan
penyusunan laporan pertanggung jawaban
barang inventaris;
i. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan,
petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

j. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pet

pengelola keuangan dan aset;

nsentif, vang
a,
lan tahunan
I,
mpulan data

erlengkapan,
latan kantor,

aset dan
atas barang-

memberikan

unjuk teknis




(3)

(1)

(@)

[
.

=

pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan

administrasi pengelola keuangan dan aset;
pelaksanaan penilaian pekerjaan bawahannya;

pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian Keuangan,;
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang periu diambil.

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Subkoordinator

Pasal 32

Perencanaan, Evaluasi

dan

elaksanakan

Pelaporan

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan

kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusuj

rarn prograrnm,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan

perencanaan Dinas.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Peldporan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mempunyai fungsi:
a.

b.

pelaksanaan pengumpulan bahan penyusun
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelapor:
pelaksanaan penyusunan rencana dan pr
tahunan subkoordinator;

an pedoman
AT,
ogram Kerja

peleksanaan kegiatan perencanaan program Dinas;

pelaksanaan penghimpunan data program dan
bidang;

pelaksanaan pembinaan dan pemberian pet
mengenal penyusunan rencana program dan |
pelaksanaan penyusunan rencana strategis, r
laporan kinerja, rancangan anggaran pen
belanja Daerah; ‘

pelaksanaan penyiapan bahan laporan pe
pemerintah daerah, laporan
pertanggungjawaban Bupati sesuai peq

ketentuan yang berlaku;
pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi
rencana program dan laporan;

pelaksanaan penyiapan rumusan progra
berdasarkan hasil rangkuman rencana Kkegi
bidang dan UPT dalam rangka penyusun
pendapatan dan belanja Perangkat Daerah;
pelaksanaan penyiapan dan penyusunan bal
laporan pelaksanaan tugas Dinas dan subkoor
pelaksanaan pemantauan dan  evaluas
pelaksanaan rencana dan program;
pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan
kegiatan; dan

atasan tentang langkah dan tindakan yang pe;s

kegiatan dari

unjuk teknis
poran;

encana kerja,
dapatan dan

nyelenggaran
keterangan
dloman dan

penyusunan

m kegiatan
tan bidang-
anggaran

an dan data
dinator;
i terhadap

tugas dan

. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbgngan kepada

11 diambil,




(3)

{1}

(2)

(3)

(1)

Subkeordinator Perencanaan, Evaluasi

dan

Pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung ja
Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 33
Bidang Kesehatan Masyarakat memput

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

operasional di bidang kesehalan masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meny
fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan op
bidang kesehatan keluarga, gizi masyaral
kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

b. penyelenggaraan kebijakan operasional

wab kepada

yai tugas

kebijakan

nakan tugas
eclenggarakan

erasional di
cat, promosi
kesehatan

di bidang

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan  masyarakat, kesehatan
kesehatan kerja dan olahraga;

c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supery

lingkungan,

visi di bidang

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan  masyarakat, kesehatan
kesehatan kerja dan olahraga;

d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi, dan
bidang kesehatan keluarga, gizi masyaral
kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

lingkungan,

pelaporan di
cat, promosi
kesehatan

e. penyelenggaraan penguatan Kapasitas masy

akat bidang

kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat,

organisasi swadaya masyarakat dan dunia
Daerah;
f. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan ol
g penyelenggaraan rekomendasi saran dan j
kepada atasan tentang langkah dan tindaka
diambil.
Bidang Keschatan Masyarakat sebagaimana din
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertar
kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi
tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanas
operasional, bimbingan teknis dan supe
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidan
keluarga dan gizi masyarakat.

saha tingkat

pelayanan
raga; dan
pertimbangan
n yang perlu

naksud pada
yang dalam
ggung jawab

mempunyai
an  kebijakan
rvisi, serta
g kesehatan




(2)

(3)

(1)

Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan Sy
Kesehatan Keluarga dan Gizi;
b. pelaksanaan upaya penanggulangan masalah

di masyarakat;

¢. pelaksanaan upaya perbaikan gizi keluar
masyarakat, pemberian makanan tambahan;

d. pelaksanaan dan pengawasan program gizi
sekolah, perusahaan, rumah sakit dan institus

e. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi
sistem kewaspadaan gizi Daerah;

. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan keb
standar, norma, pedoman, kriteria dan
program kesehatan ibu hamil, ibu bersalin,
pencegahan komplikasi, perlindungan
reproduksi, kesehatan bayi, kesehatan anak &

Gizi dalam
d ayat (1)

ibkoordinator

gizi yang ada
pa dan gizi

institusi di
1 lainnya;
pelaksanaan

jakan teknis,
prosedur di
nifas dengan
kesehatan
alita dan pra

sekolah, kesehatan anak usia sekolah, kesehatan anak

remaja serta kesehatan lansia;

g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis
bagi petugas puskesmas, polindes dan sarama kesehatan

lainnya dalam

lansia termasuk kesehatan reproduksi;
pelaksanaan penylapan bahan untuk menyu
usaha kesehatan sekolah;

rangka menyelenggarakan
teknis/standar pada program keschatan iby,

kebijakan
anak dan

sun program

i. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan

evaluasi usaha kesehatan sekolah;

J. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka peningkatan program usaha kesehatanl

teknis program kesehatan ibu, anak dan lan
kesehatan reproduksi;

sekolah;

pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan

sia termasuk

l. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;

dan
. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan.

Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi

dan kegiatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Kesehatan Masyarakat.

Pasal 35

Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan
mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan

Masyarakat
pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

promosi dan




(2)

(3)

Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masy
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud g
mempunyai fungsi:

a.

b.

L.

Subkoordinator

. pelaksanaan pelaporan hasil tugas dan ke

pelaksanaan penyusunan rencana dan pi
tahunan subkoordinator;

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan
bimbingan teknis dan supervisi berkaitan de
kesehatan dan pemberdayaan masyarakal
kesehatan;

pelaksanaan perencanaan Kkegiatan promo
tingkat kabupaten;

pelaksanaan pembuatan konsep pemberdayaa;
di bidang kesehatan;

rarakat dalam
yada ayat (1)

rogram kerja
operasional,
ngan promosi
t di bidang

51  kesehatan

n masyarakat

pelaksanaan analisis permasalahan yang berkaitan dengan

kesadaran kesehatan masyarakat;
pelaksanaan penyiapan bahan untuk menyu
upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
kesehatan,;

pelaksanaan pembinaan pengembangan pemn
evaluasi
masyarakat dan promosi kesehatan;
pelaksanaan koordinasi dengan instansi t
rangka  peningkatan  program = upaya

|sun program
dan promost

antauan dan

program upaya keschatan bersumber daya

erkait dalam
kesehatan

bersumberdaya masyarakat dan promosi kesehatan;
pelaksanaan pembinaan kerja sama dan koordinasi dengan

instansi terkait dalam mengkaiji,

mengevaluasi

dan

intervensi sektoral dalam rangka peningkatan perilaku
hidup bersih dan sehat di masyarakat, tempat pendidikan,

tempat umum dan institusi lain;

pelaksanaan koordinasi desa siaga dan bentuk inovasinya;

pelaksanaan koordinasi wuntuk mel
keschatan dan pemberdayaan
masyarakat, guna peningkatan peran se
dalam pembangunan kesehatan;

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai

fungsinya;

atasan; dan

promosi
penggerakan
masyarakat

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat. .




(1)

(2)

(3)

Subkoordinator Keseéhatan Lingkungan, Kesehat!
Olahraga mempunyai tugas menyiapkan pert
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan

Pasal 36

1)

an Kerja dan
ﬁmusan dan
| teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahr

Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehat;

ga.
an Kerja dan

Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a.

b.

Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehat;
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
melaksanakan tugas berada di bawah-dan bertas
kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbs

pelaksanaan penyusunan rencana program Kk
subkoordinator;

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan
bimbingan teknis dan supervisi kesehatan
kesehatan kerja dan olahraga;

pelaksanaan pemantanan dan evaluasi
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan ol:
pelaksanaan inventarisir permasalahan yai

erja tahunan

operasional,
lingkungan,

pelayanan
ahraga;
ng  berkaitan

dengan pelayanan kesehatan lingkungan, ke
dan olahraga;

chatan kerja

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka penataan dan pengawasan limb
kualitas air, lingkungan tempat umum,
minuman dan laboratorium kesehatan lingkun
pelaksanaan inspeksi sanitasi lingkungan te
makanan dan minuman sesuai dengar
perundang-undangan,;

pelaksanaan penerbitan rekomendasi, se
hygiene, dan sertifikat penyuluhan keams
sesuai dengan peraturan perundang-undangar
pelaksanaan koordinasi dengan sektor terkait ¢
kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
teknis meliputi program desa sehat, kecamat
kabupaten sehat;

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbg
Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan t
perlu diambil dalam bidang tugasnya;
pelaksanaan evaluasi di bidang kesehatan
kesehatan kerja dan olahraga;
pelaksanaan pelaporan hasil
kegiatan kepada atasan; dan

pelaksanaan

atasan tentang langkah dan tindakan yang per

, sampabh,
akanan dan
gar;
mpat umum,
1 peraturan

rtifikat  laik
inan pangan
1
dalam rangka

pengendalian
an sehat dan

ngan kepada
indakan yang

lingkungan,
tugas dan

ngan kepada
flu diambil.

an Kerja dan
(1} dalam
1ggung jawab




(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 37

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanapn kebijakan

operasional di bidang surveilans dan imunisasi,

dan pengendalian penyakit menular, penc

pencegahan
egahan  dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatpn jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan  penyiapan perumusan kebijakan
operasional di bidang surveilans dan| imunisasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
kesehatan jiwa;
penyelenggaraan
operasional di
pencegahan dan
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
kesehatan jiwa,
¢. penyelenggaraan penyiapan bimbingan teknis
di bidang surveilans dan imunisasi,
pengendalian  penyakit menular,

penyiapan  pelaksanaan
bidang surveilans dan

pengendalian  penyakit

menular dan

kebijakan
imunisasi,
menular,
menular dan

dan supervisi

pencegahan dan
pencegahan

dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan
bidang surveilans dan imunisasi, penc
pengendalian  penyakit menular,

pelaporan di
egahan dan

pencggahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesghatan jiwa;

e. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan pe

cegahan dan

pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa;

f. penyelenggaraan pengelolaan surveilans epidemologi dan

penyelidikan kejadian luar biasa; dan

g. penyelenggaan rekomendasi saran dan
kepada atasan tentang langkah dan tindak:
diambil.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 38

Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi mem
menyiapkan kegiatan perumusan dan pelaksang
operasional, bimbingan teknis dan sups
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang s
imunisasi.

ertimbangan
yang perlu

sebagaimana
Bidang yang
| bertanggung

punyai tugas
lan kebijakan
rvisi,  serta
nrveilans dan




(2)

(3)

(1)

Subkoordinator Surveilans dan

melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan kKegiatan sesuai pr
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

b. pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan

Imunisasi
sebagaimana dimaksv.:t:l

dalam
ayat (1)

gram Bidang

operasional,

bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans

epidemiologi dan imunisasi;

¢. pelaksanaan penyusunan konsep rencana kegigtan program

imunisasi;
d. pelaksanaan pemantauan
epiderniologi dan imunisasi;
€. pelaksanaan pengamatan epidemiologi terha

pelayanan

surveilans

ap penyakit

menular terpilih dan penyakit tidak menular terpilih untuk

mengetahui sebab-sebabnya serta kemungki

pada kejadian luar biasa atau wabah penyakit

mengarah
serta tanda-

tanda adanya kejadian luar biasa atau wabah penyakit

maupun peristiwa yang bersifat masal;

f. pelaksanaan penyiapan kecukupan persediaan vaksin dan
bagan bundling untuk pusat kesehatan magyarakat dan

unit pelayanan kesehatan
1munisasi;

g. pelaksanaan koordinasi
imunisasi terhadap calon jamaah haji serta

swasta yang

terhadap jamaah haji sepulang dari tanah suci;

melakukan

pemeriksaan kesehatan dan

pengamatan

h. pelaksanaan evaluasi pelayanan surveilans | epidemiologi
dan imunisasi;
i. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan tentang

pencegahan penyakit, pengamatan penyakit menular serta
monitoring dan pengendalian terhadap penyakit menular

yang dapat dicegah dengan imunisasi;

j- pelaksanaan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan

kebijakan, penyelenggaraan administrasi, pengawasan dan
pemberian bimbingan dalam wupaya penyelenggaraan

karantina kesehatan;
k. pelaksanaan inventarisir permasalahan terkait
tugas dan fungsi;

pelaksanaan

l. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada

atasan; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 39

Subkoordinator

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular mempunyai tugas menyiapkan pergmusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan|

teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.




(2)

(3)

Subkoordinator

b.

Subkoordinator
Menular

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular dalam melaksanakan tugas sebagaima
pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a.

na dimaksud

petaksanaan penyusunan rencana kegiatan seSuai program

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan
bimbingan teknis dan supervisi layanan pen
pengendalian penyakit menular;

operasional,
cegahan dan

pelaksanaan penyusunan konsep rencana kegiatan program

pengamatan penyakit menular;
pelaksanaan penyusunan Kkonsep
pelaksanaan penanggulangan kejadian laap

rencamna

kegiatan
biasa atau

wabah penyakit bekerja sama dengan program atau sektor

terkait;

pelaksanaan penyusunan konsep
kebutuhan sarana dan operasional kegiatan
dan penanggulangan kejadian luar biasa
penyakit;

pelaksanaan pemantauan kegiatan pelayanan
dan pengendalian penyakit menular;
pelaksanaan  kegiatan  pelayanan
pengendalian penyakit menular;
pelaksanaan pengendalian dan penanggulan

pence

tentang

rencana
pencegahan
atau wabah
pencegahan
gahan dan

an penyakit

menular langsung dan penyakit bersumber binatang;

pelaksanaan penyusunan Kkonsep tent
kebutuhan sarana dan operasional kegiat

g rencana
pencegahan

dan pengamatan penyakit serta penanggulangan kejadian

luar biasa atau wabah penyakit;

pelaksanaan penyusunan konsep petunjuk te
pencegahan penyakit, pengamatan penyakit
penanggulangan kejadian luar biasa atau wabg
pelaksanaan koordinasi program pencegahan
pengamatan penyakit dalam rangka pen
kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
pelaksanaan koordinasi program penanggulan
menular langsung dan  penanggulanga;
bersumber binatang dalam rangka penge]
penanggulangan penyakit menular langsung |
bersumber binatang;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap

knis tentang
menular dan
th penyakit;

penyakit dan
anggulangan

gan penyakit
N penyakit
ndalian  dan
lan penyakit

pelaksanaan

kegiatan program penanggulangan penyakit menular

langsung dan penanggulangan penyakit
binaiang;

pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan; dan

bersumber

dan kegiatan

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbt]:gan kepada

Pencegahan dan Pengendali
sebagaimana dimaksud pada ayat

melaksanakan tugas berada di bawah dan be
kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengend

Penyakit
(1) dalam

ggung jawab
Penyakit.



(1)

(2)

(3)

Pasal 40

Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas
perumusan

menyiapkan

dan  pelaksanaan kebijakan | operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantalian, evaluasi

dan pelaporan di bidang pencegahan dan
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

pengendalian

Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penjrakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai [fungsi:

a.

pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sesuai program
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
pelaksanaan penyusunan bahan rumus kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi pelayanan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
pelaksanaan penyusunan konsep petunjuk teknis tentang
pencegahan penyakit dan pengamatan penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa;
pelaksanaan penyusunan konsep rencana kegiatan program
pengamatan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,
pelaksanaan penyusunan konsep tentang rencana
kebutuhan sarana dan operasional kegiatan pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa;
pelaksanaan  bimbingan dan  pembinaan tentang
pencegahan penyakit dan pengamatan penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa;
pelaksanaan koordinasi pencegahan dan |pengendalian
penyakit tidak menular dengan sektor terkait dalam rangka
meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat
guna pembentukan dan peningkatan kapasitas pos
pembinaan terpadu penyakit tidak menular;
pelaksanaan pembinaan koordinasi dan kolaborasi program
penyakit tidak menular dan kesehatan
program yang terkait;

pelaksanaan koordinasi, advokasi dan sosialisasi mengenai

jiwa dengan

pengendalian penyakit tidak menular dan kese
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
kegiatan program pengendalian penyakit tidak
kesehatan jiwa; dan

thatan jiwa;
pelaksanaan
menular dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang periu diambil.

Subkoeordinator Pencegahan dan Pengendalian Pe¢nyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pe

Pengendalian Penyakit.

egahan dan




(1)

(2)

Paragraf 5
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehdtan
Pasal 41

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan,
jaminan kesehatan masyarakat, pelayan kesehatan
tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya
manusia kesehatan serta fasilitasi penilgian khusus
(akreditasi) bagi pelayanan kesehatan primer [dan rujukan
serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijjakan operasional di
bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, jaminan
kesehatan masyarakat, termasuk peningka mutunya
dan pelayanan kesehatan tradisional;

b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, jaminan
kesehatan masyarakat termasuk peningkatan mutunya dan
pelayanan kesehatan tradisional; '

c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang
pelayanan kesehatan primer, rujukan, jaminan kesehatan

masyarakat termasuk peningkatan mutunya d
kesehatan tradisional;

penyelenggaraan pemantauan evaluasi, dan
bidang pelayanan kesehatan primer, rujul
kesehatan masyarakat termasuk peningkat
pelayanan kesehatan tradisional dan p
sumber daya manusia kesehatan;
penyelenggaraan fasilitasi
operasional bidang kesehatan sesuai deng:
perundangan yang berlaku;
penyelenggaraan registrasi, fasilitasi akredita
tenaga kesehatan tertentu sesuai denga
perundangan-undangan;

rekomendasi

lan pelayanan

pelaporan di
can, jaminan
AN mutunya,
emberdayaan

perizinan
ar1  peraturan

1si, sertifikasi
n peraturan

g penyelenggaraan kecukupan persediaan farmasi,
perbekalan kesehatan dan alat kesehatan;
h. penyelenggaraan pengawasan kualitas dah keamanan

sediaan farmasi untuk pelayanan kesehatan primer,

pelayanan kesehatan rujukan dan saran
penunjang lainnya;

a kesehatan

penyelenggaraan pendataan dan standaﬁzsi terhadap

sarana produksi dan distribusi bidang usaha
penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanas
pembinaan, pengawasan dan pengelola
pembiayaan kesehatan; -

asi;
in koordinasi,
AN program

penyelenggaraan pendataan dan standarisTE\si terhadap

sumber daya manusia kesehatan;




(3)

(1)

(2)

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
jawab kepada Kepala Dinas.

Subkoordinator Pelayanan Kesehatan memp
melaksanakan perumusan dan pelaksan
operasional,
evaluasi dan pelaporan serta peningkatan

penyelenggaraan dan pengoordinasian, pern
pengelolaan sumber daya manusia kesehatan,;
penyelenggaraan dan pengoordinasian den
terkait dalam rangka pemberdayaan sumber ¢
kesehatan;

penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan d

sumber daya manusia kesehatan;
penyelenggaraan pemantauan dan evaluj
penyelenggaraan rekomendasi saran dan
kepada atasan tentang langkah dan tind
diambil.

pemberdayaan sumber daya manusia keseji:E‘; dan

Pasal 42

nbinaan dan

gan Iinstansi
laya manusia

an pelatihan

hsi  program

ertimbangan
yang perlu

sebagaimana
Bidang yang
bertanggung

bimbingan teknis, supervisi,

yai tugas

kebijakan
pemantauan,
utu fasilitas

pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan pnmer

rujukan serta tradisional.

Subkoordinator Pelayanan Kesehatan dalam

1elaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a.

b.

pelaksanaan  penyusunan rencana S
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan rencana
pelaksanaan  penyusunan petunjuk te

pelayanan kesehatan, bagan dan alur pelayan
dan alur rujukan;

pelaksanaan penyusunan pedoman, petunjuk

rencana kerja dalam pelaksanaan progr
kesehatan dan pembiayaan kesehatan;
pelaksanaan koordinasi, bimbingan,
evaluasi pada pemberi pelayanan kesehatan;
pelaksanaan penetapan alokasi dana un
kesehatan masyarakat;

pelaksanaan pengoordinasian manajemen
pelayanan dan administrasi keuang

penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarak

pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerjs
dalam pelayanan publik;

pelaksanaan koordinasi penanggulangan per
darurat dan penanggulangan penderita gs
obstetri dan neonatal ;

monitoring,

bkoordinator
erja Dinas;

nis upaya
n kesehatan

teknis serta
am  jaminan

dan
tuk jaminan
kepesertaan,
an dalam
at;

y puskesmas

iderita gawat
iwat darurat




(3)

(1)

(2)

i.

pelaksanaan pengoordinasian semua kegia pelayanan
kesehatan primer dan rujukan pada lintas program, lintas
sektor, lembaga swadaya masyarakat, swasta maupun
masyarakat;
pelaksanaan penyiapan dan menyus program,
pengendalian dan pengawasan serta pembinaan terhadap
semua kegiatan yang berhubungan deng pelayanan
kesehatan primer, rujukan dan swasta;
pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi pertemuan secara
berkala sesuai kebutuhan dalam rangka review, evaluasi
dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan
penyelenggaraan jaminan kesehatan dan | pembiayaan
kesehatan;
pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian izin
pelayanan kesehatan dan operasional laboratcrrium swasta
sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

pelaksanaan registrasi dan akreditasi, sesu
perundang-undangan;

i peraturan

n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program

jaminan kesehatan dan pembiayaan keseh
dilakukan penyempurnaan pelayanan;

atan untuk

0. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan

kepada atasan; dan

p- pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per]

u diambil.

Subkoordinator Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada d

1 bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan

Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 43

Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan
tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaq
operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta

mempunyai
n kebijakan
pemantauan

dan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian,

perbekalan kesehatan, alat kesehatan dan
keschatan rumah tangga.

Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Keseh

perbekalan

atan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana
Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Keseh

kegiatan
latan sesual

rencana kerja Dinas;

b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemjmtauan dan

peredaran obat-obat tradisional, kosmetika
sesuai ketentuan yang berlaku;

ang beredar




3)

(1)

B

pelaksanaan penyiapan dan penyusunan program
pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap semua
kegiatan yang berhubungan dengan obat,| perbekalan
kesehatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga;
pelaksanaan bimbingan dan pengendalian |obat-obatan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersama
sektor terkait;
pelaksanaan monitoring pelayanan obat | generik di
pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
pelaksanaan  bimbingan dan penyuluhdan tentang
penggunaan penyimpanan dan pemusnahan pbat dengan
cara yang benar;
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
penyelenggaraan usaha kosmetik, alat kesehatan dan obat
tradisional yang berkualitas dan berdaya guna;
pelaksanaan monitoring efek samping kosmetika, alat
kesehatan dan obat tradisional;
pelaksanaan penyusunan, pengadaan dan pengalokasian
kebutuhan farmasi, perbekalan kesehatan dan alat
kesehatan untuk pelayanan kesehatan primer [dan rujukan
beserta jaringannya;
pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan
pendistribusian farmasi, perbekalan kesehatan dan alat
kesechatan untuk pelayanan kesehatan |primer dan
rujukan beserta jaringannya;
pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, | pengawasan
dan pemberian farmasi, perbekalan kesehatan dan alat
kesehatan untuk pelayanan kesehatan primer|dan rujukan
beserta jaringannya;
pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, farmasi,
perbekalan kesehatan dan alat kesehatan un pelayanan
kesehatan primer dan rujukan beserta jaringarnya;
pelaksanaan pengelolaan gudang farmasi kabupaten; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perju diambil.

Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Ket
Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 44

Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai
tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanagn kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya

manusia kesehatan.




(2)

(3)

(1)

(2)

Subkoordinator Sumber Daya Manusia Keseh

1atan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan untuk menyusun program

sumber daya manusia di bidang kesehatan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana Subkoordirn
Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan re
dinas;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervi
dengan sumber daya manusia kesehatan;

d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan s
manusia di bidang kesehatan, termasuk kader

lator Sumber
ncana kerja

si berkaitan

umber daya
kesehatan;

e. pelaksanaan penyelenggaraan registrasi d

sertifikasi

serta uji kompetensi pejabat struktural, fungsional dan
sumber daya manusia kesehatan termasuk t¢naga medis,

tenaga paramedis serta
terlatih; _

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terha
pemberdayaan sumber daya manusia kesehats

g Dpelaksanaan pengawasan dan evaluasi pen

pendidikan dan pelatihan sumber

kesehatan;

pelaksanaan koordinasi lintas program dan

dalam rangka fasilitasi, pemantauan,

tenaga nonmed

daya

s/tradisional

dap kegiatan
10

yelenggaraan,
manusia

lintas sektor

pembinaan dan

pengendalian terhadap upaya pengembangan, pendidikan,
pelatthan dan pendayagunaan sumber daya manusia

kesehatan;
i. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tu
kepada atasan; dan

atasan tentang langkah dan tindakan yang per

Subkoordinator Sumber Daya Manusia

gas/kegiatan

j. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

u diambil.

Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Paragraf 6

Pasal 45

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Penggerakan

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di

kabupaten.
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Peniggerakan

dalam melaksanakan tugas scbagaima_r_la dimaksud pada ayat

(1} menyelenggarakan fungsi:
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(3)

(1)

(2)

pelaksanaan penyusunan bahan kajian teknis di bidang
advokasi dan penggerakan;
pelaksanaan penyusunan bahan pembimbingan kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur dan kriferia urusan
urusan advokasi dan penggerakan;
pelaksanaan analisa data dan informasi terkait advokasi
dan penggerakan;
pelaksanaan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan
edukasi dan advokasi terhadap pelaksangan kegiatan
urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta [pelaporan di
bidang tugasnya; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan terkait bidang tugasnya.

Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan [sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Pasal 47

Subkoordinator Penyuluhan dan Pendayagun Penyuluh
dan Kader Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan
bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanapn kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta
pemantauan dan evaluasi pendayagunaan penyuluh keluarga
berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana dan instusi

masyarakat pedesaan.

Subkoordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh
dan Kader Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a.
b.

pelaksanaan penyusunan rencana kerja subkoprdinator;
pelaksanaan pembuatan konsep kebijakan teknis terkait
penyuluhan dan pendayagunaan penyulyuh keluarga
berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan
instusi masyarakat pedesaan;

pelaksanaan peyiapan bahan norma, standar, prosedur
dan kriteria terkait penyuluhan dan pendayagunaan
penyuluh keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga
berencana dan instusi masyarakat pedesaan;

pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan kebijakan
teknis tentang penyuluhan dan pendayagunapan penyuluh
keluarga  berencana/penyuluh lapangan keluarga
berencana dan instusi masyarakat pedesaan;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di
bidang tugasnya; dan
pelaksanaan pengoordinasian tugas jabatan |pelaksa dan
jabatan fungsional di bawah sesuai dengan fungsinya; dan
pelaksanaan pemberian saran dan pertimbamgan kepada
atasan terkait bidang tugasnya.




(3)

(1)

(2}

(3)

(1)

Subkoordinator Penyuluhan dan Pendayaguna

Penyuluh

dan Kader Keluarga Berencana sebagaimana dirmaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. .

Pasal 48

Subkoordinator
Keluarga mempunyai tugas melakukan pen

Pengendalian Penduduk dan
lapan bahan

Pengendalian

Informasi

pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan
evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Subkoordinator Pengendalian

Penduduk dan

Informasi

Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagdimana yang

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja

tahunan Subkoordinator Pengendalian Per
Informasi Keluarga;

b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusa
bimbingan teknis terkait pengendalian pe
fasilitasi sistem informasi keluarga;

c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan
fasilitasi di bidang pengendalian penduduk
informasi keluarga;

d. pelaksanaan
koordinasi terkait bimbingan teknis terkait

rduduk dan

n kebijakan
nduduk dan

teknis dan
dan sistem

penyiapan bahan dan melaksanakan

pengendalian

penduduk dan fasilitasi sistem informasi keluarga;
¢. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait norma,
standar, prosedur dan kriteria pengendalian penduduk dan

informasi keluarga; '
f. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan
kegiatan kepada atasan; dan

tugas dan

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per

Subkoordinator
Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat

Pengendalian Penduduk dan

u diambil.

Informasi
(1} dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
dan Penggerakan.

Paragraf 7

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga
Pasal 49

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan K
Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebija

Penyuluhan

(esejahteraan
kan teknis di

bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan

keluarga di Daerah.




(2)

(3)

(1)

(2)

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan K
Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimar
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknj

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan K

esejahteraan
12 dimaksud

s Daerah di
esejahteraan

Keluarga;

b. penyelenggaraan norma, standar, prosedur d
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Keluarga;

C. penyelenggaraan penerimaan, penyimpanarn,
dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di D

d. penyelenggaraan pembinaan Kesertaan
berencana di Daerah;

e. penyelenggaraan kebijakan teknis daerah di
keluarga balita, pembinaan kerawanan r

kriteria di
esejahteraan

engendalian
erah;
ber-keluarga

bidang bina
emaja, bina

keluarga lansia dan rentan, dan pemberdayaan keluarga

sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

f. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi
Keluarga Berencana, Ketahanan dan K
Keluarga,;

di Bidang
esecjahteraan

g. penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang

Keluarga Berencana, Ketahanan dan K
Keluarga; dan

h. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p
kepada atasan tentang langkah dan tindakaj
diambil.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan K

Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugs

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 50

es¢jahteraan

ertimbangan
1 yang perlu

esejahteraan
ipimpin oleh
s berada di

Subkoordinator Jaminan Ber-Keluarga Berencana mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan

dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, stand
dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi j
keluarga berencana.

Subkoordinator Jaminan Ber-Keluarga Berent

ar, prosedur
aminan ber-

cana dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr

ngram Kerja

tahunan Subkoordinator Jaminan Ber-Keluarga Berencana,;

b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan

bimbingan teknis terkait jaminan ber-keluarga
¢. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan

kebijakan
berencana;
teknis dan

fasilitasi di bidang jaminan ber-keluarga berencana;

d. pelaksanaan penyiapan
koordinasi terkait bimbingan teknis terkait j
keluarga berencana;

bahan® dan melaksanakan

aminan ber-




3)

(1)

(2)

e. pelaksanaan norma, standar, dan kriteria

jaminan ber-keluarga berencana;

prosedur

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait norma,

standar, prosedur dan kriteria terkait jaminan|
berencana;

ber-keluarga

g. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan| tugas dan
kegiatan kepada atasan; dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Jaminan Ber-Keluarga Berencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Keluarga.

Pasal 51

esejahteraan

Subkoordinator Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana
mempunyai tugas melakukan penyiapan bah
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan te

pembinaan,
is, norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan evaluasi
pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi dan
evaluasi pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana di
Daerah.

Subkoordinator Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai fungsi:

ara

b.

pelaksanaan penyusunan rencana kerja Su

Pembinaan kesertaan ber- keluarga berencana;

pelaksanaan penyusunan bahan pembinas
teknis, norma, standar, prosedur dan kriter
pembinaan kesertaan ber-keluarga

bkoordinator

3

in  kebijakan
ia di bidang
berencana,

pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;

pelaksanaan pembuatan konsep kebijakan t
standar, prosedur dan kriteria terkait pembing
ber-keluarga berencana, pengendalian dan pe
alat kontrasepsi;

pelaksanaan penyediaan fasilitas
berencana;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembing

eknis norma,
lan kesertaan
ndistribusian

pelayanan keluarga

an kesertaan

ber-keluarga berencana, pengendalian dan pe
alat kontrasepsi;

distribusian

pelaksanaan inventarisir permasalahan yang ada terkait

layanan pembinaan kesertaan ber-keluarg
pengendalian dan pendistribusian alat kontra;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
bidang tugasnya; dan

berencana,
Psi;
pelaporan di

pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada

atasan terkait bidang tugasnya.




(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Subkoordinator Pembinaan Kesertaan Ber-Keluar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam r

ga Berencana
nelaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan |
Keluarga.

Pasal 52

Subkoordinator
mempunyai tugas menyiapkan  bahan
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan t
standar, prosedur dan kriteria serta pemantau
ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

pembinaan,
is, norma,
dan evaluasi

Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Ke¢luarga dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja subk

ada ayat (1)

ordinator;

b. pelaksanaan pembuatan konsep kebijakan teknis norma,
standar, prosedur dan kriteria terkait ketahgnan keluarga

dan kesejahteraan keluarga;
¢. pelaksanaan penyusunan  bahan
pembimbingan pelaksanaan kebijakan te

pembinaan

dan

is, norma,

standar, prosedur dan kriteria tentang ketahanan keluarga

dan kesejahteraan keluarga;

d. pelaksanaan penyusunan bahan kajian teknjis pembinaan

kesehatan reproduksi;

e. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan

terhadap

keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lanjut usia dan

rentan;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
bidang tugasnya;

pelaporan di

g. pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada

atasan terkait bidang tugasnya; dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahter
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Keluarga.

BAB V

Keluarga
claksanakan
epada Kepala
Kesejahteraan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal §3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan
Belitung Timur dengan Tipe A, mempunyai tug
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan
Pembantuan di bidang pekerjaan umum dan pe
dan bidang pertanahan.

g Kabupaten
As membantu

dan Tugas
nataan ruang




(2)

(3)

(1)

Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan R

hang dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan

. penyeienggaraan

. penyelenggaraan rekomendasi

perumusan kebijakar,
pemerintahan bidang pekerjaaan umum d:
ruang dan bidang pertanahan;

. penyelenggaraan kebijakan urusan pemerint;

pekerjaan umum dan bidang pertanahan;

evaluasi dan  pelapor:
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan per
dan bidang pertanahan;

. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan

Penataan Ruang; dan

kepada atasan tentang langkah dan tindakar
diambil.

1 urusan
N penataan

ahan bidang

AT urusan
nataan ruang

| Umum dan

saran dan pertimbangan

1 yang perlu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh

Kepala

Dinas yang berkedudukan di

bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretanis Daerah.

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum d
Ruang terdiri dari:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat Dinas;

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subkoordinator Keuangan; dan

3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan

Bidang Bina Marga,;

1. Subkoordinator Pembangunan Jalan dan J

2. Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Je

3. Subkoordinator Peralatan dan Laboratoriur

Bidang Sumber Daya Air;

1. Subkoordinator Pengelolaan
Pemanfaatan Air; dan

2. Subkoordinator Pengelolaan Jaringan Suml

Bidang Cipta Karya;

1. Subkoordinator Penataan Bangunan;

2. Subkoordinator Pengembangan Sistem Pe
Minum; dan

3. Subkoordinator Penataan Drainase.

Bidang Penataan Ruang;

1. Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang;

2. Subkoordinator Pemanfaatan dan Penge:
Ruang; dan

3. Seksi Pertanahan.

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPT.

Irigasi da

an Penataan

Pelaporan.
embatan;
mbatan; dan
.

in  Jaringan

her Air,

nyediaan Air

ndalian Tata




(2)

(1)

(2)

(1)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pa
tercantum pada Lampiran III yang merupakan
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
.Kepala Dinas

Pasal 55

Umum dan
da ayat (1)
bagian yang

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebjjakan teknis,

memimpin dan mengoordinasikan urusan peke

rjaan umum

dan penataan ruang serta pertanahan sesuai ketentuan

untuk

peraturan perundang-undangan
pelaksanaan tugas.

kelancaran

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan
operasional di bidang pekerjaan umum d
ruang;

penyelenggaraan perumusan program dan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. penyelenggaraan pembinaan kewenangan

pekerjaan umum dan penataan ruang
pertanahan;
d. penyelenggaraan pengawasan, I

pengembangan rehabilitasi dan pengemban
serta pemeliharaan dan pembangunan di bidsg
umum dan penataan ruang;

€. penyelenggaraan pengamanan dan pemantay
rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan ais

f. penyelenggaraan penanggulangan bencana
bencana lainnya serta usaha pengendalian erg
pantai;

g penyelenggaraan pembinaan dan pengawasar

administrasi umum meliputi ketatalaksanaai

kepegawaian, perlengkapan dan peralatan

lainnya; dan

penyelenggaraan rekomendasi saran dan j

kepada atasan tentang langkah dan tindaka

diambil.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 56

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dals
administrasi umum, perencanaan program dan an

teknis dan
an  penataan

kegiatan di

di bidang
dan bidang

sengendalian,
1gan operasi
ing pekerjaan

lan air serta

banjir dan
st dan abrasi

) pengelolaan
n, keuangan,
serta aset

pertimbangan
n yang perla

am  kegiatan
jggaran, serta

ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang

berlaku untuk tertib kesekretariatan.




(2)

(3)

83

(2)

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja

tahunan rumah tangga Dinas Pekerjaan
Penataan Ruang;

Umum dan

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian,;

c. penyelenggaraan
perbendaharaan;

pengelolaan

keuangan

dan

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan,

perlengkapan, inventaris,

- menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

€. penyelenggaraan perencanaan,
kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p

kerumahtangggan,

surat

evaluasi dam pelaporan

Ruang; dan
ertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam m

claksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Dinas.

Pasal 57

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian

yang menyangkut perlengkapan,
menyurat, kearsipan serta
kepegawaian di Lingkungan Dinas.

kerumahtang
pengelolaan

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam

tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai

a. pelaksanaan rencana program kegiatan per tah
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalan;

d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengang
jabatan; '

€. pelaksanaan rencana peningkatan keterampi
melalui pendidikan dan pelatihan teknis, str
fungsional;

f. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiapar
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkal:
pemberian penghargaan, penempatan
kesejahteraan pegawai, mutasi dan pe
pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pen
pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembi
pegawai, keikutsertaan badan penyelengga
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/suami;

g. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepang

mengelola sistem informasi manajamen kepega

pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat
dan upacara, serta melakukan kegiatan keprots

gaan, surat
administrasi

qelaksanakan

fungsi:
un anggaran

an Dinas;
katan dalam

lan pegawai
uktural dan

1 bahan usul
n,  pensiun,
formasi,
mberhentian
ididikan dan
hatan kartu
ra jaminan

okatan serta
vaian,
pertemuan
pkolan;




(3)

(1)

(2)

i. pelaksanaan  pemeliharaan
keamanan dan ketertiban kantor;

kebersihan,

keindahan,

j. pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan

dokumentasi;

pelaksanaan inventarisasi permasalahan seguai bidang

tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara

rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
masalah;

l. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian
Kepegawaian; dan

pemecahan

Umum dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang periu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Subbagian
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan
kepada Sekretaris.

Pasal 58

yang dalam
ggung jawab

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana anggaran, pengelolaan

penatausahaan keuangan, perbendaharaan, d4
keuangan.
Subkoordinator Keuangan dalam melaksans

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ]
a.
tahunan subkoordinator;
b.
penyimpanan, pengeluaran,
pembukuan;

aset dinas,
n verifikasi

1 kan
ungsi:

tugas

pelaksanaan penyusunan rencana dan program Kerja

pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi
pertanggungjawaban dan

c. pelaksanaan pengkajian ulang setiap dokumen/bukti

pengeluaran uang;

pengeluaran uang;
€. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, ir

makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik d
tentang penerimaan dan pengeluaran keuangar

g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu
usul rencana keuangan dan aset;
h. pelaksanaan penyusunan kebutuhan pq

pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peral
pengamanan aset, usulan penghapusan
menyusun
barang inventaris;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan,
petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti

isentif, uang

an tahunan
3
mpulan data

r3r1eng1<:ap&1.n,
atan kantor,
aset dan

laporan pertanggungjawaban atas barang-

memberikan

j- pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis

pengelola keuangan dan aset;

administrasi pengelola keuangan dan aset;

pelaksanaan urusan pembendahara;in, serta verifikasi dan




(3)

(1)

(2)

L

m.
1n.

Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaks

(1)

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subkocordinator

pelaksanaan pengoordinasian tugas jabatan pelaksana dan
jabatan fungsional di bawah sesuai dengan fungsinya;
pelaksanaan penyusunan laporan subkoordinator; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

d pada ayat

dalam melaksanakan tugas berada di |bawah dan

Pasal 59

Perencanaan, Evaluasi dan| Pelaporan

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksan
perencanaan Dinas.

an kegiatan

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyali fungsi:

a.

b.

pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelapor
pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;
pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas;
pelaksanaan penghimpunan data program dan kegiatan
dari masing- masing bidang;

pelaksanaan pembinaan dan memberikan pet
mengenai penyusunan rencana program dan 1
pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja,
laporan kinerja, rancangan anggaran pendapatan dan
belanja Daerah;
pelaksanaan penylapan bahan laporan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati sesuai pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi [penyusunan

rencana program dan laporan;
pelaksanaan penyiapan rumusan program Kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang dan
UPT dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja Perangkat Daerah;
pelaksanaan penyiapan dan penyusunan bahlan dan data

laporan pelaksanaan tugas Dinas dan subkoory
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba
atasan tentang langkah dan tindakan yang per]
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terha]
dan program; dan

pelaksanaan pelaporan hasil
kegiatan kepada atasan.

peléksanaan

linator;

ngan kepada
u diambil;
dap rencana

tugas dan




(3)

(1)

(2)

Subkoordinator

Perencanaan, Evaluasi dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Bina Marga

Pasal 60

Pelaporan
laksanakan

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam bidang kebinamargaan.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
penyelenggaraan pengelolaan jalan dan jembatan yang ada

a.

di Daerah baik jalan Daerah/desa meliputi
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;

sebagaimana

pengaturan,

penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan Daerah

di Bidang Bina Marga sesuai arah dan kebjj
penyelenggaraan penyusunan pedoman
operasional jalan dan jembatan;
penyelenggaraan penyusunan dokumen penet
jalan dan jembatan;

penyelenggaraan penyusunan saran pemberi
pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat ]
milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
penyelenggaraan penyusunan rencang
pemograman, penganggaran, pengadaa
pelaksanaan kontruksi jalan dan j

jembatan
pengoperasian pemeliharaan jalan dan jembatan;

penyelenggaraan pemberian saran dan p
kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tir
perlu diambil dalam tugas bidangnya;

penyelenggaraan penyusunan rumusan kebija

nasional,
teknis dan

apan status

an izin dan
alan, ruang
A teknis,

N lahan,
serta

rtimbangan
1dakan yang

ykan Daerah

di Bidang Bina Marga sesuai arah dan kebijakan nasional;

penyelenggaraan -penyediaan jalan dan
Daerah/desa yang menghubungkan pusat-p
dan pusat produksi sesuai ketentuan untu
kebutuhan masyarakat;

jembatan
at kegiatan
memenuhi

penyelenggaraan penyediaan sarana dan pragarana jalan

dan jembatan Daerah/desa sesuai peratt
kelancaran dan keselamatan masyarakat per
dan jembatan;

penyelenggaraan penyusunan kebijakan
Daerah /desa dan jembatan sesuai peraturan;
penyelenggaraan pemeliharaan jalan Daerah
jembatan sesuai ketentuan yang ada untuk me;
kondisi jalan berfungsi optimal;

iran untuk
lgguna jalan

cknis  jalan

/desa dan
ngembalikan




(3)

(1)

(2)

m. penyelenggaraan pengembangan dan penelitiar
jalan dan jembatan Daerah /desa sesuai ket
ada untuk peningkatan kualitas jalan;

n. penyelenggaraan  verifikasi pemberian 1
dispensasi dan pertimbangan teknis pemanf:
manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengg
sesual ketentuan yang ada untuk dimanfaa
optimal; dan

0. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba;

1 pembuatan
entuan yang

ekomendasi,
natan ruang
lwasan jalan
tkan secara

ngan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pa
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksa|
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K

Pasal 61

Subkoordinator Pembangunan Jalan dan
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemban
dan jembatan.

Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jem
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p
mempunyai fungsi:

ida ayat (1)
nakan tugas
cpala Dinas.

Jembatan
gunan jalan

atan dalam
da ayat (1)

a. pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan d
Daerah/desa;

b. pelaksanaan penyusunan rencana
Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai de
kerja Dinas;

c. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis,

jembatan

Subkoordinator

gan rencana

pengawasar

dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi jalan

dan jembatan;

d. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pembangunan

peningkatan sarana jalan dan jembatan;

e. pelaksanaan diseminasi dan penerapan sistem manajemen

mutu  serta  pengawasan  Kkegiatan  pe¢
peningkatan dan rehabilitasi sarana jalan dan j
f. pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, pemba

embangunan
embatan;
ngunan dan

pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

konstruksi jalan dan jembatan;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kkinerj
prasarana dan sarana jalan dan jembatan;

kontruksi

.. pelaksanaan survei, analisis susunan jalan ddn jembatan,

penelitian, melakukan rencana dan gamb

mengenai

geometri jalan jembatan, dinding penahan dan drainase;

J. pelaksanaan penyusunan spesifikasi teknis
biaya terhadap pembangunan jalan, jembata;

dinding penahan jalan;

an estimasi
, drainase,




(3)

Kl

(2)

Subkoordinator

pelaksanaan penyusunan pemuktahiran program-program,

spesifikasi teknis,
jembatan, drainase, dinding penahan jalan;
pelaksanaan pembinaan,
pengendalian dan pelaporan pembangu
jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;

estimasi biaya pembangunan jalan,

bantuan teknis, pengawasan,

nan jalan,

pelaksanaan pengoordinasian tugas jabatan pglaksana dan

jabatan fungsional di bawah sesuai dengan fun

Esinya;

pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan

kepada atasan; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Pembangunan Jalan dan

Jembatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Bina Marga.

Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 62

mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:
a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan program

subkoordinator;

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan
Daerah/desa;

pelaksanaan penyusunan rencana Su

bkoordinator

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan rencana

kerja Dinas;

pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pen
pengendalian mutu  pada  pekerjaan
pemeliharaan jalan dan jembatan;
pelaksanaan penyusunan pedoman teknis [
jalan dan jembatan;

pelaksanaan diseminasi dan penerapan sistemn
mutu serta pengawasan kegiatan rehabilitasi
jalan dan jembatan;

pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarg
jembatan;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan j
konstruksi pemeliharaan jalan dan jembatan,;

gawasan dan
konstruksi

emeliharaan

manajemen
emeliharaan

na jalan dan

pengendalian

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja konstruksi

sarana dan prasarana pemeliharaan jalan dan j
pelaksanaan survei susunan, analisis, pen

embatan;
elitian serta

melakukan rencana dan gambar pemeliharaan jalan,

jembatan, drainase dan penahan badan jalan;




(3)

(1)

(2)

(3)

pelaksanaan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi

biaya pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan penahan

badan jalan;
. pelaksanaan penyusunan pemuktahiran progr
spesifikasi teknis, estimasi
jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;
pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis,

-program,

biaya pemelihgraan jalan,

engawasan,

pengendalian dan pelaporan pemeliharaan jalan, jembatan,

drainase dan penahan badan jalan;

kepada atasan; dan

pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan

o. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per

diambil,

Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 63

Subkoordinator Peralatan dan Laboratorium mempunyai tugas

melaksanakan urusan peralatan dan laboratorium,

Subkoordinator Peralatan

dan Laboratorium

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi: '
a. pelaksanaan  penyusunan rencana
Peralatan dan Laboratorium;

Subkoordinator

b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pengawasan peralatan

dan laboratorium;
¢. pelaksanaan kegiatan pengujian laboratorium;
pelaksanaan penyiapan rekomendasi terh
pengujian laboratorium;

adap hasil

¢. pelaksanaan penyetoran pendapatan dari penggunaan alat-
alat laboratorium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. pelaksanaan program-program, spesifikasi,
bantuan teknis dan pengendalian laboratorium

pembinaan,

g pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, inventarisasi dan
kebutuhan pengadaan peralatan dan laboratorijam;

kepada atasan; dan

pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan

i. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perI.l

Subkoordinator Peralatan dan Laboratorium

diambil.

ebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina

Marga.




(1)

(2)

(3)

Paragraf 4
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 64

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas mglaksanakan
sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di
bidang pengelolaan irigasi, jaringan pemanfaatan air dan

jaringan sumber air.

Bidang Sumber

Daya Air dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:
a.

penyelenggaraan penyediaan air baku sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk kebutuhan masyarakat pada
sumber air yang menjadi kewenangannya;
penyelenggaraan penyediaan sumber daya air pada wilayah
sungai, rawa dan pantai Daerah agar berfungsi dengan
optimal;
penyelenggaraan pengelolaan kawasan lindung sumber
daya air pada wilayah Daerah sesuai dengan
kewenangannya agar terjaga kelestariannya;

penyelenggaraan pemberian rekomendasi tekni
penyediaan peruntukan pengusahaan sumb
dalam Daerah sesuai peraturan perundang
untuk dimanfaatkan;

penyelenggaraan pengoordinasian pemangku

s untuk izin
er daya air
- undangan

kepentingan

sumber daya air dalam wilayah Daerah sesuai dengan
pedoman yang berlaku untuk kelestariannya;
penyelenggaraan pengoordinasian izin pembangunan,
pemanfaatan, pengusahaan dan atau pembongkaran
bangunan dan atau saluran irigasi dalam daerah irigasi
yang menjadl wewenang yang berada dalam Eatu Daerah
sesuai peraturan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang
tindih;
penyelenggaraan pengoordinasian penyediaan air irigasi
sesuail petunjuk teknis untuk pertanian rakyat| pada sistem
irigasi yang menjadi kewenangannya;
penyelenggaraan penyediaan bangunan pengaman pantai
pada wilayah sungai sesuai kewenangan Daerah agar
berfungsi dengan optimal;
penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolagn data serta
pelaporan di bidang sumber daya air; dan
penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.




(1)

(2)

Pasal 65

Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Jaringan Pemanfaatan
Air mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan urusan

pengelolaan irigasi dan jaringan pemanfaatan air.

Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Jaringan Pemanfaatan
Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai fungsi:
a.

b.

pelaksanaan pengelolaan irigasi dan bangunan pelengkap
lainnya serta sumber air baku;
pelaksanaan penyusunan perencanaan dan |program di
bidang pengelolaan pengairan dan bangunan pelengkap
lainnya serta sumber air baku;
pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan dalam rangka
pembangunan, meningkatkan dan rehabilitasi bidang
pengelolaan pengairan dan bangunan pelengkap lainnya
serta sumber air baku;
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan
pengelolaan pengairan dan bangunan pelengkap lainnya
serta sumber air baku;
pelaksanaan survei dan inventaris kegiatan | pengelolaan
pengairan dan bangunan pelengkap lainnya sumber daya
air baku;

pelaksanaan penyusunan pedoman dan pengoperasian dan
pemeliharaan saluran irigasi sesua dengan
kewenangannya;

pelaksanaan analisa data dalam rangka [peningkatan
efisiensi serta efektifitas pemanfaatan air permukaan dan
sumber daya air;
pelaksanaan perencanaan pembangunan dan perbaikan
saluran irigasi skala Daerah sesuai kewenangannya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
pelaksanaan pengkajian pertimbangan tt::{:is bahan

¢

rekomendasi 1zin pembangunan manfaatan,
pengusahaan dan atau pembongkaran bangu dan atau
saluran irigasi dalam daerah irigasi yang berada dalam
Daerah sesuai peraturan yang berlaku;

pelaksanaan perumusan rekomendasi penerbitan izin
pembangunan, pemanfaatan dan atau pembongkaran
irigasi sesuai dengan ketentuan yang ada agar tertib dan
teratur;
pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan sistem informasi
irigasi dalam wilayah Daerah sesuai dengan peraturan yang
ada sebagai sumber data;
pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan dalam
rangka pemberian rekomendasi teknis juntuk izin
penyediaan, peruntukan dan pengusahaan sumber daya air
sesuai dengan pedoman yang ada untuk dimanfaatkan;




(3)

(1)

(2)

m. pelaksanaan perencanaan kegiatan pemelil

q.

rehabilitasi sungai, danau dan waduk pada wi
satu Daerah sesuai dengan peraturan yang ber

acuan dalam pelaksanaan untuk dimanfaatkan

naraan dan
layah dalam
laku sebagai

¥

pelaksanaan analisa data dalam rangka peningkatan efisien

serta efektifitas, pemanfaatan air permukaan
daya air;

pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pe
pemangku kepentingan sumber daya air se
ketentuan yang berlaku untuk pedoman;
pelaksanaan kebijakan penyediaan air baku se
peraturan yang ada untuk kebutuhan masy,

dan sumber

mberdayaan
suai dengan

suai dengan
rakat pada

sumber daya atr yang menjadi kewenangannyaj dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pengelolaan Irigasi dan Jaringan Pemanfaatan

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke
Bidang Sumber Daya Air.

Subkoordinator Pengelolaan Jaringan Sumber Ain
tugas melaksanakan pengelolaan jaringan sumber

Subkoordinator Pengelolaan Jaringan - Sumber

Pasal 66

laksanakan
pada Kepala

mempunyai
air.
Air dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:
at

pelaksanaan pengelolaan, pengamanan dan j
sungai, pemanfaatan / pendayagunaan
pengendalian dan pengamanan pantai;

pelaksanaan penyusunan perencanaan dan
bidang pengelolaan, pengamanan dan pengend;
pemanfaatan/pendayagunaan rawa serta pengs
perigamanan pantai;
pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, ]
pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan
dan pengendalian sungai, pemanfaatan/pen
rawa serta pengendalian dan pengamanan pant

rawa

rengendalian
serta

program di
alian sungai,
*ndalian dan

pengawasan,
pengamanan
i[dayagunaan
ai;

pelaksanaan penyusunan pedoman
pembentukan wadah koordinasi sumber daya

pelaksanaan
ir di tingkat

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai jacuan;

pelaksanaan pembinaan dan pengaturan,

emanfaatan

serta pembuangan air untuk industri, dgmestik dan

keperluan nonpertanian lainnya;

pelaksanaan inventarisasi jaringan sumber daya air yang

dikelola masyarakat dan penanggulangan aki
alam;
pelaksanaan bantuan teknis perencanaan

at bencana

pengawasan

pembangunan, peningkatan bangunan, pengambilan dan

pembuangan serta bangunan pelengkap;




(3)

(1)

pelaksanaan pengaturan dan pemanfaatan pembuangan air
untuk industri, domestik dan keperluan non pertanian
lainnya;
pelaksanaan  penyusunan = program = pembangunan/
peningkatan dan pemeliharaan bangunan pengaman pada
wilayah sungai, rawa dan pantai sesuai dengan peraturan

yang berlaku agar berfungsi optimal,
pelaksanaan pengendalian bangunan peng

an wilayah

sungai, rawa dan pantai sesuai kewenangan agar berfungsi

optimal;

pelaksanaan perencanaan penyediaan ban
wilayah sungai, rawa dan pantai sesuai
Daerah sebagai acuan;

nan pada
kewenangan

pelaksanaan penyusunan Kkebijakan penetapan kawasan
lindung sumber daya air pada wilayah Daerah sesuai
dengan kewenangannya agar terjaga kelestariannya;

. pelaksanaan penyusunan pedoman pengelol

lindung sumber daya air wilayah Daerah ses

yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
pelaksanaan perencanaan kegiatan dan peme]
rehabilitasi sungai, rawa dan pantai pada wij
Daerah sesuai dengan paraturan yang ada sebsz
pelaksanaan penyusunan dan mengelola siste
sumber daya air dalam wilayah Daerah se
paraturan yang berlaku sebagai sumber data;

pelaksanaan penyusunan konsep program [
penyediaan bangunan pengaman pada wilg
rawa dan pantal sesuai dengan peraturan ¥
agar berfungsi optimal;

kawasan
i ketentuan

liharaan dan
layah dalam
gal acuan;

'm. informasi
suai dengan

remeliharaan
yah sungai,
ang berlaku

pelaksanaan pengendalian bangunan pengaman pada

wilayah sungai, rawa dan pantai sesuaji kewe
berfungsi optimal; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba
atasan tentang langkah dan tindakan yang per]

nangan agar

hgan kepada
u diambil.

Subkoordinator Pengelolaan Jaringan Sumber Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber
Daya Air.

Paragraf 5
Bidang Cipta Karya

Pasal 67

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang
penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air
minum dan penataan drainase. -




(2)

(3)

(1)

(2)

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} menyelenggarakan fungsi:
a.

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pa
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksa;
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K¢

Subkoordinator
melaksanakan urusan penataan bangunan gedun
negara.

penyelenggaraan perencanaan operasional kegi
Cipta Karya berdasarkan tahun sebelumnysg
maupun pembangunan serta sumber yang
bahan untuk melaksanakan kegiatan ses
peraturan yang telah ditetapkan;

atan Bidang
| baik rutin
ada sebagai
uai dengan

penyelenggaraan perumusan rekomendasi teknis perizinan

bangunan dan pengendalian pelaksanaan ps
Bidang Cipta karya;

penyelenggaraan perencanaan penataan ban
dan kawasan khusus;

penyelenggaraan perumusan konsep kebijakar

:mbangunan
gunan kota

. pembinaan

teknis di bidang penataan bangunan kota dan kawasan

khusus, prasarana lingkungan pemukiman
drainase, sanitasi dan prasarana lingkungan;
penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiat

Cipta Karya;

air bersih,

an di Bidang

penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakar
diambil. .

Pasal 68

Penataan Bangunan memp

| yang perlu

da ayat (1)
nakan tugas
=pala Dinas.

yai tugas
> dan rumah

Subkoordinator Penataan Bangunan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuy
a.

b.

pelaksanaan perencanaan program kerja lingk]
bangunan;

inyai fungsi:
1P penataan

pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup

penataan bangunan,
pelaksanaan kegiatan lingkup penataan bangur
pelaksanaan pengoordinasian monitoring, peng
pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingku
bangunan;

pelaksanaan penyusunan rencana dan pre
lingkup penataan bangunan,;

pelaksanaan analisa data bahan perumusa
lingkup penataan bangunan;

1an;

rawasan dan
Ip penataan
sgram  kerja

n  kebijakan

pelaksanaan pembinaan dan pengemban
penataan bangunan;

pelaksanaan pertelaan bangunan;
pelaksanaan verifikasi dan menandatang;

lingkup

i dokumen

teknis dengan mengkaji kesesuaian titik lokasi, fungsi,
peruntukan, luas bangunan, garisan rencana kota yang

tertuang dalam keterangan rencana kota, st
ketentuan lain yang ditetapkan;

te plan dan



(3)

(1)

(2)

(3)

bangunan tertentu;

j. pelaksanaan survei kondisi eksisting lapangan untuk

k. pelaksanaan penyiapan konsep, memeriksa dan memparaf
konsep naskah dinas lingkup penataan bangunan;

l. pelaksanaan pembuatan telaahan staf bahan

ertimbangan

perumusan kebijakan lingkup penataan bangunan;

terkait lingkup penataan bangunan;

pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi

n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelistrikan perkantoran;

o. pelaksanaan pengawasan dan pengendali
penataan bangunan,

lingkup

p- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapgran lingkup

penataan bangunan; dan

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per

Subkoordinator Penataan Bangunan sebagaiman
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada d
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Ka

Pasal 69

u diambil,

la dimaksud
1 bawah dan
rya.

Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

mempunyai tugas
penyediaan air minum.

melaksanakan pengembangan

sistem

Subkoordinator Pengembangan Sistern Penyediaan Air Minum
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan rancangan arah dan kebijakan
teknis dinas dalam wurusan penyediaan Infrastruktur

permukiman dan sistem penyediaan air minum;
teknis dalam

b. pelaksanaan penyusunan perencanaan

lingkup tugas dan fungsi Subkoordinator Pengembangan

Sistem Penyedian air minum;

c. pelaksanaan program dan kegiatan yang termasuk dalam

lingkup tugas dan fungsi Subkoordinator Pe
Sistem Penyedian Air Minum;
d. pelaksanaan pengawasan
diselenggarakan melalui

terhadap
Subkoordinator Pe

urgsan

ngembangan

yang
ngembangan

Sistem Penyedian Air Minum sesuai tugas dan fungsinya;
e. pelaksanaan penyiapan analisa data dan laporan untuk

pemantauan dan evaluasi atas program d
Subkoordinator
Minum; dan

hn kegiatan

Pengembangan Sistem Penyedian Air

f. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil,

Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kg
Bidang Cipta Karya.

Air Minum
laksanakan
pada Kepala




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 70

Subkoordinator Penataan Drainase mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan penataan drainase.

Subkoordinator Penataan Drainase dalam mel:alksI akan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan gencana kerja
dan petunjuk teknis di bidang drainase;

b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang drainase;

c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
drainase; .

d. pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
tugas; dan

e. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbf;'mgan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang periu diambil.

Subkoordinator Penataan Drainase sebagai a dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada/di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta ﬂ(arya.

Paragraf 6
Bidang Penataan Ruang

Pasal 71

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di
bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata
ruang serta pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi| dalam rangka
tugas dan fungsi pada Bidang Penataan Ruang;

b. penyelenggaraan perumusan Kkebijakan| perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

c. penyelenggaraan perumusan Kkebijakan penetapan harga
satuan bangunan strategis Daerah sesuai ketentuan yang
ada sebagai acuan dalam penetapan standar harga;

d. penyelenggaraan pengoordinasian pcnycdfia.n sistem data
dan informasi penyelenggaraan bangurian gedung di
wilayah Daerah;

e. penyelenggaraan pengoordinasian penyediaan ruang
terbuka hijau publik; J

f. penyelenggaraan pengoordinasian pelayar&'nan pengaduan
pelanggaran tata ruang; |

g. penyelenggaraan perumusan kebijakan penetapan kriteria
penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan
wilayah;




(3)

(1)

(2)

penyelenggaraan perencanaan operasional detail tata ruang

untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten ¢
tata ruang strategis kabupaten;

lan rencana

penyelenggaraan perumusan kebijakan penetapan kawasan

tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan
serta kebijakan penataan bangunan dan lin
wilayah Daerah;

1 kabupaten
gkungan di

penyelenggaraan pengoordinasian penerbitan sertifikat laik

fungsi bangunan gedung sesuai ketentuan yang ada untuk

dimanfaatkan;

penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
bidang tata ruang; dan

penyelenggaraan rekomendasi saran dan .p

kepada atasan tentang langkah dan tindak
diambil.

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 72

fungsi pada

rtimbangan
yang perlu

ada ayat (1)

Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan perencanaan tata ruang.

Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan
tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada
pemanfaatan pengendalian;

pelaksanaan penyusunan perencanaan

perencanaan
sebagai arah

lahan ruang

terbuka hijau publik sesuai dengan ketentuan yang ada

sebagai fasilitas umum yang representatif;
pelaksanaan penyediaan sistem informasi tata
dengan ketentuan yang ada menjadi data
kawasan;

pelaksanaan penyusunan ketentuan perat
sisten Daerah sesuai peraturan yang ada d
penyelenggaraan penataan ruang;

pelaksanaan perencanaan sinkronisasi

pembangunan dan penataan ruang Daerah

ruang sesuai
Pcmanfaatan

uran zonasi
alam rangka

program
sesuai

ketentuan yang ada sebagai acuan tata ruang;
pelaksanaan penyusunan kebijakan peneta
tata ruang strategis pedesaan, perkotaan da

an kawasan
kabupaten

sesuai ketentuan yang ada arah dalam penetapan kawasan;

dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb

gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang periu diambil.




(3)

(1)

(2)

(3}

(1)

g. pelaksanaan penyusunan perangkat insentif da

Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tug

iebagaimana

s berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan

Ruang.

Pasal 73

Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian

Tata Ruang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang.

Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian

Tata Ruang

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Kerja
tahunan Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian

Tata Ruang;

b. pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan pemanfaatan
dan pengendalian tata ruang sesuai dengan ketentuan yang

ada sebagai arah pemanfaatan pengendalian;
¢. pelaksanaan perencanaan sinkronisasi
pembangunan dan penataan ruang Dae
ketentuan yang ada sebagai acuan tata ruang;
d. pelaksanaan pengelolaan pelayanan
pelanggaran tata ruang tingkat Daerah sesu
yang ada sebagai bahan evaluasi pemanfaatan
e. pelaksanaan evaluasi
ruang terbuka hijau publik sesuai dengan ket
ada supaya berfungsi optimal;
f. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang tin

program

rah sesuai

pengaduan

i ketentuan
wasan,;

pemanfaatan dan pengendalian

entuan yang

gkat Daerah

sesuai dengan ketentuan yang ada untuk perbaikan

pemanfaatan;

tingkat Daerah sesuai ketentuan yang
penyelenggaraan penataan ruang;

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke
Bidang Penataan Ruang.

Pasal 74

Seksi  Pertanahan mempunyai tugas me
merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi
bidang pertanahan.

n disinsentif
ada untuk

ngan kepada
u diambil.

Tata Ruang
claksanakan
pada Kepala

rencanakan,
kebijakan di




(@)

Seksi Pertanahan dalam melaksanakan tugas chbagaimana
dimaksud pada ayat (1} mempunyai fungsi:
pelaksanaan penyusunan rencana dan program Kerja

a.

b.

tahunan Seksi Pertanahan;
pelaksanaan penghimpunan dan penelaahan/
peraturan perundang-undangan pedoman

pemahaman
teknis dan

petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan
dengan bidang tugasnya sebagai pedoman/landasan kerja;

pelaksanaan pengolahan bahan dan data

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pertanahan;

untuk
i di bidang

pelaksanaan pemantauan dan penerapan semua peraturan
perundang - undangan yang berkaitan dengan bidang

pertanahan;

pelaksanaan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan

kebijakan Daerah di bidang
urusan/kewenangan bidang pertanahan;
pelaksanaan inventarisasi permasalahan

penyelesaian masalah tanah;
pelaksanaan kegiatan pembinaan dan

evaluasi di bidang tata guna tanah,
penguasaan tanah, pengurusan dan penang
pertanahan, serta pengukuran;

pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bal

penyelenggaraan

.; elaksanaan

~ kebijakan daerah di bidang administrasi pertanahan dan

cengawasari,

pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan

pengaturan
an masalah

1an fasilitasi

dalam penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk

pembangunan kepentingan umum;

pelaksanaan inventarisasi perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian penggunaan lahan;

pelaksanaan penyusunan bahan penetapan lokasi dalam

rangka pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Da

pelaksanaan kompilasi data dan informasi

penatagunaan tanah, peta wilayah admini
ketersediaan tanah, rencana tata ruang v
rencana pembangunan; ‘

!

erah;

peta pola
strasi, peta
vilayah dan

pelaksanaan pengoordinasian penyelesaian sengketa tanah;

pelaksanaan fasilitasi penetapan dan penyelesa
tanah ulayat;

pelaksanaan pengoordinasian penggunaan ta
Daerah;

pelaksanaan perencanaan pembangunan tar
Daerah;

pelaksanaan pengoordinasian perencar
pengelolaan tanah aset Pemerintah Daerah;
pelaksanaan penginventarisiran data dan lapor
penyelenggaraan  pengelolaan kewenange
pertanahan; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba;
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

lian masalah
nah wilayah
nah wilayah

yaan dan

an mengenai
n bidang

ngan kepada
u diambil.




(3)

(1}

(2}

(3)

(1)

c. Bidang Penataan Perumahan

Seksi

Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Penataan Ruang.

BAB VI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 75

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ermukiman

Kabupaten Belitung Timur dengan Tipe C, mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan
Tugas Pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permulffjman dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan
Pemerintahan bidang penataan perumahan
kawasan permukiman;

b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerint;

kebijakan

Urusan
rakyat dan

ahan bidang

penataan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

c. penyelenggaraan evaluasi dan
Pemerintahan bidang penataan perumahan
kawasan permukiman;

pelaporan

Urusan
rakyat dan

d. penyelenggaraan administrasi Dinas Perumghan Rakyat

dan Kawasan Permukiman; dan
e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p

ertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

sebagaimana dimaaksud pada ayat (1) dipimpin
Dinas yang berkedudukan di bawah dan berta:
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat d
Permukiman terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris Dinas
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

Permukiman
oleh Kepala
nggun.awab

an Kawasan

2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.

1. Subkoordinator Perencanaan
Perumahan; dan ‘
2. Subkoordinator Penyediaan dan  Pe

Perumahan.

dan  Pengendalian

ngembangan




(2)

(1)

(2)

(1)

d. Bidang Penataan Kawasan Permukiman;

1. Subkoordinator Perencanaan dan [
Kawasan Permukiman; dan
2. Subkoordinator Penyediaan dan Pe
Kawasan Permukiman.
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. UPT
Bagan susunan Organisasi Dinas Perumahan

engendalian

ngembangan

Rakyat dan

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum pada Lampiran IV yang merupakan
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 77

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebij
memimpin dan mengoordinasikan urusan perum

dan kawasan permukiman sesuat ketentuan

perundang-undangan untuk kelancaran pelaksang

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman
pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fun
a. penyelenggaraan perumusan kebijakar

pengoordinasian dan pengelolaan kewenangan

bagian yang

akan teknis,
ahan rakyat
peraturan
[an tugas.

a dimaksud
sl

1 teknis,
pada urusan

wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan

permukiman;
b. penyelenggaraan perumusan rencana strateg
kerja serta pelaporan;
c. penyelenggaraan dan penanggung jawab
administrasi, keuangan dan pembinaan kepega

ols, rencana

pengelolaan
waian;

d. penyelenggaraan dan penanggung jawab pelaksanaan tugas

pada urusan wajib pelayanan dasar perumahaj
kawasan permukiman; dan

n rakyat dan

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakar
diambil.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 78

Sekretariat mempunyai tugas dalam kegiatan
umum, perencanaan  program
ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaks
berlaku untuk tertib kesekretariatan.

dan anggaran,

1 yang perlu

administrasi
serta
aan yang




(2)

(3)

(1)

(2)

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimar
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan pr

tahunan rumah tangga Dinas;

1a dimaksud

ogram kerja

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtanggdan, surat

menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil; dan

f. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dar]l pelaporan

kegiatan Dinas.

Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang dalam

melaksanakan tugas pokoknya berada di
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 79

bawah dan

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan fcepegawaian

yang menyangkut perlengkapan,
pengelolaan aset Dinas, surat-menyurat,

kerumahtanggaan,
kearsipan serta

pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan setiap tahun

anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;
pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;

" pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalan

o oo o

jabatan;

pendidikan dan pelatihan teknis, struktural d

an Dinas;

pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam

fungsional;

f. pelaksanaan peningkatan keterampilan pEja}wai melalui

g. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiap
kenaikan pangkat, kenaikan gaji
pemberian penghargaan, penempatan
kesejahteraan pegawai, mutasi

berkala,

bahan usul
pensiun,
formasi,

dan pemberhentian

pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pendidikan dan
pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu

pegawali, keikutsertaan badan penyelengga
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/suami;
h. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepanj
mengelola sistem informasi manajamen kepega
i, pelaksanaan penyiapan bahan penetap
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara

Ta jaminan

gkatan serta
waian;

1 pengelola
embantu;




(3)

(1)

(2)

j. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat

dan upacara, serta melakukan kegiatan keprots

k. pelaksanaan pemeliharaan  kebersihan,
keamanan dan ketertiban kantor;

l. pelaksanaan penyusunan kebutuhan p
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, pera
pengamanan aset, usulan penghapusan
menyusun
inventaris;

usul rencana aset; _
n. pelaksanaan penyiapan bahan
memberikan petunjuk teknis pengelola aset;
0. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pet
pengelola aset;

laporan pertanggungjawaban atas

, pertemuan
vkolan;
keindahan,

erlengkapan,
latan kantor,
aset dan
barang

. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengumpulan data

pembinaan,

unjuk teknis

p. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan

administrasi pengelola aset;

q. pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan

dokumentasi;

r. pelaksanaan inventarisasi permasalahan se
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegav
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
masalah;

s. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian
Kepegawaian; dan

t. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba

suai bidang
vaian secara
pemecahan

Umum dan

ngan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian

yang dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Pasal 80

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelapora.n‘

mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran,

penatausahaan
keuangan,

keuangan,
menyiapkan

perbendaharaan,
bahan penyusunan

verifikasi
perurmnusan

kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan

perencanaan Dinas.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dalam

melaksanakan sebagaimana
mempunyai fungsi:

dimaksud padg

ayat (1)

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja

tahunan
Pelaporan,;

Subbagian  Keuangan,

Perencanaan

dan




(3)

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas vy
penyimpanan, pengeluaran, pertanggunga
pembukuan;

c. pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti
uang; , .

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dok
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, i

makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;

ang meliputi
waban dan

pengeluaran
umen,/ bukti

nsentif, uang

¥

f. pelaksanaan penyusun laporan periodik dan tahunan

tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan;

g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu
usul rencana keuangan,;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan
petunjuk teknis pengelola keuangan;

i. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pet
pengelola keuangan;

j. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta ¥
administrasi pengelola keuangan,;

k. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusu

impulan data
memberikan
unjuk teknis
verifikasi dan

_pedornan

dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;

1. pelaksanaan kegiatan perencanaan program Di

nas;

. pelaksanaan penghimpunan data program dan kegiatan

dari masing- masing bidang;

. pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis

mengenai penyusunan rencana program dan laporan;

pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja,
laporan kinerja, rancangan anggaran pendapatan dan
belanja Daerah;
pelaksanaan penyiapan bahan laporan penyelenggaraan:

Pemerintah Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati sesuai peraturan|perundang -
undangan;

q. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi
rencana program dan laporan;

penyusunan

r. pelaksanaan penyiapan rumusan program kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang dan

UPTD dalam rangka penyusunan anggaran
dan belanja PD;

s. pelaksanaan pemantauan dan evaluas
pelaksanaan rencana dan program;

t. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagiar
Perencanaan dan Pelaporan; dan

u. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb

pendapatan
i terhadap
n Keuangan,

gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perju diambil.

Subbagian  Keuangan, Perencanaan  dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
Subbagian yang dalam melaksanakan ‘tugas bers
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pelaporan
oleh Kepala
ida di bawah




(1)

(2)

{3)

(1)

Paragraf 3
Bidang Penataan Perumahan

Pasal 81

Bidang Penataan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan

pendataan, perencanaan, penyediaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidan

pembiayaan,
perumahan

dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten sesuai

dengan ketentuan perundangan-undangan.

Bidang Penataan Perumahan dalam tugas
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

sebagaimana

a. penyelenggaraan perencanaan perumahan, pembangunan
perumahan, pemanfaatan perumahan dan. pengendalian

perumahan;

b. penyelenggaraan perumusan rekomendasi penerbitan izin

pembangunan dan pengembangan perumahan;

c. penyelenggaraan  pengelolaan
kepemilikan bangunan gedung;

penerbitan|

sertifikat

d. penyelenggaraan sertifikasi bagi orang yang melaksanakan

perancangan dan perencanaan rumah serta
prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat
kecil;

€. penyelenggaraan registrasi
melaksanakan perancangan dan perencanaan

perencanaarl

kemampuan

bagi badan hukum | yang

rumah serta

perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat

kemampuan kecil;

f. penyelenggaraan penyediaan rumah bagi masyarakat yang

terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
g penyelenggaraan rehabilitasi
Daerah;
penyelenggaraan penyediaan rumah korban
Daerah; dan

rumah korban bencana

bencana di

i. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.

Bidang Penataan Perumahan sebagaimana di
ayat (1) dipimpin

aksud pada

oleh Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

Pasal 82
Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian| Perumahan
mempunyai tugas merencanakan, merumuskan,

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan teknis

pendataan dan perencanaan bidang perumahan.




(2)

(3)

Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakst
{1) mempunyai fungsi:

a.

—

P

Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian

pelaksanaan menyusun rencana dan prg
tahunan Subkoordinator Perencanaan dan [
Perumahan,;

pelaksanaan perencanaan rumah sederhs
menengah dan/atau rumah mewah;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan bantuan
pembangunan perumahan bersumber dari da;
pendapatan dan belanja negara;

pelaksanaan pembuatan regulasi atau prog
Daerah tentang izin pembangunan dan pe;
perumahan;

pelaksanaan standar operasional prosedur
penerbitan izin pembangunan dan pe;
perumaharn; '
pelaksanaan proses atau menolak pengajuar
izin pembangunan dan pengembangan peruma
pelaksanaan pembuatan regulasi atau pro
Daerah tentang persyaratan administrasi
sertifikasi kepemilikan bangunan gedung;
pelaksanaan penyusunan standar operasion
penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan ge
pelaksanaan proses dan/atau menolak
sertifikat kepemilikan bangunan gedung;

Perumahan
1d pada ayat

gram kerja
Pengendalian
ina, rumah

pembiayaan
na anggaran

duk hukum
ngembangan

pengajuan
ngembangan

1 penerbitan
han;

duk hukum
dan teknis

al prosedur
dung;
penerbitan

pelaksanaan penyusunan juknis tentang sertifikasi bagi
badan hukum yang melaksanakan perancangan dan

perencanaan rumah serta perencanaan prasal
dan utilitas umum;

pelaksanaan penyusunan standar operasion
persyaratan sertifikasi bagi badan hukum,;
pelaksanaan kontrol proses sertifikasi bagi bad
pelaksanaan penyusunan petunjuk tekn
sertifikasi bagi orang yang melaksanakan perai
perencanaan rumah serta perencanaan prasal
dan utilitas umum,;

pelaksanaan penyusunan standar operasiona
persyaratan sertifikasi bagi orang/perseorangaj
pelaksanaan kontrol proses sertifikasi
perseorangan; dan

rana, sarana
al prosedur

lan hukum;

tentang
ncangan dan
rana, sarana

1is

1l prosedur
I,
agi orang/

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per,

u diambil.

Perumahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Penataan Perumahan.




(1)

{2)

(3)

(1)

Pasal 83

Subkoordinator Penyediaan dan Pengembangan
mempunyai tugas merencanakan,

Perumahan

merumuskan,

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan teknis
penyediaan, pembiayaan dan pelaksanaan di bidang penataan

perumahan.

Subkoordinator Penyediaan dan Pengembangan

Perumahan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pre
tahunan Subkoordinator Penyediaan dan Pe
Perumahan;

b. pelaksanaan perancangan rumah layak huni;

c. pelaksanaan pembangunan
mengembangkan teknologi dan rancang b
ramah lingkungan;

d. pelaksanaan penyusunan dan penyediaan
perumahan bagi masyarakat yang terke
program Pemerintah Daerah,;

e. pelaksanaan pencadangan atau penyediaan t
pembangunan rumah bagi masyarakat ya
relokasi;

perumahan

gram  kerja
ngembangan

dengan
angun  yang

basis data
na relokasi

anah untuk
ng terkena

f. pelaksanaan kebijakan dan strategi rehabilitasi rumah

korban bencana;
g. pelaksanaan . peningkatan kualitas rehabili
korban bencana;
pelaksanaan pegelolaan prasarana, sarana

tasi rumah

dan utilitas

umum terhadap kegiatan rehabilitasi rumah korban
. bencana;
1. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan  strategi

penyediaan rumah dan korban bencana;

j. pelaksanaan penyusunan rencana pemban
pengembangan perumahan pada aspek penyec
korban bencana;

k. pelaksanaan fungsi operasionalisasi dan
terhadap kebijakan penyediaan rumah korban

igunan dan
liaan rumah

koordinasi
bencana;

l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap

penyediaan rumah korban bencana; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang periu diambil.

Subkoordinator Penyediaan dan Pengembangan

Perumahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke
Bidang Penataan Perumahan.,

Paragraf 4
Bidang Penataan Kawasan Permukiman

Pasal 84

pada Kepala

Bidang Penataan Kawasan Permukiman mem
melaksanakan pendataan,
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
kumubh.

nyai tugas

perencandan, pencegahan dan

yermukiman




(2)

- (3)

(1)

(2)

Bidang Penataan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. penyelenggaraan perencanaan kawasan permukiman;

b. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan produk
hukum Daerah tentang perizinan pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman;

c. penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10
(sepuluh) hektar;

d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian
perumahan dan kawasan permukiman pada Daerah;

e. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
mencegah perumahan dan kawasan permukiman kumubh,;

f. penyelenggaraan sinkronisasi data pembangunan sarana,
prasarana dan utilitas umum dengan rencana, rancangan
dan perizinan;

g. penyelenggaraan inventarisasi data prasarana, sarana dan
utilitas yang telah selesai dibangun oleh setiapjorang;

h. penyelenggaraan perencanaan prasarana, sarana dan
utilitas umum,

i. penyelenggaraan pengelolaan pertamanan dan jpemakaman
umum; dan

j. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang periu
diambil.

Bidang Penataan Kawasan Permukiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 85

Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian Kawasan
Permukiman mempunyai tugas merencanakan, merumuskan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijjakan teknis
pendataan dan perencanaan kawasan permukiman,
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian
kawasan permukiman.

Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian Kawasan
Permukiman dalam melaksanakan tugas psebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan prpgram kerja
tahunan Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian
Kawasan Permukiman;
b. pelaksanaan penyusunan produk hukum Daerah tentang
perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan
permukiman;




(3)

(1)

(2)

pelaksanaan pencadangan atau penyediaan tanah untuk

kawasan permukiman,;

pelaksanaan penetapan kawasan permukiman;

pelaksanaan pendataan dan penetapan lokas] perumahan

kumuh dan permukiman kumuh;
pelaksanaan pemugaran, peremajaan atau
kembali;

permukiman

pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam

rangka mempertahankan kualitas lingkungan

swadaya;

Secara

pelaksanaan pengendalian kawasan permukiman pada

lingkungan hunian perkotaan;

pelaksanaan pengawasan rencana penyediaan prasarana,

sarana dan utilitas
pelayanan minimal;

umum sesuai dengan

standar

pelaksanaan pemetaan batas zonasi lingkungan hunian

dan tempat kegiatan pendukung;

pelaksanaan penyusunan kebijakan Daerah bidang

pemberdayaan masyarakat untuk mencegah
dan kawasan permukiman kumuh; dan
ppelaksanaan rekomendasi

diambil.

perumahan

saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan

yang perlu

Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian Kawasan
Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Penataan Kawasan Permukiman.

Pasal 86

Subkoordinator Penyediaan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman mempunyai tugas merencanakan, merumuskan,

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keb

jjakan teknis

penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan
kawasan permukiman.

Subkoordinator Penyediaan dan Pengembangan
Permukiman

dalam melaksanakan tugas

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan
Subkoordinator Penyediaan dan Pengembangan Kawasan

a.

Permukiman;

Kawasan
sebagaimana

pelaksanaan sikronisasi data kesesuaian antara kapasitas

pelayanan dan jumlah rumah;

pelaksanaan sinkronisasi data prasarana,
utilitas umum serta lingkungan hunian;
pelaksanaan penyusunan format
prasarana, sarana dan utilitas;
pelaksanaan rapat koordinasi dan konsolidasi
data prasarana, sarana dan utilitas;’
pelaksanaan perencanaan penyediaan kapling
perumahan sebagai bagian dari permukiman;

inventarisasi

sarana dan

data

inventarisasi

tanah untuk




(3)

(1)

(2)

i
|

g. pelaksanaan perencanaan kelengkapan prasarana, sarana

dan utilitas umum perumahan;

h. pelaksanaan pengorganisasian dan pengendalian

penyelenggaraan urusan pertamanan;

i. pelaksanaan perawatan tanaman taman serta| penyiraman

tanaman;

j- pelaksanaan pembangunan taman selain taman media

jalan;

k. pelaksanaan kegiatan perawatan dan pemangkasan pohon

peneduh sepanjang median jalan;

l. pelaksanaan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan

urusan pemakaman;

m. pelaksanaan pengooordinasian dan pengendalian

penyelenggaraan urusan pemakaman;

n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusarn

pemakaman; dan

0. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Penyediaan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Penataan Kawasan Permukiman.

BAB VII

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 87

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Des

a Kabupaten

Belitung Timur dengan Tipe A mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan

dan Tugas

Pembantuan di bidang sosial, bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan Urusan
Pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;
b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerin
sosial, bidang pemberdayaan masyarakat d

an bidang
desa, dan

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
¢c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan  Urusan

Pemerintahan bidang sosial, bidang pe
masyarakat dan desa, dan bidang pe
perempuan dan perlindungan anak;

mberdayaan
mberdayaan



(3)

(1)

d. penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan

Dinas

Masyarakat dan Desa; dan

penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan

diambil.

Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan

Pasal 88

dan Desa terdiri dari:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat Dinas;

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
2. Subkoordinator Keuangan; dan

yang periu

dan Desa
pleh Kepala

Masyarakat

3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan|Pelaporan.
Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan

Sosial Keluarga;
1. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial;

2. Subkoordinator Perlindungan Korban Berncana Sosial

dan Alam; dan
3. Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga.
Bidang Pemberdayaan Sosial; '
1. Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin;

2. Subkoordinator Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat
Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan

Sosial; dan

3. Subkoordinator Pengembangan
Kesejahteraan Sosial.

Bidang

Pemerintahan Desa;

1. Subkoordinator Penataan Desa; dan

2. Subkoordinator Kerja Sama
Pemerintahan Desa.

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan;

1. Subkoordinator Pemberdayaan
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat; dan

2. Subkoordinator
Ekonomi Kemasyarakatan.

Poten

dan

Pemberdayaan Masyarakat

$i Sumber

Penataan, Kerja Samadan Administrasi

Administrasi

Lembaga

dan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1. Subkoordinator Pengarusutamaan Gender;

2. Subkoordinator Pemberdayaan
Kualitas Keluarga; dan

3. Subkoordinator Perlindungan Hak Anak
Data Gender. )

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPT.

Perempuan

dan

dan Sistem




(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial,

Pemberdayazn

Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 89

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan
memimpin dan mengoordinasikan u

teknis,

sosial, pemberdayaan masyarakat dan

kebijakan
san bidang
esa,

serta

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan Kebijakan

teknis dan

operasional di bidang sosial, pemberdayaan| masyarakat
dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak;

b. penyelenggaraan pembinaan di

bidang

sosial,

pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;

c. penyelenggaraan pengevaluasian dan pelaporan hasil

pelaksanaan kegiatan Dinas; dan

d. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 20

Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekretariat dalam
kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan

anggaran,

serta ketatausahaan berdasarkan

petunjuk

pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretagjatan.

Sekretariat

dalam melaksanakan tugas
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

sebagaimana

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kena

tahunan rumah tangga Dinas;

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan

perbendaharaan;

keuangan

dan




(3)

(1)

(2)

d.

penyelenggaraan  kegiatan umum  yang| meliputi
pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan,

‘surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya; dan
‘penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan| pelaporan

kegiatan Dinas; dan
penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan|yang perlu
diambil.

Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 91

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, surat

melaksanakan pengelolaan urusan umum dan %cpcgawaian

menyurat, kearsipan serta pengelolaan
kepegawaian di lingkungan Dinas.

dministrasi

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jmempunyai

fungsi:
a.

b.
C.

pelaksanaan perencanaan program kegiatan setiap tahun
anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;

pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;

pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan
dalam jabatan;

pelaksanaan perencanaan peningkatan keterampilan
pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis,
struktural dan fungsional,

pelaksanaan pengumpulan data dan penyiapan bahan
usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun,
pemberian penghargaan, penempatan formasi,
kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian
pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian penwdidikan dan
pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu
pegawai, keikutsertaan badan penyelenggi‘a jaminan
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/suami;

pelaksanaan penyusunan daftar urut kepangkatan serta
mengelola sistem informasi manajamen kepegawaian;
pelaksanaan penyiapan bahan penetap pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu,;
pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat’ pertemuan
dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotl)kolan;

. pelaksanaan pemeliharaan  kebersihan, | keindahan,

keamanan dan ketertiban kantor;
pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan
dokumentasi;




(3)

{1)

(2)

|
pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara

rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan

masalah;

m. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian Umum dan

n,

Kepegawaian; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Pasal 92

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana anggaran, penatausahaan| keuangan,
perbendaharaan, pengelolaan aset dan verifikasi keEa.ngan.

Subkoordinator Keuangan dalam melaksana
sebagaimana pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a.

b.

an tugas

pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan Subkoordinator Keuangan;
pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan
pembukuan;
pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti pengeluaran
uang;
pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokjumen/bukti
pengeluaran uang;
pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;
pelaksanaan penyusunan laporan periodik dan tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuang
pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu
usul rencana keuangan dan aset; ,
pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan
kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan
menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang-
barang inventaris;
pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, memberikan
petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis
pengelola keuangan dan aset;
pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan
administrasi pengelola keuangan dan aset;
pelaksanaan  penyusunan laporan  Subkoordinator
Keuangan; dan ‘
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perju diambil.

pulan data




{3)

(1)

(2)

(3)

Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 93

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan | Pelaporan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan
program, monitoring dan evaluasi serta | pelaporan

pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi:
a.

b.

pelaksanaan mengumpulkan bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;
pelaksanaan penyusunan rencana dan pro’ﬁram kerja
tahunan Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;

pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas;
pelaksanaan penghimpunan data program dan Kegiatan
dari bidang;

pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan laporan,
pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja,
laporan kinerja, rancangan anggaran pendapatan dan
belanja Daerah;

pelaksanaan penyiapkan bahan laporan penyelenggaran
Pemerintah Dacrah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati sesuai deng peraturan
perundang - undangan
pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi
rencana program dan laporan;

pelaksanaan penyiapan rumusan progr kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegigtan bidang-

penyusunan

bidang dan UPTD dalam rangka penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja PD;
pelaksanaan penyiapan dan penyusunan bahan dan data

laporan pelaksanaan tugas Dinas dan Subkoordinator
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;

pelaksanaan pemantauan dan evaluas
pelaksanaan rencana dan program.

terhadap

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan| Pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

elaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.




Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 3

Pasal 94

Bidang Rehabilitasi,

Keluarga

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Bidang

Rehabilitasi,
Keluarga.

Bidang Rehahbilitasi,
Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaiman
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial

dimaksud

a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan, norma, standar, prosedur dan kriteria, dan

bahan rumusan kebijakan di
perlindungan dan jaminan sosial;
penyelenggaraan kebijakan teknis, fasilitasi,
pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
perlindungan sosial korban bencana sosial dan
dan jaminan sosial keluarga;

c. penyelenggaraan kebijakan teknis, fasilitasi,

bidang

rehabilitasi,
koordinasi,
rehabilitasi,

alam, serta

koordinasi,

pemantauan, dan evaluasi perlindungan sosial korban

bencana sosial dan alam;
d. penyelenggaraan kebijakanteknis, fasilitasi,
‘pemantauan, dan evaluasi jaminan sosial kelua

koordinasi,
rga;

e. penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria
bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga; dan

f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pe
kepada atasan tentang langkah dan tindakan
diambil.

Bidang Rehabilitasi,

rtimbangan
yang perlu

Perlindungan dan Jamman Sosial

Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1p1mp1n oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dina

3.

Pasal 95
Subkoordinator Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas
penyusunan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, progedur, dan
kriteria, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
Subkoordinator Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

ungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan

pada Subkoordinator Rehabilitasi Sosial;




b. pelaksanaan rehabilitasi sosial bukan/tidak| termasuk
bekas korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan
‘zat adiktif lainnya dan orang dengan human
immunodeficiency  virus/acquired immuno | deficiency
syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial pada
panti sosial, dan rehabilitasi anak yang berhadapan
dengan hukum;

c. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi rehabilitasi sosial
bukan/tidak termasuk bekas korban penyjlahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya|dan orang
dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno
deficiency syndrome yang tidak memeriukan rehabilitasi
sosial pada panti sosial; ‘

d. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan
pemantauan serta evaluasi pelayanan sosial balita
terlantar;

e. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan
pemantauan serta evaluasi rehabilitasi sosial (anak yang
berhadapan dengan hukum;

f. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan {eknis dan
- pemantauan serta evaluasi rehabilitasi sosial anak yang
memerlukan perlindungan khusus;

g. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan feknis dan
pemantauan serta evaluasi dan pelaporan |rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas antara lain rehabilitasi sosial
- penyandang disabilitas fisik dan sensorik, ljnental dan
intelektual di luar panti dan/atau lembaga; ;‘

h. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan
supervisi serta evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial
gelandangan, pengemis, bekas warga bin lembaga
pemasyarakatan, korban perdagangan orang |dan tindak
kekerasan di luar panti dan/atau lembaga,

i. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan
supervisi, evaluasi dan pelaporan kebij di bidang
rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau
lembaga;

j. pelaksanaan pengelolaan data pelayanan 1081&1 orang

dengan human immunodeficiency virus/acgquired immuno
deficiency syndrome untuk dikoordinasikan da
kepada pemerintah provinsi;

k. pelaksanaan pengelolaan data pelayanan sosial korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
pemerintah provinsi;

l. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantauan
serta evaluasi pengembangan kelembagaan| rehabilitasi
sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang,

dilaporkan




(3)

(1)

(2)

. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi lain atau badan

hukum sosial dalam rangka pembinaan, pengendalian
usaha rehabilitasi, pelayanan sosial, penyaluran dana
bantuan, perlindungan dan jaminan sosial; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perju diambil.

Subkoordinator Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang |Rehabilitasi,

Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal 96

Subkoordinator Perlindungan Korban Bencana| Sosial dan
Alam mempunyai tugas menyusun rencana program dan
kegiatan, norma, standar, prosedur, dan  kritena,
melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis,
dan supervisi, memantau, serta mengevaluasi dan melaporkan

tugas subkoordinator.

Subkoordinator Perlindungan Korban Bencana| Sosial dan
Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai fungsi:
a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan
subkoordinator;
pelaksanaan penyusunan bahan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial,
korban bencana sosial dan alam;
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,| koordinasi,
pemantauan serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan
mitigasi; -
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,| koordinasi,
pemantauan serta evaluasi dan pelaporan |pelaksanaan
perlindungan korban bencana alam, pemulihan dan
penguatan sosial;
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan
kemitraan, pengelolaan logistik, serta | penyediaan
kebutuhan dasar dan pemulihan trauma |bagi korban
bencana alam dan korban bencana sosial; {
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberiad bimbingan
teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan
pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik,
dan ekonormni; _
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan
pemulihan sosial dan reintegrasi sosial,




(3)

(1)

()

pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian | bimbingan
teknis dan supervisi, serta evaluasi dan| pelaporan
pemulangan . warga Negara migran korban tindak
kekerasan dari titik debarkasi di Daenah untuk
dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data, verifikasi
dan validasi data fakir miskin;
pelaksanaan penyiapan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait dan/atau badan sosial dalam jmelakukan
tindakan preventif/pencegahan terhadap bencana alam
dan bencana sosial;
pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantauan
serta evaluasi penyiapan, penghimpunan serta|penyaluran
bantuan sosial bagi korban bencana, baik| pada saat
kejadian maupun lanjutan; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perha diambil.

Subkoordinator Perlindungan Korban Bencana |Sosial dan
Alam sebagaimana dimaksud pada ayat |(1} dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan

Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal 97

Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas
menyusun rencana program dan kegiatan, norma, standar,
prosedur, dan kriteria, melaksanakan kebijakan,
melaksanakan bimbingan teknis, dan supervisi, | memantau,
serta mengevaluasi dan melaporkan tugas subkoordinator. -

Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi:
a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan
pada Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga;
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi serta kemitraan
jaminan sosial keluarga;
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan
dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, | koordinasi,
pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

pelaksanaan penyiapan bahan dan sarana seria
melakukan kerjasama teknis dalam rangka jaminan sosial,
bantuan langsung tunai bersyarat, bimbingan, konsultasi
dan perlindungan kesejahteraan sosial terhadap anak-
anak bermasalah sosial, mengupayakan pengembangan
potensi anak, memberikan layanan dan bantuan kepada
korban tindak kekerasan;




(3}

(1)

(2)

f. pelaksanaan penyiapan perintisan, percontohan lembaga
bimbingan, konsultasi pemecahan masalah, peningkatan
kebutuhan hidup anak, koordinasi, kerja sama dengan

instansi terkait dalam pemberian bantuan tindak
kekerasan dan pekerja migran serta jaminan sosial pekerja
sektor informal;

g. pelaksanaan pelaporan
rehabilitasi,
atasan; dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perfu diambil.

Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

hasil kegiatan |di bidang
perlindungan dan jaminan sosial kepada

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 98

Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan sebagian tugas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang
pemberdayaan sosial, pemberdayaan sosial komunitas adat
terpencil, penerbitan izin pengelolaan sumber dana bantuan
sosial, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
dan kelembagaan kesejahteraan keluarga.

Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyélenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan, norma, standar, prosedur dan Kkriteria, dan
bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial,

b. penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir ~miskin,
pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan
pengelolaan sumber dana bantuan sosial, serta
pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;

c. penyelenggaraan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan sumber dana
bantuan sosial; _

d. penyelenggaraan penyusunan bahan norma,
prosedur, dan kriteria pengembangan pote¢nsi
kesejahteraan sosial;

e. penyelenggaraan kebijakan teknis, fasilitasi,
pemantauan dan evaluasi pemberday
kepahlawanan, keperintisan, kesetiakaw
restorasi sosial;

standar,
sumber

koordinasi,
an sosial
an, dan

f. penyelenggaraan pengoordinasian  berkait]

an  dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kegiatan di bidang

pemberdayaan sosial dengan instansi terkait; ¢
g. penyelenggaraan rekomendasi saran dan g
kepada atasan tentang langkah dan tindakai
diambil.

lan
ertimbangan
1 yang perlu




3)

(1)

(2)

(3)

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

Pasal 99

Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,| pembinaan
dan pendampingan, pengendalian, pengoordinasian dan
pengawasan pelaksanaan program kerja pada Subkoordinator

Penanganan Fakir Miskin.

Subkoordinator Penanganan Fakir M1sk1n dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi:

a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana kerja d program
kegiatan Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin;
pelaksanaan dan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, | koordinasi,
pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin
pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau| kecil dan
perbatasan antar negara;
pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pendampingan
dan pengendalian usaha-usaha 1~:t=.-sejea.hteraa.r{.l sosial fakir
miskin guna meningkatkan kesejahteraan sosial;
pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka
pemberdayaan, pendampingan dan pembinaan, serta
monitoring pembentukan kelompok usaha bersama,
rumah tidak layak huni, dan sarana lingkungan;
pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan warung
gotong royong berbasis elektronik;
pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan teknis,
pengumpulan bahan dan rumusan dalam rangka sistem
layanan dan rujukan terpadu;
pelaksanaan kebijakan teknis, dalam rangka pengumpulan
bahan, penyusunan dan pengelolaan data, serta
monitoring data fakir miskin;
pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan
dengan tugas dan fungsi pada SubkoordinatorjPenanganan
Fakir Miskin; i
pelaksanaan administrasi pada Squoordinator
Penanganan Fakir Miskin; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertlmbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per'tlu diambil.

Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pemberdayaan Sosial.




(1)

(2)

(3)

Pasal 100

Subkoordinator

Pemberdayaan Sosial Komunitas

Adat

Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

mempunyai tugas menyusun program dan

kegiatan, pembinaan, penyuluhan, p
pengoordinasian dan pengawasan program dan ke
pelaporan.

Subkoordinator Pemberdayaan Sosial

Komunitas

claksanakan
ngendalian,
giatan, serta

Adat

Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakst

hd pada ayat

(1} mempunyai fungsi:
a.

pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan pada Subkoordinator Pemberdayaan Sosial
Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana
Bantuan Sosial;
pelaksanaan  kebijakan teknis, bimbingan teknis,
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas
adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan
sosial dalam lingkup Daerah;
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberdayaan dan
bimbingan sosial, serta vokasional bagi |warga dan
pendamping komunitas adat terpencil;

pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan | teknis dan

pemantauan serta evaluasi kegiatan pokok kepahlawanan,
keperintisan, serta kesetiakawanan sosial dan restorasi

sosial;
e. pelaksanaan kebijakan teknis pemberian peng
tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan

thargaan dan
dan perintis

Subkoordinator

kemerdekaan;
pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan taman makam
pahlawan;
pelaksanaan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi,
serta laporan hasil kegiatan Subkoordinator Pembérdayaan
Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelo&aan Sumber
Dana Bantuan Sosial;
pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan
dengan tugas dan fungsi pada Subkoordinator
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Tei'rpcncil dan
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; |
pelaksanaan pengadministrasian kegidtan pada
Subkoordinator Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat
Terpencil, dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
dan Il
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang pe1|'lu diambil.

Adat

Pemberdayaan Sosial Komunitas

Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dalam
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k
Bidang Pemberdayaan Sosial.

rﬁelaksanakan

epada Kepala




(1)

(2)

(3)

Pasal 101

Subkoordinator Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial mempunyai tugas menyusun program dan pelaksanaan
kegiatan, pembinaan, penyuluhan, pengendalian,

pengoordinasian, serta pengawasan program dan

| kegiatan.

Subkoordinator Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} mempunyai fungsi:
a.

pelaksanakan dan penyusunan rencana kerja, program
kegiatan, dan evaluasi kegiatan pada Subkoordinator
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
pelaksanakan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan
pemantauan  serta  evaluasi lembaga] konsultasi
kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
pelaksanakan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan
pemantauan serta evaluasi pekerja sosial| dan pekerja
sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan,
serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial
lainnya;
pelaksanakan kebijakan teknis, bimbingan teknis,
pemantauan dan evaluasi pengembangan wahana
kesejahteraan  sosial berbasis masyarakat/ pusat
kesejahteraan sosial, karang taruna, &m lembaga
kesejahteraan sosial;
pelaksanakan pembinaan lembaga konsuitasi
kesejahteraan keluarga;
pelaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan
dengan tugas dan fungsi pada Subkoordinator
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; -
pelaksanakan administrasi pada Suibkoordinator
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat| (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Paragraf 5

Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa

(1)

Pasal 102

Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan
Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian| tugas Dinas
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang
penataan, kerja sama dan administrasi pemerintahan desa.




(2)

(3)

(1)

(2)

Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi

Pemerintahan

Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan penataan

desa dan desa adat;
b.
pengembangan kawasan perdesaan;

penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan

desa dan

C. penyelenggaraan penyusunan produk hukum desa, desa
adat dan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset desa;

¢. penyelenggaraan pengembangan kawasan per

f. penyelenggaraan pengawasan dan evalus
administrasi pemerintahan desa;

g penyelenggaraan dan  pengoordinasian

administrasi pemerintahan desa; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb:

atasan tentang langkah dan tindakan yang pe

Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ¢
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tug

penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar desa;

desaan;
asi  terhadap

pembinaan

angan kepada
riu diambil.

Pemerintahan
lipimpin oleh
as berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasat 103

Subkoordinator  Penataan  Desa

mempunyai
melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan,

tugas
Kerja Sama

dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Subkoordinator Penataan Desa dalam melaksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
a.

tahunan subkoordinator;

nakan tugas
fungsi:

pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja

b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di

bidang penataan desa dan desa adat;
c. pelaksanaan penyusunan
peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi,

bahan kebija

kan teknis

koordinasi,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan

pembentukan, pemekaran,
e. pelaksanaan fasilitasi pendistribusian dan
pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, da;
hasil pajak dan retribusi daerah, anggaran
dan belanja desa;

penggabungan
penghapusan desa dan perubahan status desa;

dan

pembinaan
n bagian dari
pendapatan

f. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemeri

tahan desa;

g pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan

jangka menengah daerah, rencana kerja p
desa, dan anggaran pendapatan dan belanja d

embangunan
esa;




(3)

(1)

(2)

pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan,
evaluasi dan pengawasan pembangunan desa serta sistem
informasi pembangunan desa;
pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan,
evaluasi dan pengawasan pengembangan kawasan
pedesaan serta sistem informasi pengembangan desa;
pelaksanaan penyusunan bahan dan |[merumuskan
rancangan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan
pembuatan produk hukum desa;
pelaksanaan penyusunan bahan dan |merumuskan
rancangan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan
evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset|desa; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Kerja

Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa.

Pasal 104

Subkoordinator Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan
Desa mempunyal tugas menyusun rencana program dan
kegiatan, pengembangan kerja sama, dan | administrasi
pemerintahan desa pada bidang penataan, kerja sama dan

administrasi pemerintahan desa.

Subkoordinator Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan
Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai fungsi:
a.

pelaksanaan penyelesaian perselisiahan sengketa antar
desa;

pelaksanaan koordinasi kerja sama antardesa
pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan kerja sama
desa dengan pihak ketiga dan membantu proses
penyelesaian perselisihan kerja sama desa ;:ngan pihak
ketiga; -
pelaksanaan fasilitasi pembinaan peningkatan dan
pengembangan lembaga ekonomi antardesa;
pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan pengembangan sumber
daya alam dan sumber daya manusia desa;
pelaksanaan perencanaan dan penyusunan bahan
monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
administrasi pemerintahan desa;
pelaksanaan perencanaan bahan kebijakan teknis dalam
rangka pembinaan administrasi desa;
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.




{3)

(1)

(2)

(3)

|
i
i

Subkoordinator Kerja Sama dan Administrasi
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

emerintahan
(1) dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Penataan, Kerja Sama dan
Pemerintahan Desa.

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

Pasal 105

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan mem;
melaksanakan sebagian tugas pada Di
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang p
kemasyarakatan.

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dalam n
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meny

fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja
kegiatan, serta bahan Kkebijakan
pemberdayaan kemasyarakatan;

b. penyelenggaraan pembinaan kepada masya
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yan

bidang pemberdayaan desa dan lembaga

teknis

Administrasi

unyai tugas
nas  Sosial,
emberdayaan

nelaksanakan
relenggarakan

dan program

di bidang

rakat terkait
g bergerak di
adat tingkat

Daerah;

C. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan draft
kebijakan  teknis  di = bidang  pemberdayaan
kemasyarakatan; |

d. penyelenggaraan verifikasi bahan kebij bidang

pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;’

€. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam desa
berkelanjutan;

f. penyelenggaraan pengembangan teknologi tepat guna desa
perdesaan;

g. penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat terkait
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
tingkat desa;

h. penyelenggaraan pengoordinasian pemberdayaan
masyarakat hukum adat; dan

i. penyelenggaraan rekomendasi saran dan i::rtimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan |sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala |Bidang yang

dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.




(1)

(2)

(3)

(2)

Pasal 106

Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan
Lembaga Adat mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan
program kegiatan, pembinaan dan pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan dan lembaga adat.

Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana Kkerja
kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
adat;

b. pelaksanaan

pembuatan konsep/draft

sebagaimana

dan program

di bidang

dan lembaga

kebijakan

pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan yang bergerak
pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat

di bidang
Daerah;

c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, evaluasi
dan pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

dan lembaga adat;

d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi tcrlrait berkaitan

dengan tugas dan fungsi pada S
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Adat; dan

wibkoordinator

an Lembaga

e. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasy;
Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada a

akatan dan
at (1) dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyaral

Pasal 107

Katan,

Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

Kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun
dan program kegiatan, pembinaan dan p
masyarakat dan ekonomi kemasyarakatan.

Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat d
Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

encana kerja
emberdayaan

an Ekonomi
sebagaimana

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di

bidang pemberdayaan
kemasyarakatan,;

masyarakat

dan

ekonomi

b. pelaksanaan penyusunan konsep/draft kebijakan teknis
pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;

¢. pelaksanaan penyusunan konsep/draft kebljakan teknis
pengembangan teknologi tepat guna desa perdesaan;

d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kem:

riteria bidang
syarakatan;




(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan

dengan tugas dan fungsi pada

Subkoordinator

Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan;

f. pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan Kkegiatan pada

Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

Kemasyarakatan; dan
g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb

ngan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat d
Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas ber
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang P
Kemasyarakatan.

Paragraf 7

an Ekonomi
ada di bawah
emberdayaan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 108

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mempunyal tugas melaksanakan sebagian tuga
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat da;
bidang pemberdayaan perempuan dan perindung

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlind

s dan fungsi
n Desa dalam
an anak.

lungan Anak

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja
kegiatan tahunan, serta bahan kebijakan tek
pemberdayaan perempuan dan perlindungan !

b. penyelenggaraan dan penyusunan Urusan |
dan pelayanan umum di bidang pemberdayas
dan perlindungan anak;

c. penyelenggaraan koordinasi, pemantauan
terhadap program dan kegiatan di bidang
perempuan dan perlindungan anak;

dan program
nis di bidang
nnak; |

Pemerintahan
n perempuan

Han evaluasi
emberdayaan

d. penyelenggaraan pemberian petunjuk, pengawasan dan

bimbingan teknis pelaksanaan tugas

di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan
kepada atasan tentang langkah dan tindaka
diambil.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perling
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 109

ertimbangan
n yang perlu

lungan Anak
oleh Kepala
di bawah dan

Subkoordinator Pengarusutamaan Gender memgunyai tugas

menyusun rencana kerja dan program ke
perumusan kebijakan teknis dan
pengarusutamaan gender.

iatan, serta
pelaksanaan




(2)

(3)

(1)

(2)

Subkoordinator

Pengarusutamaan Gend

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud g
mempunyai fungsi:

a.

Subkoordinator
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tu

pelaksanaan penyiapan perumusan

er dalam
yada ayat (1)

kebijakan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

di bidang ekonomi;

pelaksanaan penyiapan forum koordinasi
kebijakan pengarusutamaan gender dan p
perempuan di bidang ekonomi;

pelaksanaan penyiapan perumusan kajia
pengarusutamaan gender dan pemberdayaa
di bidang ekonomi;

pelaksanaan penyiapan koordinasi dan
penerapan kebijakan pelaksanaan pen
gender dan pemberdayaan perempuan di bid

penyusunan
emberdayaan

n- kebijakan
h perempuan

sinkronisasi
arusutamaan
g ekonomi; -

pelaksanaan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi;

pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi penerapan

kebijakan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

di bidang ekonomi;

pelaksanaan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan

gender di bidang ekonomi;

pelaksanaan penyiapan standarisasi lembaga penyedia

layanan perempuan di bidang ekonomi;
pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi d
penerapan kebijakan pengarusutamaan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi

an pelaporan
gender dan
dan

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertirnszlgan kepada

Pengarusutamaan Gender

'sebagaimana

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Subkoordinator

Pasal 110

Pemberdayaan Perempuan d

Eas berada di
|

lan Kualitas

Keluarga mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan
program kegiatan, serta perumusan Kkebijakan
pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kualjtas keluarga.

teknis dan

Subkoordinator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas
Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan dan penyusunan rencana kerja
kegiatan, serta perumusan kebijakan teknis p
perempuan dan kualitas keluarga;

dan program
cmberdayaan




(3)

(1)

pelaksanaan penyiapan dan pengolahan bah
kebijakan teknis pada Subkoordinator
Perempuan dan Kualitas Keluarga;

pelaksanaan dan penyusunan norma,

an perumusan
Pemberdayaan

standar, dan

prosedur pemberdayaan perempuan dan kualitas kehiarga;

pelaksanaan penyusunan kebijakan
peningkatan kualitas hidup perempuan
dengan bidang pembangunan

| .
teknis

terutamla di

dalam
yvang terkait
bidang

pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak asasi

manusia, politik, lingkungan dan sosial buda
pelaksanaan pengintegrasian upaya pening]
hidup perempuan dalam kebijakan di bidar
kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi n

lya;
catan kualitas
g pendidikan,
nanusia {(ham),

politik, lingkungan dan sosial budaya;
f. pelaksanaan koordinasi

kebijakan kualitas

hidup

perempuan dalam bidang pendidikan, kesehétan, ekonomi,
hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan

sosial budaya;

g. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam

bidang perlindungan perempuan

terhadap

tindakan

kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut
usia, penyandang cacat, dan perempuan yang berada di
daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;

h. pelaksanaan perencanaan fasilitasi

pengintegrasian

kebijakan perlindungan perempuan terhadap tindakan
kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut
usia, penyandang cacat, dan perempuan yang berada di
daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pela

orar rencana

kerja dan program kegiatan Subkoordinator Bemberdayaan

Perempuan dan Kualitas Keluarga;

dengan tugas dan fungsi pada

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan
Subkoordinator

Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga;
k. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pemberdayaan Perempuan

Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kualitas
dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada
Perlindungan Anak.

Pasal 111

Subkoordinator Perlindungan Hak Anak dan

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Sistem Data

Gender mempunyai tugas menyusun rencana kerja, program
kegiatan, serta perumusan kebijakan teknis dan [pelaksanaan

kegiatan.




(2) Subkoordinator Perlindungan Hak Anak dan

(3)

Sistem Dala

Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a.

L

Subkoordinator Perlindungan Hak Anak dan

Gender
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan

‘'bidang kesehatan dasar, kesejahteraan, sip

pelaksanaan penyusunan rencana kerj
kegiatan, serta perumusan kebijakan
pelaksanaan kegiatan pada Subkoordinator
Hak Anak dan Sistem Data Gender;
pelaksanaan penyusunan norma, standar,
kriteria dalam kegiatan pada Subkoordinator |
Hak Anak dan Sistem Data Gender;

a, program
teknis dan
Perlindungan

rosedur dan
Perlindungan

pelaksanaan penyiapan dan pengolahan bahan pefumusan

kebijakan teknis terhadap pemenuhan hak an
sipil, informasi dan partisipasi;

pelaksanaan penyiapan koordinasi dan
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di
informasi dan partisipasi;

ak di bidang

sinkronisasi
bidang sipil,

pelaksanaan penyiapan fasilitasi, pembinaan, sdisialisasi
dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anzak di bidang

sipil, informasi dan partisipasi;
pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan

pemrienuhan

hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan|

sinkronisasi penerapan kebijakan,
distribusi kebijakan pemenuhan hak anak
kesehatan dasar dan kesejahteraan;
pelaksanaan penyiapan forum koordinasi, pd
pengolahan, analisis dan penyajian data serta

sosialisast

koordinasi,
dan
di bidang
ngumptilan,
informasi di
1, informasi

dan partisipasi pada Subkoordinator Perlindungan Hak

Anak dan Sistemn Data Gender;

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di
informasi dan distribusi, serta hak anak
kesehatan dasar dan kesejahteraan;

bidang sipil,
di bidang

pelaksanaan hari besar yang berhubungan dengan anak;

pelaksanaan dan penyusunan pembuatan
kabupaten layak anak;
pelaksanaan koordinasi dengan instansi terks
dengan tugas dan fungsi pada Sul
Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gend
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbaz
atasan tentang langkah dan tindakan yang per

sebagaimana dimaksud pada ayat

komitmen

it berkaitan
bkoordinator
er,

1gan kepada
u diambil.

Sistem Data

(1) dalam
poung jawab

kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.




(1} Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten B
merupakan Satuan Polisj Pamong Praja de

{2)

(3)

(1)

mempunyai tugas membantu Bupati melaksan
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan
ketenteraman,  ketertiban umum  dan

BAB VIII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 112

elitung Timur

Ttgan Tipe B
akan Urusan

di  bidang

perlindungan
masyarakat sub urusan ketenteraman dan keterti

ban umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1}, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggaraka

a. kebijakan

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab ki
melalui Sekretaris Daerah.

penyelenggaraan perumusan

h fungsi:

Urusan

Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat;

penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerintahai bidang

ketenteraman, ketertiban umum dan

masyarakat;

perlihdungan

penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan penyeleriggaraan
Urusan Pemerintahan bidang ketenteramat, kétertiban

umum dan perlindungan masyarakat;

penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;

dan

penyelenggaraan pelaksanaan rekomendasi
pertimbangan kepada atasan tentang
tindakan yang perlu diambil.

Pasal 113

saran dan

langkah dan

Satuan yang
epada Bupati

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

a.
b.

®

Kepala Satuan;

Sekretariat Dinas;

1. * Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pel
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

aporan.

1. Seksi Operasional Pengendalian dan Ketertiban Umum;

dan
2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

1. Seksi Operasional Penegakan Produk Hukum Dacrah;

dan
2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
Kelompok Jabatan Fungsional.




(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak
dari Peraturan Bupati ini.

Kepala Satuan diangkat dari Aparatur Negeri

tercapntum pada
terpisahkan

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Satuan

Pasal 114

Sipil yang

memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Kepala Satuan mempunyai tugas mengoordinir

perumusan

kebijakan teknis, memimpin dan mengoordinasikan urusan

ketenteraman,

ketertiban umum  dan perlindungan

masyarakat dan penegakan produk hukum Daerah sesuai

ketenttian peraturan perundang-undangan untuk
pelaksanaan tugas.

kelancaran

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuid pada ayat

(2), Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:
a.

penyelenggaraan ketenteraman dan keterti
pengamanan dan pengawalan, pengendali
deteksi dini dan pembinaan
masyarakat;

penyelenggaraan penegakan produk hukum Daerah;
penyelenggaraan koordinasi penegakan prodwuk hukum
Daerah serta penyelenggaraan ketertiban Umum dan
ketenteraman masyarakat dengan kepolisiar]u dan/atau
aparatur lainnya;

penyelenggaraan kapasitas polisi
penyidik pegawai negeri sipil Daerah;
penyelenggaraan  administrasi umum, perencanaan
pro"gram dan anggaran, serta ketatausahaan; dan
penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan g¢leh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

an umum,
massa,

satuan perlindungan

pamong |praja dan

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 115

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dalam kegiatan

anggararn,

administrasi umum, perencanaan program dan
serta ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaks
berlaku untuk tertib kesekretariatan.

anaan yang




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks

(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a.

(3)

(1)

{2)

b.

penyelenggaraan penyusunan rencana dan p
tahunan rumah tangga Satuan Polisi Pamong
penyelenggaraan pengurusan administrasi ke
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
penyelenggaraan pengelolaan
perbendaharaan;

penyelenggaraan  Kegiatan  umum yan
pengadaan, perlengkapan, inventaris, keru
surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainn:
penyelenggaraan perencanaan, evaluasi
kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan tugas
pelayanan kesekretariatan:

keuan

penyelenggaraan koordinasi/kerja sama dan

dengan unit Kkerja/instansi atau pihak ketig
pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
penyelenggaraan rekomendasi saran dan p
kepada atasan tentang langkah dan tindakar

ud pada ayat

rogram kerja
Praja;
pegawaian di
gan dan
g meliputi
mahtanggan,
ya,

dan pelaporan

pengelolaan

kemitraan
a di bidang

ertimbangan
1 yang perlu

diambil.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Satuan.

Pasal 116

Subbagian Umum dan Kepegawaian mcmpunyax tugas

melaksanakan pengelolaan urusan umum dan epegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumahtan aan surat
menyurat, Kkearsipan serta pengelolaan dministrasi
kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Pfaja

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam me Iaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyat
fungsi:

a. pelaksa.naan perencanaan program kegiatan setiap tahun
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;

¢. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam

jabatan

€. pelaksanaan perencanaan peningkatan keterampilan
pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis,
struktural dan fungsional;

f. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiapan bahan usul
kenaikan pangkat, kenalkan gaji berkala, pensiun,
pemberian penghargaan, penempatan formasi,

kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai,
pendidikan dan pelatihan, ujian pendidikan danh pelatihaq,
yjian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai,
keikutsertaan badan penyelenggara jaminan sosial,
tabungan pensiun, kartu istri/suami;




(3)

(1)

(2)

f—
.

pelaksanaan penyusunan daftar urut kepangkatan serta
mengelola sistem informasi manajamen kepegawaian;
pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;
pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan
upacara, serta melakukan kegiatan keprotokola.t-

" pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan,

keamanan dan ketertiban kantor;
pelaksanaan penatausahaan aset;
pelaksanaan penatausahaan daftar inventarig, arsip dan
dokumentasi;
pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar| pemecahan
masalah;
pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian |Umum dan
Kepegawaian; dan '
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan :kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Pasal 117

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan [ mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran,
penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi
keuangan, menyiapkan bahan penyusunan |perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan

perencgnaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dalam
melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam! ayat (1)

mempunyai fungsi:
a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana dan program Kkerja
tahunan Subbagian Keuangan, Perencanaan dar Pelaporan;
pelaksanaan pengelolaan keuangan y:amg| meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan
pembukuan;
pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti pengeluaran
uang;
pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti
pengeluaran vang;
pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, ingsentif, uang
makan uang tambahan beban Kerja dan lainnya;
pelaksanaan penyusunan laporan periodik dan tahunan

tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan;




(3)

(1)

2)

pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu
usul rencana keuangan;

pengelola keuangan;

mpulan data

pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis

i. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan

administrasi pengeloia keuangan;

j. pelaksanaan pengumpulan data penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;
pelaksanaan kegiatan perencanaan program
Pamong Praja;

Satuan Polisi

. pelaksanaan penghimpunan data program dan Kkegiatan

dari Bidang;

mengenai penyusunan rencana program dan la
pelaksanaan penyusunan laporan kinerja,
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
Pemerintah

Daerah, laporan

pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis

oran;
rancangan

pelaksanaan penyiapan bahan laporan penyelenggaraan

ketérangan

pertanggungjawaban Bupati sesuai pedoman dan ketentuan

yang berlaku;

pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi
rencana program dan laporan;

pelaksanaan penyiapan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegi:

rumusan  program

penyusunan

kegiatan
atan Bidang

dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja PD;
r. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhag
dan program;
s. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian
Perencanaan dan Pelaporan;

Hap rencana

Keuangan,

t. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

Pelaporan
oleh Kepala

Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 118

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas
memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas di

bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban
meliputi operasi,
masyarakat.

Bidang = Ketenteraman dan Ketertiban Um

LIMUIm yang

pengendalian dan satuan perlindungan

um dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungst:




|
penyelenggaraan penyusunan rencana dan p[ogram kerja
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan
fasilitasi ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
penyelenggaraan pelaksanaan ketenteraman | masyarakat
dan ketertiban umum;
penyelenggaraan rumusan pengkajian bahan fasilitasi
penyusunan pedoman dan supervisi umum dan
ketenteraman masyarakat;
penyelenggaraan rumusan pengkajian bahan koordinasi
ketertiban dan ketenteraman umum;
penyelenggaraan rumusan pembinaan teknis pengendalian
operasional polisi pamong praja;
penyelenggaraan penetapan  rumusan  pemeliharaan
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di wilayah
kabupaten; ,
penyelenggaraan  penetapan  rumusan pelaksanaan
pengamanan dan pengawalan kepala Daerah l’j&l.rl pejabat
lainnya;
penyelenggaraan  penetapan  rumusan pelaksanaan
pengamanan gedung milik Pemerintah Daerah;
penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan tugas ketenteraman
masyarakat dan ketertiban umum;
penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan tugas
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum|
penyelenggaraan koordinasi/kerjasama dan kerhitraan dan
unit ketja/instansi/lembaga atau pihak ketigd di bidang
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;
. penyelenggaraan penetapan rumusan kebijakan
pelaksanaan  mediasi, komunikasi dan fasilitasi
perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumber
daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta
kesiagaan dan penanggulangan;
penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi
pengerahan sumber daya manusia satyan polisi
perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan
bencana serta ketenteraman masyarakat dan| ketertiban
umum,
penyelenggaraan penetapan rumusan mediasi, komunikasi
dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
penyelenggaraan penetapan rumusan penyiapan bantuan
pengerahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat
dalam hal penanggulangan, pemantauan, rehabilitasi,
rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan
kegiatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
penyelenggaraan rekomendasi saran dan pettimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang periu

diambil.




{3) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

(1)

{2)

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

Pasal 119
Seksi  Operasional Pengendalian dan Keterti
mempunyai tugas merencanakan, me

mengodrdinasikan, mengevaluasi dan melaporkan
tugas operasi dan pengendalian ketertiban
ketenteraman masyarakat.

Seksi Operasional Pengendalian dan Ketertiban U

sebagaimana
Bidang yang

bertanggung

ban  Umum
laksanakan,
pelaksanaan
umum dan

um dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan prclgram kerja

operasional operasi dan pengendalian k
masyarakat dan ketertiban umum;:
b. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan tek
dan ketenteraman masyarakat dan ketertiban u
C. pelaksanaan pengamanan, pengawalan,

teniteraman

?is fasilitasi
mum;
perjalanan/

kunjungan dinas kepala Daerah, tamu Pemeriritah Daerah

dan tamu negara;

d. pelaksanaan sosialisasi ketenteraman masyarakat dan

ketertiban umum;
e. pelaksanaan patroli
ketertiban umum;

f. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan

pelaksanaan operasional,

ketenteraman masyarakat

dan

terhadap

pengendalian  ketenteraman

masyarakat dan ketertiban umum dan penegakan produk

hukum Daerah;
g pelaksanaan pengendalian operasional Polisi P

ong Praja

dalam menjunjung kelancaran pengendalian ketenteraman
masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan produk

hukum Daerah;

h. pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan

ketertiban umum di Daerah;

i. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penmjtupan dan
pembongkaran yang melanggar produk hukum Daerah

dengan institusi terkait;

J. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadgp dampak
operasional pengendalian ketenteraman masyarakat dan
ketertiban umum serta penegakan produk hukim Daerah

sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
k. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tugas

operasi dan

pengendalian ketenteraman masyarakat dan | ketertiban

umum; dan

l. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.




. 3)

(1)

(2

(3)

(1)

Seksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada d

Operasional Pengendalian dan Ketertiban

Umum
oleh Kepala
bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan

Ketertiban Umum.

Pasal 120
Seksi  Perlindungan Masyarakat  mempunyai
merencanakan, melaksanakan, mengo

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas |
komunikasi pengendalian satuan perlindungan
dalam penanggulangan bencana serta penangang
ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

tugas
ordinasikan,
fasilitasi dan
masyarakat

n gangguan

Seksi Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Kkerja

operasional perlindungan masyarakat dan
masyarakat;

b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan

bina potensi

satuan

perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana
sérta penanganan gangguan ketenteraman masyarakat dan

ketertiban umum;

c. pelaksanaan komunikasi dan fasilitasi an

ota satuan

perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana
serta penanganan gangguan ketenteraman masvarakat dan

ketertiban umum;

d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan

serta
ketertiban umum;

pemeliharaan  ketenteraman masyajl'akat dan

¢. pelaksanaan pengerahan anggbta satuan perlindungan
masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis |operasional

penyelenggaraan  peningkatan  satuan perlindungan
masyarakat;
g- pelaksanaan pembinaan dan peningkata satuan

perlindungan masyarakat dan bina potensi Daerah; dan
h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perluldiambil.

Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimgksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam me

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Paragraf 4
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 121

sanakan
da Kepala

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas
memimpin, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
tugas bidang penegakan produk hukum daerah yang meliputi
operasional penegakan produk hukum Daerah, bimbingan dan

penyuluhan,




- {2)

(3)

(1)

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah  dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penctapan  penyusunan rencana  dan
program kerja penegakan produk hukum Daer ;
b. penyelenggaraan penetapan rumusan Kkebijakan teknis
penégakan produk hukum Daerah;
C. penyelenggaraan penetapan pengkajian bahan fasilitasi
penegakan produk hukum Daerah;
d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan produk hukum
Daerah;
€. penyelenggaraan  penetapan  rumusan penyusunan
pedoman dan supervisi penegakan produk hukum Daerah;
f. penyelenggaraan penetapan rumusan pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan penegakan produk hukum
Daerah; .
g penyelenggaraan penetapan rumusan pengkajian bahan
fasilitasi penyelidikan pelanggaran produk hukum Daerah;
h. penyelenggaraan penetapan rumusan bahan| koordinasi
produk hukum Daerah;
i. penyelenggaraan penetapan rumusan Kkebijakan teknis
operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran
ketentuan produk hukum Daerah serta fasilitasi pembinaan
operasional pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri
sipil;
J. penyelenggaraan penetapan rumusan teknis operasional
penyidikan dan pelanggaran ketentuan prodik hukum
Daerah;
k. penyelenggaraan penetapan rumusan penyusun bahan
fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas
penyidik pegawai negeri sipil;
. penyelenggaraan penetapan rumusan kebijakan |teknis dan
jenis pelanggaran produk hukum Daerah:
m. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan tugas |penegakan
produk hukum Daerah; dan
n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Bidang® Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

Pasal 122

BSeksi Operasi Pengendalian dan Ketertiban Umum mempunyvai
tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penegakan
produk hukum Daerah.




. (2) Seksi Operasi Pengendalian dan Ketertiban U
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p
mempunyai fungsi:

a.

(3)

b.

Seksi

mum dalam
da ayat (1}

pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja

operasional penegakan produk hukum Daerah;

pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan
penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan peraturan

penegakan produk hukum Daerah;
pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan
fasilitasi penyelidikan dan penyidikan
penegakan produk hukum Daerah;
pelaksanaan  penyusunan  bahan
operasional penyelidikan dan penyidikan
produk hukum Daerah;

petunjuk

teknis dan

pelanggaran

teknis

pelanggaran

pelaksanaan pengolahan data hasil penyelidikan dan

penyidikan pelanggaran produk hukum Daerah;
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan
produk hukum Daerah;
pelaksanaan perumusan
operasional penyidikan dan pemeriksaan
produk hukum Daerah;

rancangan kebijakan

pelanggaran

teknis

pelanggaran

pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan

pelanggaran produk hukum Daerah;

pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan

pelanggaran produk hukum Daerah
instansi/institusi terkait wilayah kabupaten;
pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis
produk hukum Daerah sesuai dengan keter
berlaku;
pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap

dengan

belanggaran

ituan yang

jenis dan

bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan

kebijakan pimpinan;

pelaksanaan perumusan kebijakan teknis
fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tuga
pegawai negeri sipil;

operasional
s penyidik

pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan tugas

penyidik pegawai negeri sipil;

pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan

penyidik pegawai negeri sipil;
pelaksanaan penyusunan bahan pengendalia
pegawai negeri sipil;

n  penyidik

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tugas penyelidikan dan

penyidikan penegakan produk hukum Daerah:
pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan

penegakan produk hukum Daerah dengan sub

penyidikan
unit kerja

lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimban

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
Ketertiban

Operasi Pengendalian dan

gan kepada
diambil.

Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk

Hukum Daerah.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

J- pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimban,

Pasal 123

Seksi
merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
dan penyuluhan penegakan produk hukum Daerah|

Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai

tugas

mengdordinasikan,

bimbingan

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan kegiatan dan program kerja
operasional bimbingan dan penyuluhan produk hukum
Daerah;

b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan  bahan
bimbingan dan penyuluhan produk hukum Daerah:

¢. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan |teknis dan

fasilitasi bimbingan dan penyuluhan produk hukum

Daerah;

d. pelaksanaan penyusunan bahan bimbingan  dan
penyuluhan penegakan produk hukum Daerah;

e. pelaksanaan penyusunan bahan pengawasan| penegakan
produk hukum Daerah;

. pelaksanaan penyusunan bahan penyuluhan | penegakan
produk hukum Daerah;

g8 pelaksanaan pengolahan data bimbingan dan penyuluhan

penégakan produk hukum Daerah;

penyuluhan produk hukum Daerah;
i. pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyulul
hukum Daerah dengan sub unit kerja lain di
Satuan Polisi Pamong Praja; dan

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sebagaimana dim:
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam me

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tugas bimbingan dan

han produk
lingkungan

ban kepada
diambil.

aksud pada
aksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

BAB X
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 124

Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur dengan Tipe B,
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
(1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan

Pemerintahan bidang perhubungan;

dalam ayat

Urusan




(3)

(1)

(2)

(1)

¢c. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan i

penyelenggaraan’  pelaksanaan

Pemerintahan bidang perhubungan;
dej
Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubun;

kepada atasan tentang langkah dan tindakar
diambil.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala

kebijakan

Urusan
n pelaporan
pan; dan

ertimbangan

n yang periu

Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 125

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

a.
b.

Kepala Dinas

Sekretariat Dinas

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pe
c. Bidang Lalu Lintas Jalan

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2. Seksi Perlengkapan Jalan; dan

3. Subkoordinator Keselamatan dan Pengujia
Bermotor,

Bidang Angkutan Jalan

laporan.

n Kendaraan

1. Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal; dan

2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan B
e. Bidang Pelayaran
1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan; dan
2. Seksi Kepelabuhan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. UPT.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan

arang.

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} tercantum pada Lampiran VIl yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini. -
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf !
Kepala Dinas
Pasal 126
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok .memimpin,
merumuskan, menetapkan, mengoordinagikan dan
mengendalikan kebijakan teknis di bidang perhubungan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.




(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis dalam bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
pelayaran;
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan
umum dalam bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
pelayaran;
C. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi, program,
anggaran dan keuangan serta pembinaan organisasi dan
tata laksana dinas dan UPT;
d. penyelenggaraan pembinaan, pengoordinasian, dan
pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
€. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 127

(1) Sekretariat mempunyai tugas memimpin kegiatan gdministrasi
umum, perencanaan program dan anggatan,’ serta
ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaar yang
berlaku untuk tertib kesekretariatan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan rumah tangga Dinas;
b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
C. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan;
d. penyelenggaraan  kegiatan umum yang| meliputi
pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumdhtanggaan,
surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya; dan
€. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan| pelaporan
keéiatm Dinas; dan
a. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan |yang perlu
diambil.
(3) Sekretariat dipimpin oleh  Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas. -

Pasal 128

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan,
pengelolaan aset, surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan
administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.




(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | mempunyai

fungsi:
a.

o oo o

bl

pelaksanaan merencanakan program kegiatan setiap
tahun pada Subbagian Umum dan Kepegaweuﬁ;
pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;
pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;
pelaksanaan pengelolaan administras; perjalanan Dinas;
pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan
dalam jabatan; '
pelaksanaan perencanaan peningkatan eterampilan
pegawai melalui pendidikan dan pelatian  teknis,
struktural dan fungsional;

pelaksanaan pengumpulan data dan penyiapan bahan
usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun,
pemberian penghargaan, penempatan formasi,
kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian
pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pendidikan dan
pelatihan, ujian dinas, izin- belajar, pembuatan kartu
pegawai, keikutsertaan badan penyelenggara jaminan
sosial, tabungan pensiun, kartu istri/ suami;

pelaksanaan penyusunan daftar urut kepangkatan serta
pengelolaan sistem informasi manajamen kepegawaian:
pelaksanaan penyiapan bahan penetapan| pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;
pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, | pertemuan
dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
pelaksanaan  pemeliharaan kebersihan, |keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;
pelaksanaan penyusunan kebutuhan . periengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor,| peralatan
kantor, pengamanan aset, usulan penghapusdn aset dan
menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang -
barang inventaris;
peléksanaan penghimpunan bahan dan pengumpulan data
usul rencana aset;
pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, | pemberian
petunjuk teknis pengelola aset;
pelaksanaan pembinaan dan pemberian petumjuk teknis
pengelola aset;
pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan
administrasi pengelola aset;
pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris) arsip dan
dokumentasi;
pelaksanaan inventarisasi permasalahan sespai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;
pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.




(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

(1}

(2)

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian |yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 129

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran,
penatausahaan  keuangan, perbendaharaan,| verifikasi
keuangan, menyiapkan bahan penyusunan | perumusan
kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan
program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan Subbagian Keuangan, Perencanaan dan
Pelaporan;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan
pembukuan;

¢. pelaksanaan pengkajian ulang setiap dokumen/bukti
pengeluaran uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan
dokumen/bukti pengeluaran uang;

€. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, insentif,
uang makan uang tambahan beban kerja dan lainnya; -

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik dan
tahunan tentang penerimaan dan pengeluaran
keuangan;

g pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengumpulan
data usul rencana keuangan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pemberian
petunjuk teknis pengelola keuangan;

i. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis
pengelola keuangan;

J. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi
dan administrasi pengelola keuangan;

k. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusuna-lm pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;

L. pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas;

m. pelaksanaan penghimpunan data program dan kegiatan
dari bidang; _

n. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan laporan;

o. pelaksanaan penyusunan laporan Kinerja,| rancangan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

p. pelaksanaan penyiapan bahan laporan penyelenggaran
Pemerintah Daerah, laporan keterangan
bertanggungjawaban Bupati sesuai pedoman dan

ketentuan yang berlaku;




(3)

(1)

(2)

(3)

pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi
rencana program dan laporan;

r. pelaksanaan penyiapan rumusan prog

penyusunan

kegiatan

berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang

dan UPT dalam rangka penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja PD;
s. pelaksanaan pemantauan dan evaludsi terhadap

rencana dan program;

t. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian Keuangan,

Perencanaan dan Pelaporan; dan
pelaksanaan rekomendasi

saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang periu

diambil,

Subbaéian Keuangan, Perencanaan  dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

Pelaporan
oleh Kepala

Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Lalu Lintas Jalan
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Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas m
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaa
penyusunan norma, standar, prosedur, d

laksanakan
kebijakan,
kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta Javaluasi dan

pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

Bidang Lalu Lintas Jalan dalam melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menyelenggarakan

fungsi:

a.
jalan;

b.
lalu lintas jalan;

C. penyelenggaran penyiapan bahan penyediaan
jalan; '

penyelenggaran penyiapan bahan pengembangan lalu lintas

penyelenggaran penyiapan bahan manajemen dan rekayasa

erlengkapan

d. penyelenggaran penyiapan bahan analisis dampak lalu
lintas;
e. penyelenggaran penyiapan bahan keselamatan lalu lintas

angkutan jalan;

f. penyelenggaran rekomendasi

saran dan pertimbangan

kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan vang

perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
g penyelenggaran rekomendasi
kepada atasan tentang langkah dan tindakan
diambil.

Bidang. Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksa

saran dan pertimbangan

yang perlu

da ayat (1)
1akan tugas

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.




Pasal 131

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas

(2)

(3)

(1)

(2)

melakukan penyiapan bahan perumusan, | pelaksanaan
kebijakan, pemberian, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi sertg evaluasi dan

pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa,|dan analisis
dampak lalu lintas.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan lalu lintas
jalan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan kebijakan
penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada
Jalan Daerah;

C. pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kebijakan
penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu| lintas pada
jalan provinsi dan nasional di dalam Daerah;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan  tingkat
pelayanan jalan Daerah;

e. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan,
penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil analisis
dampak lalu lintas;

f. pelaksanaan penyiapan bahan pengeloiaan parkir di tepi
jalan umum;

g pelaksanaan  penyiapan  bahan  penerbitan izin
penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlt diambil.

Scksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala [Seksi yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan Bertanggung
Jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.

Pasal 132

Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas | melakukan
penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan | kebijakan,
pemberian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan
pelaporan di bidang perlengkapan jalan.
Seksi Perlengkapan Jalan dalam melaksan:-:{an tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan kebutuhan pirlengkapan
jalan; :

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan,  penentuan
dan penetapan spesifikasi teknis perlengkapan jalan;

c. pelaksanaan penylapan bahan pembangunan fasilitas
perlengkapan jalan pada jalan Daerah;




d. pelaksanaan penyiapan bahan rehabilitasi perlengkapan
jalan;

€. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi lalu lintas jalan; dan

f. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan Yang perju diambil.

(3) Seksi Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud |pada ayat (1)

(1)

(2)

(3)

dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Lalu Lintas Jalan.
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Subkoordinator Keselamatan dan Pengujian | Kendaraan
Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis
dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi  keselamatan, promosi dan kemittaan serta
pengendalian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
pengujian berkala kendaraan bermotor, dan perbengkelan.

Subkoordinator Keselamatan dan Pengujian | Kendaraan
Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai fungsi: :
a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan
subkoordinator;
b. pelaksanaan penyiapan bahan audit keselamatan;
c. pel’aksanaan penyiapan  identifikasi lokasi potensi
kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan;
d. pelaksanaan penyiapan bahan inspeksi 1Teselamatan
sarana, prasarana, pengamatan dan pemantauan;
€. pelaksanaan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi
keselamatan awak kendaraan angkutan umum;
f. pelaksanaan penyiapan bahan pemeriksaan | kendaraan
bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas
dan angkutan jalan,;
g pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan pengujian
berkala kendaraan bermotor;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan terhadap
bengkel umum kendaraan bermotor; dan
i. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkosordinator Keselamatan dan Pengujian Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 4
Bidang Angkutan Jalan

Pasal 134

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta| evaluasi dan
pelaporan di bidang angkutan jalan.

Bidang Angkutan Jalan dalam melaksangkan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. penyelenggaraan penyiapan bahan pengembangan
angkutan jalan;
b. penyelenggaraan penyiapan bahan angkutan orang;
¢. penyelenggaraan penyiapan bahan angkutan barang;
d. penyelenggaraan penyiapan bahan penyelenggaraan
terminal tipe C;
e. penyelenggaraan pemberian saran dan pertimbangan
kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tihdakan yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Bidang Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksamakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 135

Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan
kebijakan, pemberian, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta
evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang |di jalan dan
terminal angkutan penumpang.

Seksi  Angkutan Dalam Trayek dan Termijnal dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan prdgram kerja
tahunan Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal;

b. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan jaringan
angkutan orang dalam trayek, keperintisan angkutan jalan,
dan angkutan pemandu moda yang melayani dalam
Daerah; :

c. pelaksanaan penyiapan bahan penentuan kebutuhan dan
pentarifan angkutan orang dalam trayek;

d. pelaksanaan penyiapan bahan perizinan [perusahaan
angkutan orang dalam trayek;




(1)

(2)

(3)

(1)

€. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan
angkutan orang dalam trayek;

perusahaan

f. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan jaringan

prasarana transportasi jalan berupa simpul
darat dan terminal angkutan jalan; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba

g.

transportasi

gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.
(3) Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal sebagaimana

~dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan.

Pasal 136

Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang
tugas melaksanakan  penyiapan bahan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan
supervisi penyusunan norma, standar, prosedur,

mempunyai

perumusan,

teknis dan

dan kriteria

serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di

jalan.

Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja

tahunan Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang;

b. pelaksanaan penyiapan bahan pengembang
angkutan orang tidak dalam trayek dan angkuta

c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan
angkutan orang tidak dalam trayek dan barang;

d. pelaksanaan penyiapan bahan monitorin
angkutan barang serta pentarifan;

Jaringan
n barang;
perusahaan

g muatan

¢. pelaksanaan penyiapan bahan perizinan angkutan orang

yang tidak dalam trayek dan barang;
. pelaksanaan penyiapan bahan penentuan
kendaraan umum angkutan tidak dalam trayek;

kebutuhan
dan

g pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

diambil.

Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang s¢bagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepaila Seksi

yang dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan.

Paragraf S
Bidang Pelayaran’
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Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan

bimbingan
di bidang

lalu lirrtas dan angkutan perairan yang meliputi angkutan laut,
sungai, danau dan penyeberangan serta kepelabuhaﬂnan.




(2) Bidang Pelayaran dalam melaksanakan tugas Lsel::.elgaimana

(3)

(1)

(2)

dimaks$ud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyiapan bahan lalu lintas
danau dan penyeberangan;

b. penyelenggaraan penyiapan bahan angkutan
danau dan penyeberangan;

laut, sungai,

laut, sungai,

C. penyelenggaraan penyiapan bahan kepelabuhanan;
d. penyelenggaraan pemberian saran dan pertimbangan

kepada Kepala Dinas tentang langkah dan ti
perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

ndakan yang

€. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang periu

diambil.

Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud pa

t

da ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksdanakan tugas

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K

Pasal 138

epala Dinas.

Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan memplinyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan,
kebijakan, pemberian bimbingan teknis da
penyusunan norma, standar, prosedur, dan

evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas d
perairan.

Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan dalam m

pelaksanaan
n supervisi
riteria serta
n angkuian

elaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr
tahunan Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan;
pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas da
perairan;

c. pelaksanaan penyusunan bahan peneta
penyeberangan dan persetujuan pengoper:
dalam Daerzh yang terletak pada jaringan jal

d. pelaksanaan penerbitan izin usaha angkuts
badan usaha yang berdomisili dalam I
beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah:

e. pelaksanaan penyusunan bahan peneta
penyeberangan dan persetujuan pengopers
kapal yang melayani penyeberangan dalam Dax

f. pelaksanaan penyusunan rumusan rekome
penerbitan izin usaha angkutan laut pelayarazr
orang perorangan atau badan usaha yang be:
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daera

g. pelaksanaan penyusunan rumusan rekome
penerbitan izin usaha angkutan penyeber
dengan domisili badan usaha;

b.

bgram  kerja
N angkutan
ipan  lintas
nsian  kapal
1 kabupaten;
in laut bagi
Dacrah dan
ipan  hntas
1sian  untuk
rah;
ndasi
1 rakyat bagi
rdomisili dan
h;
ndasi
gan sesual

teknis

teknis




(3) Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan sebagaimar

(1)

(2)

J. pelaksanaan

r

h. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan t

rif angkutan

penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan

beserta muatannya pada lintas penyebera
Daerah; dan

i. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba,
atasan tentang langkah dan tindakan yang per

ngan dalam

ngan kepada
lu diambil.

12 dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan'ggung jawab

kepada Kepala Bidang Pelayaran.

Pasal 139

Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas penyis
perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian,

norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingai
supervisi serta evaluasi dan pelaporan
kepelabuhanan,

Seksi Kepelabuhanan dalam melaksanakan tugas |
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kepelah

apan bahan
penyusunan
n teknis dan
di  bidang

sebagaimana

uhanan

D. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan rencana induk
daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan |kepentingan
pelabuhan pengumpan lokal;

c. pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan
pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;

d. pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi teknis
penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpul lokal;

€. pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi teknis
penerbitan  izin  pengembangan pelabuhan  untuk
pelabuhan pengumpan lokal;

f. pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi teknis

penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sel:
untuk pelabuhan pengumpan lokal;
2. pelaksanaan penyusunan bahan rekomenda

ama 24 jam

si teknis

penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan lokal;

h. pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi teknis
penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan

pengumpan lokal,;

i. pelaksanaan penyusunan bahan rekomends
penerbitan izin pengelolaan terminal untuk ke
sendiri di dalam Daerah lingkungan Kker]
lingkungan kepentingan pelabuhan pengumyj
dan

rekomendasi saran dan pert

kepada atasan tentang langkah dan tindakan j

diambil.

151 teknis
pentingan
a/Daerah
pan lokal;

imbangan
yang perlu




(3) Seksi Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada wepala Bidang

(1)

Pelayaran.

BAB X
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 140

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Be
dengan Tipe B, mempunyai tugas
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas
di bidang kepemudaan dan olahraga.

membantu

litung Timur
Bupati
Pembantuan

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimgksud dalam
ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan
fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan| Urusan
Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan Urusan
Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

C. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi d pelaporan
Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan lahraga;

d. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil; dan i

€. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas
kepemudaan dan olahraga.

(3} Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 141

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri

dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas;

2. Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.

Olahraga; dan

Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi;
1. Subkoordinator Pembibitan dan Pemanduan Bakal

2. Subkoordinator Pembinaan Bakat Olahraga Pendidikan

dan Prestasi.

Prasarana;

Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana




1. Subkoordinator Olahraga Rekreasi, Kemasyarakatan
dan Layanan Khusus; dan
2. Subkoordinator Sarana Prasarana dan Indlstri
Olahraga
¢. Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan;
1. Subkoordinator Organisasi Kepemydaan
. Kepramukaan; dan
2. Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan
Pemuda.
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis.

dan

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

secbagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum pada
Lampiran VHI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 142

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan

(2)

teknis, memimpin dan mengoordinasikan urusan kepemudaan,
keolahragaan dan kepramukaan sesuai peraturan perundang- -
undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas

dimaksud pada ayat (1} menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan,
pengembangan pemuda dan kepemuda
pemuda pelopor Daerah wirausaha muda
pemuda kader Daerah:;

b. penyelenggaraan pemberdayaan dan
organisasi kepemudaan tingkat Daerah;

C. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan bakat
olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan ang menjadi
kewenangan Daerah;

d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;

€. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga
prestasi tingkat provinsi;

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan organisasi
olahraga tingkat Daerah;

ebagaimana

dan
terhadap
emula, dan

pengembangan

g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga
rekreasi, kemasyarakatan, tradisional dan layarjan khusus;
h. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan organisasi

kepramukaan tingkat Daerah;
penyelenggaraan  administrasi  umum,
program dan anggaran, ketatausahaan; dan
pelaksanaan rekomendasi,
kepada atasan tentang langkah dan tindakan
diambil.

perencanaan

saran dan pertimbangan

yang perlu




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 143

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dala

m  kegiatan

administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta
ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang

berlakn untuk tertib kesekretariatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a,

tahunan rumah tangga Dinas;
b.

penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja

penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian:

c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan,
perlengkapan,  inventaris, kerumahtanggaan, surat

menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

€. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Dinas; dan

f. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke
Dinas.

Pasal 144

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempu

pada Kepala

nyai  tugas

melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian

yang menyangkut perlengkapan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan aset Dinas, surat menyurat, kear ipan serta
pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungah Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan s tiap tahun
Sui)bagian Umum dan Kepegawaian; |

b. pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;

c. pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;

®

jabatan;

pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam

f. pelaksanaan perencanaan peningkatan keterampilan

pegawai melalui pendidikan dan pelatih:
struktural dan fungsional;

an  teknis,




(3)

(1)

g- pelaksanaan pengumpulan data dan

penyiapan bahan usul

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun,
pemberian penghargaan, penempatan formasi,
kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian

pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas,
pembuatan  kartu pegawai,

keikutserthan

1zin belajar,
badan

penyelenggaraan jaminan sosial, tabungan pensiun, kartu

istri/ suami;
h. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepan

katan serta

mengelola sistem informasi manajamen kepegawaian;

i. pekksanaan penyiapan bahan

penetapa
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;

pengelola

J. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapatl, pertemuan

dan upacara, serta melakukan kegiatan keprott
pelaksanaan  pemeliharaan kebersihan,
keamanan dan ketertiban kantor;

. pelaksanaan penyusunan kebutuhan p
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peral
pengamanan aset, = usulan penghapusan

menyusun laporan pertanggungjawaban atas

barang inventaris;

usul rencana aset;
n. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan,
petunjuk teknis pengelola aset;

vkolan;
keindahan,

erlengkapan,
atan kantor,
aset dan
barang-

pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengumpulan data

memberikan

0. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis

pengelola aset;
pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta v
administrasi pengelola aset;

erifikasi dan

g. pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan

dokumentasi;

r. pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bidang
tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin
maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

dan

s. pelaksanaan rekomendasi,
kepada atasan tentang langkah dan tindakan
diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana

saran dan pertimbangan

yang perlu

dimaksud

pada ayat {1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Pasal 145

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan
mempunyai tugas
anggaran, penatausahaan
verifikasi keuangan, menyiapkan

perumusan kebijakan teknis di

keuangan,
bahan

melaksanakan penyusunan
perbendaharaan,

Pelaporan
rencana

penyusunarn

bidang perencanaan,

penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas_.




(2)

(3)

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

mempunyai fungsi:
a.

pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan Subkoordinator Keuangan, Perentanaan dan
Pelaporan;
pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan
pembukuan;
pelaksanaan pengkajian ulang sctiap dokumen/bukti
pengeluaran uang;
pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen;/ bukti
perigeluaran uang;
pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;
pelaksanaan penyusunan laporan periodik d
tentang penerimaan dan pengeluaran keuangar;
pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengumpulan data
usul rencana keuangan; '

pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan,
petunjuk teknis pengelola keuangan;
pelaksanaan pembinaan dan pemberian pet njuk teknis
pengelola keuangan;

pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan
administrasi pengelola keuangan;
pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporah;
pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas;
pelaksanaan penghimpunan data program dan kegiatan
dari masing- masing bidang;
pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
pelaksanaan penyusunan laporan kinerja, rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah;
pelaksanaan penyiapan bahan laporan penyelenggaran
Pemerintah Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati;
pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
rencana program dan laporan;
pelaksanaan penyiapan rumusan program kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-
bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam rangka
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja PD;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana
dan program; dan
pelaksanaan rekomendasi, saran dan peftimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan |yang perlu
diambil.

tahunan

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan| Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam medlaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.




(1) Bidang Pengembangan Bakat dan Prestasi memy|

(2)

(3)

Paragraf 3
Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Pre

Pasal 146

>stasi

punyai Lugas

pengembangan kebijakan dan manajemen organigasi olahraga,
ketenagaan olahraga, penyelenggaraan even olahraga tingkat
pelajar dan kelompok usia serta penyelenggdraan sentra
pembibitan dan pemanduan bakat olahraga pendidikan dan
pembinaan terpadu olahraga prestasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan  dalam rangka pencdpaian dan
peningkatan prestasi olahraga, -
Bidang Pengembangan Bakat dan Prestasi  dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusa

n kebijakan

teknis pemanduan dan pembinaan bakat dan prestasi

olahraga;

b.- penyelenggaraan penyiapan bahan bimbin
kegiatan pemanduan dan pembinaan bakat ¢
olahraga;

. penyelenggaraan kerja sama dengan instansi tt
rangka pelaksanaan kegiatan pemanduan dan
bakat dan prestasi olahraga;

d. penyelenggaraan koordinasi dan
kegiatan = pembinaan olahraga
masyarakat dalam rangka peningkatan prestasi

fasilitas

persekolahan

igan teknis
dan prestasi

orkait dalam
pembinaan

1 terhadap
dan
olahraga;

€. penyelenggaraan dan  pengoordinasian elaksanaan
kegiatan kejuaraan tingkat pelajar dan kelorrj;ok usia di
Daerah;

f. penyelenggaraan  pengoordinasian kegiatan layanan
pertemuan ilmiah dan pelatihan keolahragaan;

g. penyelenggaraan kegiatan fasilitasi organisasi
keolahragaan; 5

h. penyelenggaraan pengendalian * teknis dan: sosialisasi
pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan ketenagaan
olahraga;

i. penyelenggaraan peningkatan kualitas dan kapasitas
standarisasi sumber daya manusia dan | organisasi
keolahragaan;

j. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan |yang perlu
diambil.

Bidang Pengembangan Bakat dan Prestasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

bawah dan




Pasal 147

(1) Subkoordinator Pembibitan dan Pemanduan Bakat Olahraga
mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan konsep teknis
pelaksanaan pembibitan dan pemanduan bakat olahraga
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan

(2)

(3)

serta pembinaan ketenagaan pemanduan bakat

olahraga

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka

peningkatan mutu pembinaan dan peningka
olahraga.

Subkoordinator Pembibitan dan Pemanduan Baka
dalam‘melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuid pada ayat

(1), mempunyai fungsi:
a.

Subkoordinator Pembibitan dan Pemanduan Baka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mel]

tan prestasi

t Olahraga

pelaksanaan penyusunan rencana dan program Kerja

Pemanduan

tahunan Subkoordinator Pembibitan dan
Bakat Olahraga;
pelaksanaan identifikasi dan pemetaan data sasaran

pembibitan dan pemanduan bakat olahraga;
pelaksanaan  identifikasi  potensi  dalam
pengembangan olahraga unggulan Daerah;

rangka

pelaksanaan penyusunan rancangan dan pedoman serta

melaksanakan kegiatan pemanduan bakat
Daerah;

pelaksanaan penyusunan
penyelenggaraan  sentra

rancangan darj

pembibitan

olahraga

oclahraga di

pedoman
yang

terintegrasi dengan persekolahan dan masyarakat;

pelaksanaan penyusunan

rancangsn

dan

menyelenggarakan even, lomba olahraga tingkat usia dini;

pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi

sumber

daya manusia melalui pelatihan dan temu ilmiah tentang

pemanduan bakat olahraga yang berdasdrkan

pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

ilmu

pelaksanaan pembuatan kajian dan usulan peningkatan
sarana dan prasarana pemanduan bakat olahra 22

pelaksanaan pengembangan dan peningkatan

sistem

pemanduan bakat olahraga di Daerah secara maksimal:

pelaksanaan  pemantauan dan evaluasi
pembibitan dan pemanduan bakat olahraga; dan

kegiatan

pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.

it Olahraga
aksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pengembangan Bakat dan Prestasi.




Pasal 148

(1) Subkoordinator Pembinaan Bakat Olahraga Pendidikan dan
Prestasi mempunyai tugas merencanakan, menyigpkan konsep
teknis pelaksanaan dan pembinaan bakat olahraga pendidikan
dan prestasi, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan dan peningkatan tenaga pelatih ol hraga sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka
memfasilitasi pembinaan bakat olah raga pendidikan dan

(2)

prestasi.

Subkoordinator Pembinaan Bakat Olahraga Pendidikan dan
Prestasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a.

pelaksanaan perencanaan program kegiatan setiap tahun
anggaran Subkoordinator Pembinaan Bakat Olahraga
Pendidikan dan Prestasi berdasarkan tugas, fungsi;
pelaksanaan identifikasi dan pemetaan data sasaran
pembinaan bakat olahraga pendidikan dan prestasi;
pelaksanaan pengembangan sistem  sertifikasi dan
standarisasi profesi penyelenggaraan olahraga pendidikan
dan prestasi;
pelaksanaan penyusunan pedoman dan penyelenggaraan
fasilitasi dan pembinaan bakat olahraga pendidikan dan
prestasi;
pelaksanaan penyusunan pedoman dan penyelenggaraan
even pengembangan bakat olahraga prestasi di tingkat
pelajar serta penyeleksian dan pengiriman atlet berpotensi
prestasi ke tingkat yang lebih tinggi;
pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan organisasi
dan peningkatan kompetensi ketenagaan olahr ga,;
pelaksanaan penyusunan rancangan penyelenggaraan
kegiatan pemusatan latihan dan try out| bagi atlet
berpotensi prestasi serta mengikuti kejuardaan cabang
olahraga prestasi tingkat Daerah, provinsi dan nasional;
pelaksanaan pemberian penghargaan kepada dtlet, pelatih
dan insan olahraga berprestasi;

pelaksanaan pembuatan usulan peningkatan {sarana dan
prasarana olahraga dalam rangka pengembangan dan
peningkat fasilitas pembinaan olahraga pendidikan dan
prestasi;

pelaksanaan pembagian tugas pokok dan petunjuk kepada
bawahan dengan disposisi tugas pokok terbagi habis untuk
menghindari penyimpangan dan kcsalahrn dalam

pelaksanaan tugas;

pelaksanaan inventarisir dan analisa permasalahan yang
berkaitan dengan tugas Subkoordinator Pembinaan Bakat
Olahraga Pendidikan dan Prestasi sebagai bahan dasar
pemecahan masalah dan peningkatan prestasi olahraga;
dan |
pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan [yang perlu

diambil.




(3) Subkoordinator Pembinaan Bakat Olahraga Pendidikan dan
Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat| (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengembangan Bakat dan Prestasi.

Paragraf 4
Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana Prasarana

Pasal 149

(1) Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana
Prasarana mempunyai tugas pengembangan kebijakan
pembinaan olahraga rekreasi, kemasyarakatan,| tradisional,
layanan khusus dan manajemen sarana dan prasarana olah
raga, infrastruktur serta industri olahraga.

(2} Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana
Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis pembinaan olahraga rekreasi, kemasyarakatan,
tradisional, layanan khusus dan manajemen |sarana dan
prasarana, infrastruktur olahraga dan kepembdaan serta
industri olahraga;

b. penyelenggaraan penyusunan dan perumusan kebijakan
teknis pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi,
kemasyarakatan, tradisional, layanan  khusus dan
manajemen sarana dan prasarana, infrastrukfur olahraga
dan kepemudaan serta industri olahraga;

€. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja sirategis dan
menetapkan program dan kegiatan olahraga rekreasi,
kemasyarakatan, tradisional dan layanan khusus dan
manajemen sarana dan prasarana, infrastruktur olahraga
dan kepemudaan serta industri olahraga;

d. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana keolahragaan dan
kepemudaan;

€. penyelenggaraan penyusunan bahan bimbingan teknis
terhadap pelaksanaan olahraga rekreasi, masyarakat dan
layanan khusus serta standarisasi sarana| prasarana
keolahragaan dan kepemudaan;

{. penyelenggaraan koordinasi dan kerja samla dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga
rekreasi, olahraga kemasyarakatan, tradisional dan
layanan khusus;

g. penyelenggaraan even olahraga rekreasi, kemasyarakatan,
tradisional dan layanan khusus di tingkat Daergh;

h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi| terhadap
penyelenggaraan olahraga rekreasi, kemagyarakatan.
tradisional dan layanan khusus;dan

i. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.




(3)

(1)

(2)

(3}

Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana
Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah’dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 150

Subkoordinator Olahraga Rekreasi, Kemasyarakatan dan

Layanan Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan

bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

olah raga rekreasi, kemasyarakatan dan layanan khusus
meliputi  analisa  permasalahan, pengkadeéran
penyelenggaraan pertandingan/lomba olahraga
kemasyarakatan, tradisional dan layanan khusus.

Subkoordinator Olahraga Rekreasi, Kemasyarakatan dan

Layanan Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan setiap tahun
Subkoordinator Olahraga Rekreasi, Kemasyanakatan dan
Layanan Khusus;

b. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan d4qta sasaran
pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi,
kemasyarakatan, tradisional dan layanan khusus;

c. 'pela_ksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan sentra
olahraga rekreasi, kemasyarakatan, tradisional
layanan khusus;

d. pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan
festival dan even olahraga rekreasi, kemasyarakatan,
tradisional dan layanan khusus;

serta
rekreasi,

dan

¢. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi bagi
ketenagaan olahraga dan fasilitasi petmberdayaan
organisasi  dan perkumpulan olahraga| rekreasi,

kemasyarakatan, tradisional dan layanan khusus;

f. pelaksanaan pengoordinasian tugas jabatan pel
jabatan fungsional di bawah sesuai dengan fung
g. pelaksanaan inventarisir dan analisa permasa

aksana dan
sinya;

Jlahan yang
or Olahraga

berkaitan dengan bidang tugas Subkoordinatq
Rekreasi, Kemasyarakatan dan Layanan Khu
bahan dasar pemecahan masalah; dan

us sebagai

h. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Olahraga Rekreasi,

Kemasyarakatan dan

Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayalt {1) dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan
kepada Kepala
Pengembangan Sarana Prasarana.

Bidang Pembudayaan Olahraga

ng jawab
dan




(1)

(2)

(3)

Subkoordinator Sarana Prasarana dan Indus
mempunyai tugas merencanakan, menyusun, n
dan mengevaluasi kebijakan di bidang infrastruk
dan industri keolahragaan.

Subkoordinator Sarana Prasarana dan Indus
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks
(1) mempunyai fungsi:
a.

Pasal 151

tri
ielaksanakan
ttur olahraga

tri
1d pada ayat

Olahraga

Olahraga

pelaksanaan rencana program kegiatan setiap tahun

anggaran Subkocordinator Sarana Prasarana

dan Industri

Olahraga;

pelaksanaan identifikasi dan pemetaan dhta sasaran
pengembangan sarana prasarana keolahragaan dan
kepemudaan;

pelaksanaan rancangan dan pembangunan  serta
pemeliharaan sarana prasarana keolahragaan dan
kepemudaan;

pelaksanaan penyusunan pola kemitraan pen
masyarakat dalam pembangunan dan pe
industri olahraga;
pelaksanaan peningkatan peran serta masjy
dunia usaha dalam pendanaan dan pengembar
olahraga;

1erintah dan
rngembangan

yvarakat dan
jgan industri

pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan

kegiatan sufra susunan yaitu program pel
kegiatan yang berkaitan dengan peningkatar
dan kesehatan penduduk dalam rangka pe
Infrastruktur olahraga rekreasi di taman kota;

ayanan dan
 kebugaran
rmbangunan

pelaksanaan penyusunan rancangan standarisasi sarana

prasarana keolahragaan dan kepemudaan;
pelaksanaan koordinasi dan konsultasi da

lam rangka

pengembangan sarana prasarana keolahragaan dan
kepemudaan di Daerah;
pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan

Infrastruktur keolahragaan dan kepemudaan;
pelaksanaan inventarisir dan analisa permas
berkaitan dengan bidang tugas Subkoordin
Prasarana dan Industri Keolahragaan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi

lahan yang
tor Sarana

dan pelaporan hasil

kegiatan setiap tahun Subkoordinator Sarana Prasarana

dan Industri Olahraga berdasarkan capaian
kegiatan; dan

belaksanaan

pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per!

1 diambil.

Subkoordinator Sarana Prasarana dan Industyi Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mqslaksanakgn
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana

Prasarana.




(1)

(2)

(3)

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan

Pasal 152

Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan mempunvai
tugas  melaksanakan pelayanan, pembinaan dan
pengembangan di  bidang kelembagaan, roduktifitas,
pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan epramukaan
tingkat Daerah.

Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pgda ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan dan  pengoordinasian elaksanaan
penyiapan bahan perumusan kebijakan tcknisr pembinaan
dan pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;

b. penyelenggaraan dan pengoordinasian enyusunan
rencana kerja strategis dan menetapkan program dan
kegiatan;

C. penyelenggaraan penyiapan bahan bimbingan teknis
kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;

d. penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang
disklenggarakan melalui penyadaran, pemberdayaan dan
pengembangan;

e. penyelenggaraan penyiapan bahan standarisasi lembaga
kepemudaan dalam pengembangan organisasi;
f.  penyelenggaraan fasilitasi terhadap pembentukan lembaga
kepemudaan dalam rangka peningkatan kapasitas
kepemudaan;
g penyelenggaraan analisis kebutuhan, pembargunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan
kepramukaan;
h. penyelenggaraan penyiapan bahan bimbingan teknis,
pengembangan manajemen, wawancara dan| kreatifitas
serta kepemimpinan;
i. penyelenggaraan penyiapan bahan bimbingan dan
pengendalian teknis proses pendirian dan pengesahan
anggaran dasar dan pembukaan kelembagaan
kepemudaan;

j. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan bahan

pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

tingkat Daerah; dan
k. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang periu diambil.

Bidang Pemberdayaan Pemuda  dan Kepramukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin ¢leh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.




(1} Subkoordinator Organisasi Kepemudaan dan K
mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan k
pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramu
dengan ketentuan peraturan perundang-unda
rangka kelancaran tugas Bidang Pemberdayaan
Kepramukaan.

(2)

(3)

Subkoordinator Organisasi Kepemudaan dan K

Pasal 153

.epramukaan
onsep teknis

kaan sesuai

ngan dalam
Pemuda dan

epramukaan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai fungsi:
a,

pelaksanaan perencanaan program kegiatan setiap tahun

Subkoordinator
Kepramukaan;

Organisasi

Kepemudaan

dan

pelaksanaan penghimpunan dan pengembangan wawasan

pengetahuan dan  kemampuan terkait
perundang- undangan, kebijakan teknis, pe
petunjuk teknis serta bahan lainnya yang b
dengan subkoordinator;
pelaksanaan  perencanaan
kepemimpinan pemuda;
pelaksanaan penyusunan bahan pembinaar
kepemudaan;
pelaksanaan perencanaan layanan pelatihan
pelajar;
pelaksanaan perencanaan layanan penguatan
organisasi kepemudaan;

pelaksanaan perencanaan fasilitasi
pengembangan organisasi kepramukaan:
pelaksanaan perencanaan layanan
kelembagaan gerakan pramuka;
pelaksanaan perencanaan layanan pengua
kelembagaan kepramukaan; '

fasilitasi  per

peraturan
doman dan
erhubungan
ngembangan
organisasi

] organisasi

manajemen

pembinaan dan

penguatan

lan lenaga

pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran
Subkoordinator Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan

penyempurnaannya; dan

pelaksanaan pelaporan hasil tugas

dan

kegiatan

Subkoordinator Organisasi Kepemudaan dan Kdpramukaan

kepada atasan;
pelaksanaan rekomendasi,
kepada atasan tentang langkah dan tindakan
diambil. :

saran dan pertimbangan

yang perlu

Subkoordinator Organisasi Kepemudaan dan Kdpramukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam medlaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan.




(1)

(2)

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengemban

Pasal 154

gan Pemuda

mempunyal tugas merencanakan, menyiapkan konsep teknis
pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda sesuai

dengan peraturan pcmndang—uﬁdangan dal
kelancaran tugas Bidang Pemberdayaan P
Kepramukaan.

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengemban
dalam melaksanakan tugas sechagaimana dimaks;
(1) mempunyai fungsi:

a.

lam rangka
emuda dan

gan Pemuda
ud pada ayat

pelaksanaan  penyusunan programm dan  kegiatan
Subkoordinator  Pemberdayaan dan  Pe¢ngembangan
Pemuda;

pelaksanaan penyusunan bahan pembing
dalam peningkatan wawasan kebangsaan,
lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;

jan pemuda
perdamaian,

pelaksanaan penyusunan bahan pembingan pemuda

dalam peningkatan iman dan taqwa dan ilmu

pengetahuan

dan teknologi, kapasitas moral dan intelektual dan
kemandirian ekonomi;
pelaksanaan  perencanaan fasilitasi pendampingan

kegiatan kepemudaan;
pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi pemb
pelaksanaan lembaga permodalan kewirausal
Daerah;

pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi
penghargaan terhadap pemuda yang berpr
berbagai kegiatan di tingkat nasional, r¢
internasional;

pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi ker
kemitraan  kegiatan pemuda  dan/atai
pembangunan kepemudaan;

pelaksanaan perencanaan layanan peningka
tepat guna karya pemuda;
pelaksanaan fasilitasi
pemuda;

pelaksanaan dan perencanaan Kkegiatai
kewirausahaan pemuda; )

pengembangan ke

entukan dan
aan pemuda

pemberian
estasi dalam

egional, dan

a sama dan
(1 program

ran teknologi
wirausahaan

N Pelatihan

pelaksanaan fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda;

pelaksanaan dan perencanaan pendidikan d
bela negara;

an pelatihan

pelaksanaan dan perencanaan pelatihan pengembangan

jiwa wirausahawan untuk para pemuda;

pelaksanaan dan perencanaan pendidikan dan pelatihan

dasar kepemimpinan untuk pasukan pengi
Daerah;

pelaksanaan dan perencanaan
pemuda untuk daerah rawan sosial;

layanan

bar bendera

kepeloporan




(3)

(1)

(2)

{3)

p. pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan setiap tahun anggaran

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengemb

gan Pemuda

berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan

penyempurnaannya,

g. pelaksanaan laporan  hasil tugas d

kegiatan

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

atasan secara periodik sebagai bahan pertan,
dan
r. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb

ngjawaban;

gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan|

BAB XI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 155

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Be
dengan Tipe B, mempunyai tugas memba
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas
di bidang komunikasi dan informatika, bidang per
bidang statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu

litung Timur
ntu Bupati
Pembantuan
sandian dan

d dalam ayat

fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebij

(1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyIlcnggarakan

Urusan

Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;

b. penyelenggaraan pelaksanaan kebij

Urusan

Pemerintahan bidang komunikasi dan informa ka;

C. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi d

pelaporan

Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;

d. penyelenggaraan rekomendasi saran dan p

prtimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil; dan
€. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas

Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.




(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 156

Susunan Organisasi Dinas KomuniKasi dan Informatika terdiri

dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subkoordinator Keuangan, Perencanaan ddan Pelaporan.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

1. Subkoordinator Pengelolaan Informasi dann Komunikasi
Publik; dan
2. Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan
Kehumasan.
d. Bidang Penyelenggaraan E-Government;
1. Subkoordinator Infrastruktur dan Teknologi;
2. Subkoordinator Pengembangan dan | Pengelolaan
Aplikasi; dan
3. Subkoordinator Layanan E-Government.
e. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik;

1. Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi;

dan

2. Subkoordinator Statistik dan Pengelolaan Data.

f.  Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8- Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Informatika

tercantum pada

terpisahkan

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 157

Kepala Dinas mempunyai tugas inemimpin, merumuskan,

menetapkan, mengoordinasikan dan mengendalik:
teknis di bidang komunikasi dan informatika, per
statistik sesuai ketentuan peraturan perundary
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

an kebijakan
sandian dan
ag-undangan

Kepala Dinas Untuk dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis dalam bidang pengelolaan informasi dan

publik pemerintah Daerah, e-government di
Pemerintah Daerah, keamanan informasi,
pengelolaan data dan statistik sektoral;

b. penyelenggaraan pengelolaan informasi dan

publik Pemerintah Kabupaten, nama domain
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan pe

government di lingkungan Pemerintah Daerah;

komunikasi

lingkungan
persandian,

komunikasi
yang telah
ngelolaan e-




(1)

(2)

(3)

(1)

c. penyelenggaraan persandian unfuk pengamanan informasi
Pemerintah Daerah;

d. penyelenggaraan  statistik sektoral di | lingkungan
Pemerintah Daerah;

€. penyelenggaraan penetapan pola hubungan komunikasi
sandi antar PD;

f. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi, program,

anggaran dan keuangan serta pembinaan organisasi dan
tata laksana dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
g penyelenggaraan pembinaan, pengoordinasian, dan
pengendalian pelaksanaan tugas di bidang telekomunikasi
dan informatika; dan
h. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang periu diambil.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 158

Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekretariat dalam
kegiatan administrasi umum, perencanaan rogram dan
anggaran, serta ketatausahaan berdasark;}n petunjuk
pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretariatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan rumah tangga Dinas; f

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;

¢. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan; . lf

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputf pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat

menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya; dan

¢. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per]

u diambil.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke
Dinas.

Pasal 159

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempy
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan
yang menyangkut perlengkapan, kerum
pengelolaan aset Dinas, surat menyurat, kear
pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkunge

pada Kepala

Inyai tugas
kepegawaian
ahtanggaan,
'sipan  serta
in Dinas.




(2)

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memps
a.

o0 o

—H

pelaksanaan perencanaan program kegiatan
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

rlny.'ali fungsi:
setiap tahun

pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;

pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam

jabatan;

pelaksanaan rencana peningkatan keterampflan pegawali

melalui pendidikan dan pelatihan teknis, s
fungsional;

ktural dan

pelaksanaan pengumpulan data dan penyiapan bahan usul

kenaikan pangkat, kenaikan gaji
pemberian penghargaan,  penempatan
kesejahteraan  pegawai, mutasi

berkalga,

pensiun,
formasi,

dan pemberhentian

pegawai, diklat, ujian pendidikan dan pelatihan, ujian

dinas, izin kart
keikutsertaan

tabungan pensiun, kartu istri/suami;

belajar, pembuatan

badan penyelenggara jaminan

pegawai,
sosial,

pelaksanaan penyusunan daftar urut kepangkatan serta
mengelola sistem informasi manajamen kepegawaian;

pelaksanaan penyiapan bahan penetapai
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara g
pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat
dan upacara, serta melakukan kegiatan keprots
pelaksanaan  pemeliharaan  kebersihan,
keamanan dan ketertiban kantor;

pelaksanaan  penyusunan kebutuhan p

1 pengelola
embantu;

, pertemuan
bkolan;
keindahan,

erlengkapan,

pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor,

pengamanan aset, wusulan penghapusan

aset dan

menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang

inventaris;

pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu
usul rencana aset;

pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan,
petunjuk teknis pengelola aset;

mpulan data

memberikan

pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis

pengelola aset;

pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan

administrasi pengelola aset;

pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan

dokumentasi;
pelaksanaan inventarisasi permasalahan se

uai bidang

tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara

rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
masalah;

pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian
Kepegawaian; dan

pelaksanaan rekomendasi, saran' dan pertimb

atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

pemecahan
Umum dan

gan kepada
diambil,




(3)

(1)

(2}

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian lyang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Pasal 160

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan,
verifikasi keuangan, menyiapkan bahan penyusunan
perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan,
penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pdda ayat (1)

mempunyai fungsi:
a.

pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan Subkoordinator Keuangan, Perendanaan dan
Pelaporan;

pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan
pembukuan;

pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen /bukti pengeluaran
uang;

pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokymen / bukti
pengeluaran uang;

pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;
pelaksanaan penyusunan laporan periodik d tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan
pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengurrmulan data
usul rencana keuangan;
pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pemberian
petunjuk teknis pengelola keuangan;
pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis
pengelola keuangan;
pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan
administrasi pengelola keuangan;
pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunain pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;
pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas;
pelaksanaan penghimpunan data program kegiatan
dari bidang;
pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis
mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
pelaksanaan penyusunan laporan kinerja, | rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah;




p. pelaksanaan penyiapan bahan laporan penyelenggaran
pemerintah daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Q. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi| penyusunan

rencana program dan laporan;
r. pelaksanaan penyiapan rumusan program kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegjatan bidang-
bidang dan UPT dalam rangka penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja Perangkat Daerah;
s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana
dan program; ¢
t. pelaksanaan penyusunan  laporan
Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; dan
pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator

(3) Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 161

(1)

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik memj
melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan pemberian bimbingan teknis dan sup

punyai tugas
pelaksanaan
dan kriteria,
ervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

(2)

fungsi:

a. penyeh_anggaraan penyusunan rencana dan pl[*ogram kerja
tahunan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

b. penyelenggaraan penyiapan perumusan norn

na, standar,

prosedur dan kriteria di bidang informasi dan komunikasi
publik;

C. penyelenggaraan kebijakan di bidang informasi dan
komunikasi publik; _ I

d. penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi;

€. penyelenggaraan pengelolaan informasi, opini
publik di lingkungan Pemerintah Daerah;

f. penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik:

8 penyelenggaraan pelayanan informasi publik
hubungan media;

dan aspirasi

dan




(3)

(1)

(2)

h. penyelenggaraan penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik;

i. penyelenggaraan penyediaan akses informasi;|dan

j. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala|Bidang yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
Jjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 162

Subkoordinator Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
mempunyai tugas melaksanakan tugas penyigpan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyustinan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evyaluasi, dan
pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan a pirasi publik
di lingkungan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas
scktoral, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi di Kabupaten, serta pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemeriritah Daerah.

Subkoordinator Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  penyusunan program dan  kegiatan
Subkcordinator Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik;

b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis berdasarkan
norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pengelolaan
informasi dan komunikasi publik sesuai peraturan
perundang-undangan;

¢. pelaksanaan monitoring isu publik di media massa dan
sosial;

d. pelaksanaan pengumpulan pendapat umum dalam bentuk
survei dan/atau jajak pendapat;

¢. pelaksanaan  penyusunan  standarisasi pertukaran
informasi untuk basis data informasi lintas sektoral;

. pelaksanaan pemantauan tema komunikasi publik lintas
sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;

g pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk
mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup
nasional dan Daerah;

h. pelaksanaan penyusunan daftar informasi publik sesuai
peraturan perundang-undangan;




i. pelaksanaan konten lokal dan melakukan
ulang konten nasional menjadi konten lokal:

J. pelaksanaan pengembangan sumber daya
publik di kabupaten; dan '

pengemasan

komunikasi

k. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per]

u diambil.

(3) Subkoordinator Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

(1)

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat,(l) dalam 1
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 163

Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan

nelaksanakan
epada Kepala

Kehumasan

mempunyai tugas melaksanakan tugas peny-:]apan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyus

inan norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan,

cv

aluasi, dan

pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta

layanan hubungan media di Daerah.

Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan Kehumasan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) mempunyai fungsi: :

a. pelaksanaan penyusunan program dan  kegiatan
Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan Kehumasan;

b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis berdasarkan
norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pelayanan
informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan;

¢. pelaksanaan pelayanan informasi dan dokutimentasi di
lingkungan Pemerintah Daerah;

d. pelaksanaan pengelola layanan pengaduan masyarakat:

e. pelaksanaan pengelola hubungan dengan media (media
relations);

. pelaksanaan pemberdayaan dan penyediaan akses
informasi bagi media dan lembaga komunikasi ubilik;

g pelaksanaan perencanaan komunikasi publii dan citra
positif Pemerintah Daerah;

h. pelaksanaan pengelola saluran komunikasi milik

Pemerintah Daerah/media internal;

i. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media

Pemerintah Daerah dan nonpemerintah Daerah;
pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimban

dan
igan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,

Kehumasan
claksanakan
bada Kepala




(1)

(2}

(3)

Paragraf 4
Bidang Penyelenggaraan e-Government

Pasal 164

Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas
melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan| pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, proseduy dan kriteria,
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan e-
government.

Bidang Penyelenggaraan e-Government dalam rhelaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men elenggarakan

fungsi:
a.

penyelenggaraan penyiapan bahan perumu kebijakan di
bidang layanan infrastuktur dasar data ce ter, disaster
recovery center dan teknologi informasi komunikasi layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intra Pemerin Kabupaten,
layanan keamanan informasi e-government, layanan
manajemen data dan informasi e-government, layanan
pengembangan dan pengelolagn aplikasi generik dan
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, penyelenggar ekosistem
teknologi informasi komunikasi smart city, penyelenggaraan
government chief information officer Pemerintah Daerah,
pengembangan sumberdaya teknologi informast
komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan
nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan
publik dan kegiatan kabupaten; '
penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
di Bidang Penyelenggaraan e-Government;
penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria di bidang | layanan e-
government,
penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi di bidang layanan e-government;
penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang layanan e-government; dan
pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perin diambil.

Bidang Penyelenggaraan e-Government sebagaimarna dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.




(1)

(2)

(3)

Pasal 165

Subkoordinator Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas
melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunarn norma, standar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbinigan teknis dan supervisi,
sérta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan infrastruktur dasar data center, disgster recovery
center dan teknologi informasi komunikasi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses [internet serta
layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.

Subkoordinator  Infrastruktur dan  Tekndlogi dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program d
Subkoordinator Infrastruktur dan Teknologi;

b. pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan
data center dan disagster recovery center;

¢. pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi teknologi
informasi komunikasi dalam implementasi e-

n kegiatan

manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi
informatika;
pelaksanaan penyediaan government cloud co
[.  pelaksanaan penyediaan layanan akses internet
Pemerintah Daerah dan pubiik;
8. pelaksanaan layanan penyaringan konten negatif;
h. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra
Pemerintah Daerah;
1. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi

pemerintah;

J.  pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis dalam
pemanfaatan  sistem  komunikasi  oleh aparatur
pemerintahan;

k. pelaksanaan monitoring trafik elektronik;

1. pelaksanaan penyediaan layanan  penanganan insiden
keamanan informasi; .

m. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
di bidang keamanan informasi:

n. pelaksanaan audit teknologi informasi komuniKasi;

0. pelaksanaan, internet sehat, kreatif inovatif dan produktif;
dan

P. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Infrastrukitur dan Teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penyelenggaraan e-Government.




(1)

(2)

(3)

Pasal 166

Subkoordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberi bimbingan -
teknis dan supervisi, serta pemantauan, eyaluasi, dan
pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi
smart city di Daerah.

Subkoordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan Subkoordinator Pengembangan dan Pengelolaan
Aplikasi; _
b. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dalam pemanfaatan sistem informasi
pemerintahan dan sistem informasi publik;
¢. pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan
dan pelayanan publik yang terintegrasi;
d. pelaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi
kepemerintahan dan publik;
e. pelaksanaan layanan interoperabilitas;
f. pelaksanaan layanan inter konektivitas layanan publik dan
kepemerintahan;
g pelaksanaan layanan pusat application |programming
interface Daerah;
h. pelaksanaan layanan pengembangan business process re-
engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan
nonpemerintah (stakeholder smart city);
i. pelaksanaan layanan sistem informasi smart city;
J- pelaksanaan layanan interaktif Pemerintah Daerah dan
masyarakat;
k. pelaksanaan layanan penyediaan sarana dan sarana
pengendalian smart city; dan
I.  pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pengembangan dan Pengelol Aplikasi
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan ertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government.




(1) Subkoordinator Layanan e-Government mem;g
melaksanakan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, sta
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis ¢

(2)

Pasal 167

tugas penyiapan bahan pe

unyai tugas
musan dan
ar, prosedur
lan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan penyelenggaraan government chief information officer

Pemerintah Daerah, pengembangan sumber d
informasi

dan komunikasi Pemerintah

ya teknologi
acrah dan

masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah.

Subkoordinator Layanan e-Government dalam

a.

b.

-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memp

pelaksanaan
subkoordinator;

penyusunan  program

dan

elaksanakan
nyai fungsi:

kegiatan

pelaksanaan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu

implementasi e-government kabupaten;

pelaksanaan layanan koordinasi kerja sama lintas PD lintas

Pemerintah Daerah dan lintas pemerintah
nonpemerintah;
pelaksanaan layanan
informasi komunikasi
Daerah;

pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas

integrasi

dan e-government

pengeloladn

pusat serta

teknologi
Pemerintah

?paratur dan

sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;

pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas

masyarakat

dalam implementasi e-government dan smart city;
pelaksanaan melakukan promosi pemanfaatan layanan

smart city;

pelaksanaan layanan implementasi e-government dan smart

city;

pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan

subdomain instansi penyelenggara negara bagi
kelembagaan, pelayanan publik dan|
pemerintahan;

kepentingan
kegiatan

pelaksanaan penetapan subdomain terhadap domain yang

telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
pelaksanaan layanan pengelolaan domain dan
Pemerintah Daerah;

subdomain

pelaksanaan layanan peningkatan kapasitds aparatur

dalam pengelolaan domain, portal dan website;

pelaksanaan penetapan dan merubah nafa pejabat
domain;

pelaksanaan penetapan merubaha nama domain dan

subdornain;

pelaksanaan penetapan tata kelola nama dpmain, dan

subdomain; dan

pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlit diambil.




(3)

(1)

2)

Subkoordinator Layanan e-Government dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Penyelenggaraan e-Government.

Paragraf 5
Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik
Pasal 168
Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik

mempunyai tugas penyiapan perumusan dan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur

pelaksanaan

dan kriteria

di bidang tata kelola keamanan informasi, persandian dan
pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan perjsandian dan

statistik sektoral.

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan program kefja tahunan
Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik;

b. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan

kebijakan di

bidang layanan keamanan informasi e-government dan
layanan manajemen data dan informasi e-government;

C. penyelenggaraan penyusunan peraturan tekni

pengelolaan

komunikasi sandi antar PD dan sumber daya persandian
yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi,

perangkat lunak persandian, perangkat kera
dan jaring komunikasi sandi;
d. penyelenggaraan pengelolaan

persandian

informasi berklasifikasi

melalui pengklasifikasian informasi milik | Pemerintah
Dacrah;
€. penyelenggaraan pengelolaan® proses pengamanan

informasi milik Pemerintah Daerah;
f. penyelenggaraan perancangan pola hubungan
sandi antar PD di lingkungan Daerah;

komunikasi

g. penyelenggaraan penyiapan rencana kebutuhan sumber
daya manusia sandi, perangkat keras dan perangkat lunak

persandian;
penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, di
pemusnahan perangkat
persandian;

stribusi dan

lunak dan perangkat keras

i. penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan terhadap

perangkat lunak persandian, perangkat keras
dan jaring komunikasi sandi;
Jj. penyelenggaraan penyiapan dokumen, bahan d;
yang diperlukan untuk pelaksanaan kegi

persandian

an peralatan
atan  survei

statistik sektoral bidang sosial, ckonoml politik, hukum

dan hak asasi manusia;




k. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan
dan metodologi survei bidang politik, hukum dan hak asasi
manusia;

l. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksar;aan survei
statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum
dan hak asasi manusia;

m. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan
persandian dan statistik; dan

n. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbgngan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlwu diambil.

(3) Bidang Keamanan Informasi, Persandian ddn Statistik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin |oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 169

(1) Subkoordinator Persandian dan Keamanan| Informasi
mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan keamanan informasi e-government di kabu paten.

(2) Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pagda ayat (1),
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan prgram kerja

tahunan Subkoordinator Persandian dan | Keamanan
Informasi:
b. pelaksanaan pengukuran tii":gkat kerawanan dan
keamanan informasi:
c. pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui
pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik
Pemerintah Daerah; '
d. pelaksanaan pengelolaan proses pengamanan informasi
milik Pemerintah Daerah;
¢. pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran pengamanan
informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui
program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi,
bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
f. pelaksanaan pengamanan informasi elektronik;
8. pelaksanaan pengelolaan security operation center dalam
rangka pengamanan informasi dan komunikasi; -
h. pelaksanaan penyusunan peraturan teknis |tata kelola
persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi
pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber

daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak
persandian; ‘




pelaksanaan pengelolaan perangkat keras persandian dan

pengelolaan jaring komunikasi sandi;
pelaksanaan penyusunan peraturan teknis
pengelolaan komunikasi sandi antar PD di Daer
pelaksanaan penyusunan peraturan teknis
pengamanan komunikasi sandi; '
pelaksanaan penyusunan peraturan teknis

operasional
ah;
operasional

pengawasan

dan evaluas: terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi

berklasifikasi, pengelolaan sumber daya
operasional pengelolaan komunikasi sandi dan
pengamanan komunikasi sandi;

. pelaksanaan pengiriman, penyimpanan, pemayj
penghancuran informasi berklasifikasi;
pelaksanaan penyusunan rencana kebutyuhan s
manusia sandi;
- pelaksanaan pengembangan kompetensi su
manusia sandi melalui program pendidikan
fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshe
seminar;

pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, dis
pemusnahan perangkat
persandian;
pelaksanaan pemeliharaan dan
perangkat lunak persandian, perangkat keras
dan jaring komunikasi sandi;
pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhar
lunak persandian dalam rangka operasional
sand: antar PD di Daerah;

perbaikan

persandian,
operasional

nfaatan dan
umber daya
mber daya
, pelatihan,

)p dan/atau

tribusi dan

lunak dan perangkat keras

terhadap
persandian

2 perangkat
komunikasi

pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan perangkat

keras persandian dalam rangka operasional
sandi antar PD di Daerah;

pelaksanaan penyusunan
pengelela dan pengguna pada komunikasi s
di Daerah;

. pelaksanaan perancangan pola hubungan
sandi antar PD di Daerah;

pelaksanaan  pengamanan  terhadap
fasilitas/instalasi  penting/vital/kritis

penginderaan dan/atau metode pengamanan
lainnya;

- pelaksanaan pemulihan data atau sistem

gangguan operasional persandiandan keamanar
instrumen pengay
terhadap pelaksanaan pengelolaan

pelaksanaan penyusunan
evaluasi
berkiasifikasi, pengelolaan sumber daya
operasional pengelolaan komunikasi sandi dan
pengamanan komunikasi sandi;

rencana kebutul]

komunikasi

larl  unsur

anldi antar PD

komunikasi

kegiatan/aset/
mela]

ui  kontra
persandian

jika terjadi
1 informasi;

wasan dan
informasi
persandian,
operasional




(3)

(1)

(2)

y. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi,
pengelolaan sumber daya persandian, |operasional
pengelolaan komunikasi sandi dan operasional

pengamanan komunikasi sandi sesuai dengal
peraturan perundang-undangan; dan
pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb

n ketentuan

gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlut diambil.

Subkoordinator Persandian dan Keamanan Info
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan
kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi, Per

Statistik.

Subkoordinator Statistik dan Pengelolaan Data
tugas melaksanakan penyiapan bahan peru

Pasal 170

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, stand
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis d
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan manajemen data dan informasi e-govgmment dan
penyelenggaraan statistik sektoral.

Subkoordinator
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p
mempunyai fungsi: ¢

a.

Statistik dan Pengelolaan

pelaksanaan penyusunan rencana dan
kerja tahunan Subkoordinator Statistik dan
Data;

asi dalam
ng jawab
andian dan

mempunyai
usan dan
,» prosedur
supervisi,

ata dalam
da ayat (1)

program
Pengelolaan

pelaksanaan penyiapan konsep penetapan standar format

data dan informasi, walidata dan kebijakan;

pelaksanaan layanan recovery data dan informasi;

pelaksanaan layanan pengelolaan data
pemerintahan dan nonpemerintahan;
pelaksanaan pendataan dan identifikasi doku
dan peralatan yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan survei bidang sosial
politik, hukum dan keamanan,;

pelaksanaan inventarisasi data yang dibut
mendukung pelaksanaan survei;
pelaksanaan penyusunan program kerja tahur
setoral bidang survei dengan peraturan
undangan;

elektronik

men, bahan
kelancaran
|, ekonomi,

uhkan dan

pan statistik
perundang-

pelaksanaan penyusunan metode survei dan petunjuk

teknis pelaksanaan survei;

pelaksanaan penghimpunan bahan penyusunan petunjuk

teknis pelaksanaan dan metodologi survei bidar]

g sosial;




(3)

. pelaksanaan

Subkeordinator

pelaksanaan konsultasi dan pengoordinasiar
bahan penyusunan program kerja tahung
sektoral bidang survei bidang sosial, ekonc
Hukum dan hak asasi manusia sesuai denga
perundang- undangan;
pelaksanaan konsep/draf petunjuk teknis dan

1 persiapan
an - statistik
mi, politik,
Il peraturan

| metodologi

survel bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak

asasl manusia bidang tugasnya;

pelaksanaan pendataan dan identifikasi dokumen, bahan

dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksana

an kegiatan

survet bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak

asasi manusia untuk kelancaran kegiatan;
penghimpunan
peralatan yang diperlukan untuk pelaksana
survei bidang sosial, ekonomi, politik, huku

dokumen, Ilihan dan

kegiatan
dan hak

asasi manusia untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

pelaksanaan penyusunan rencana pelaksan
bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan
manusia di Daerah dalam rangka mendapatks
sosial masyarakat, ekonomi, politik, hukum da
manusia;

jaan survei
hak asasi
In informasi
n hak asasi

pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum

dan hak asasi manusia di
mendapatkan informasi sosial masyarakat;
pelaksanaan penyusunan data hasil survei bi

Daerah dalam

rangka

dang sosial,

ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia sesuai

dengan sistem dan program yang ditetapkan;
pelaksanaan analisis dan mengkaji ulang

hasil dan

informasi yang diperolah pada survei bidang sosial,
ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia sesuai

dengan sistem dan program yang ditetapkan;

pelaksanaan monitoring survei bidang sosial, ekonomi,

politik, hukum dan hak asasi manusia unt

nk menjadi

bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa

akan datang;

pelaksanaan data dan identifikasi konsep pengembangan
metodelogi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi
bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan| hak asasi
manusia dalam rangka meningkatan mutu data statistik;

dan

pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Statistik dan

Pengelolaan Data dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan

Statistik,




| BAB XlI ‘
MODAL, PELAYANAN TERPADU

DAN PERDAGANGAN |

Bagian Kesatu .
Kedudukan dan Susunan Organli

Pasal 171

SATU PINTU -
DINAS PENANAMAN

sasi

anam tu Pintu dan
i dal, Pelayanan Terpadu S .
) e e s itung Timur dengan Tipe A,

dagan bupaten Beli
- B e o bantu Bupati melaksarjakan Urusan

mpunyai tugas mem clak
I1-'1’1:m<=:If:'intjexxha.n dan Tugas Pembantuan di bidang penanamar

modal, bidang perdagangan dan bidang perin e.'.trian, serta
melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

(2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Sambpmat;niiz
Perdagangan dalam melaksanakan tugas scbag
dimaksud pada ayat(1) menyelenggarakan flu:l.gS.L:
a. penyelenggaraan perumusan kebljﬁan Ur.usan

Pemerintahan  bidang  penanaman odal, bidang
perdagangan dan bidang perindustrian; '
b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang
penanaman modal, bidang perdagangarn dan bidang
perindustrian;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan  Urusan
Pemerintahan bidang penanaman modal, bidang
perdagangan dan bidang perindustrian;
d. penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pinty;
dan
e. penyelenggaraan administrasi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan; dan
f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu *
diambil.

(3) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu $atu Pintu dan
Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang|berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 172

({1} Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subkoordinator Kenangan; dan
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal,
1. Subkoordinator Promosi dan Kerja Sama|Investasi; dan
2. Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal.




(2)

(1)

(2)

d. Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokument;
1. Subkoordinator Pengendalian Penanaman
Penanganan Pengaduan; dan
2. Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Infc
e. Bidang Pelayanan Perizinan,;
1. Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran;

asi; .
Modal dan

HIMASI.

2. Subkoordinator Perizinan Dasar dan Non Perizinan;

dan
3. Subkoordinator Perizinan Usaha.
f. Bidang Perdagangan;

1. Subkoordinator Bina  Usaha dan | Distribusi
Perdagangan;

2. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perdagangan;
dan

3. Subkoordinator Metrologi dan Perlindungan| Konsumen.

g. Bidang Perindustrian;

1. Subkoordinator Industri Pangan, Sandang dan Aneka;

2. Subkoordinator Industri Kerajinan, Logam
dan
3. Subkoordinator Pengembangan Wilayah Ind
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
1. Unit Pelaksana Teknis.

dan Kimia;

ustri.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan s

ebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampifan X yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 173

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan

teknis, memimpin dan mengoordinasikan urusan

modal, perdagangan dan perindustrian sesuai

peraturan perundang-undangan
pelaksanaan tugas.

untuk

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas
dimaksud pada ayat (1} menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis

kebijakan
penanaman
dengan
kelancaran

sebagaimana

penanarman

modal, pelayanan perizinan terpadu, perdagangan dan

perindustrian;
b. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaar
di bidang perencanaan dan pengemban
penanaman modal,

1 kebijakan
gan iklim




(1)

(2)

c. penyelenggaraan penetapan norma standar dan prosedur
pelaksanaan kegiatan pelayananan penanamarn modal dan

perizinan terpadu;

penyelenggaraan  pelayanan  administrasi

penanaman modal dan perizinan Jainnya;

e. penyelenggaraan kebijakan di bidang p
penanaman modal;

f. penyelenggaraan pelayanan informasi, dokum
penanganan pengaduan;

g. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksana

perizinan,
engendalian

entasi serta

n promosi

dan Kkerjasama investasi penanaman dal serta
pengembangan sistem informasi;

h. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi proses
pelayanan perizinan penanaman modal;

i. penyelenggaraan  pengelolaan urusan @i bidang

perdagangan dan bidang perindustrian;

J- penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang

perdagangan dan bidang perindustrian;
k. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi,

program,

anggaran dan keuangan serta pembinaan organisasi dan

tata laksana Dinas; dan

I.  pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 174

Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekret
kegiatan administrasi umum, perencanaan pr

ariat dalam
ogram dan

anggaran, serta Ketatausahaan berdasarkan petunjuk

pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretariptan. '

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja
tahunan rumah tangga Dinas; )

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;

¢. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan  kegiatan umum yang meliputi
pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan,
surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

€. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi darn pelaporan

- kegiatan Dinas; dan

f. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.




(3)

(1)

(2)

Sekretariat

dipimpin oleh  Sekretaris

yang

dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempu
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan
yang kerumahtanggaan,
suratmenyurat,

Pasal 175

menyangicut perlengkapan,
kearsipan serta pengelolaan

kepegawaian di lingkungan Dinas.

nyai

tugas
epegawaian

dministrasi

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam m lal_csanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
pelaksanaan perencanaan program kegiatan setiap tahun

a.

b.
C.

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;

pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengang
jabatan;

atan dalam

pelaksanaan perencanaan péningkatan keterampilan

pegawai melalui pendidikan-
struktural dan fungsional;

pelaksanaan pengumpulan data dan penyiapan
kenaikan pangkat, kenaikan gaji
pemberian penghargaan, penempatan
kesejahteraan pegawai, mutasi dan pes
pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, i
pembuatan  kartu  pegawai, keikutserta
penyelenggara jaminan sosial, tabungan pen
istri/suami;

mengelola sistem informasi manajamen kepegav
pelaksanaan penyiapan bahan penetapan
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pe
pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat,

dan pelatih

berkala,

an teknis,
bahan usul
pensiun,
formasi,

mberhentian
zin belajar,
an

badan
siun, kartu

pelaksanaan penyusunan daftar urut kepangkatan serta
vaian;

pengelola
*mbantu;
pertemuan

dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan;

pelaksanaan  pemeliharaan
keamanan dan ketertiban kantor;

kebersihan,

keindahan,

pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan

dokumentasi;

pelaksanaan inventarisasi permasalahan se
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepega
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
masalah;

pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian
Kepegawaian; dan

pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimba
atasan tentang langkah dan tindakan yang perls

uai bidang
ian secara
pemecahan

Umum dan

ngan kepada
1 diambil.




(3)

(1)

(2)

(3)

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertang
kepada Sekretaris.

Pasal 176

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas m¢
penyusunan rencana anggaran, pengelolaan &
penatausahaan keuangan, perbendaharaan, daj
keuangan.

yang dalam
rgung jawab

laksanakan
3set Dinas,
n verifikasi

Subkoordinator Keuangan dalam melaksana

an tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Kkerja

tahunan Subkoordinator Keyangan;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi

penyimpanan, pengeluaran,

pembukuan;

pertanggungjawaban dan

c. pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti pengeluaran

uang;

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do
pengeluaran uang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, vang lembur, i

makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;

f. pelaksanaan penyusunan laporan periodik d:

tentang penerimaan dan pengeluaran keuangar;
g. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengur

usul rencana keuangan dan aset;
h. pelaksanaan penyusunan kebutuhan
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor,

men/bukti

entif, uang

L

an tahunan

¥

npulan data

perlengkapan,

peralatan

kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan

menyusun
inventaris;

laporan pertanggungjawaban at

as barang

i. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, memberikan

petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

pengelola keuangan dan aset;

pelaksanaan pembinaan dan memberikan pety

njuk teknis

k. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan

administrasi pengelola keuangan dan aset;

. pelaksanaan penyusunan laporan Sub
Keuangan; dan
m. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pe

kepada atasan tentang langkah dan tindakan
diambil.

koordinator

rtimbangan
yang perlu

Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan




(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 177

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunarn

Pelaporan
perumnusan

kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan

perencanaan Dinas.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman

dan petunjuk teknis perencanaan dan pelapor

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja;
c. pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas;
d. pelaksanaan penghimpunan data program dan kegiatan

dari bidang;

e. pelaksanaan pembinaan dan pqmbenan petunjuk tcknis
mengenai penyusunan rencana program dan laporan;

f. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja,
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

rancargan

g pelaksanaan penyiapan bahan laporan penyelenggaran

Pemerintah Daerah,
pertanggungjawaban Bupati;

laporan

keterangan

h. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan

rencana program dan laporan;

i. pelaksanaan penyiapan rumusan program

kegiatan

berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang

dan UPTD dalam rangka
pendapatan dan belanja PD;

penyusunan

anggaran

J. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan bahan dan data

laporan tugas Dinas dan Subkoordinator Pérencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan;
k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhad
dan program; dan :
l. pelaksanaan

rekomendasi, saran dan pe

kepada atasan tentang langkah dan tindakan
diambil.
Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam me
tugas berada di bawah dan bertanggung jaw
Sekretaris.

Paragraf 3

Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman M
Pasal 178

Bidang Promosi dan Perencanaan Penanam

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tu
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Perdagangan di Bidang Promosi dan, Perencanaan
Modal.

lap rencana

rtimbangan
yang perlu

Pelaporan
laksanakan

rab kepada

odal

an Modal
igas Dinas
Pintu dan
Penanaman




(2)

(3)

(1)

(2)

Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman

odal dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:
a.
promosi dan perencanaan penanaman modal;
penyelenggaraan forum corporate social |
tingkat Daerah;

b.

penyelenggaraan penyusunan rencana kerja bidang

responsibility

c. penyelenggaraan verifikasi bahan kebijakan teknis promosi

penanaman modal;

d. penyelenggaraan kerjasama promosi dengan organisasi
atau asosiasi dunia usaha dan PD terkait lajn di bidang

penanaman modal;
e. penyelenggaraan promosi peluang investasi
tingkat Daerah, regional maupun nasional;

Paerah di

f. penyelenggaraan fasilitasi keljélsama kemitraan antara

usaha mikro, kecil menengah dan koperasi Da
pengusaha tingkat provinsi/nasional;
g. penyelenggaraan penyediaan informasi pelu
investasi dan bidang usaha unggulan Daerah;
penyelenggaraan penyusunan kebijakan D;
mendukung pengembangan iklim penanai
Daerah;
1. penyelenggaraan penyusunan peta potensi ¢
investasi Daerah;
j. penyelenggaraan penyusunan kebijakan di b
terbuka dan tertutup bagi penanaman modal D
penyelenggaraan  penyusunan  kebijakan
fasilitas/insentif bagi penanaman modal di Dae
l. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimba
atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

Bidang Promosi dan Perencandan Penanar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada d
bertanggung jawab kepada Kepaia Dinas.

Pasal 179

Subkoordinator Promosi dan Kerja Sama Investasi
tugas merencanakan, merumuskan dan m
kebijakan teknis di bidang promosi dan kerja samal

Subkoordinator Promosi dan Kerja Sama Inve
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa
mempunyai fungsi:

erah dengan
ang usaha,

aerah  guna
man modal

lan peluang

dang usaha
aerah;
pemberian
rah; dan
ngan kepada
1 diambil.

nan Modal
oleh Kepala
| bawah dan

| mempunyai
elaksanakan
investasi.

stasi dalam
da ayat (1),

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang promosi
dan perencanaan penanaman modal;
b. pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi forum corporate

social responsibility tingkat Daerah;




(3}

(1)

(3)

c. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis promosi

penanaman modal;

d. pelaksanaan kerja sama promosi dengan organisasi atau

asosiasi
penanaman modal;

dunia usaha dan PD terkait lain di bidang

¢. pelaksanaan promosi peluang investasi daerah di tingkat

Daerah, regional maupun nasional;

f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha
mikro, kecil menengah dan koperasi Daerah dengan

pengusaha tingkat provinsi/nasional; dan
g. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb
atasan tentang langkah dan tindakan yang per

Subkoordinator Promosi dan Kerja Sam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k¢
Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Moc

Pasal 180

Subkoordinator
Penanaman Modal mempunyai tugas

Perencanaan dan Pengembangan

angan kepada
Iu diambil.

a2 Investasi
elaksanakan
epada Kepala
al.

Iklim

merencanakan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang
perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana’

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan identifikasi peluang investasi dan
bidang usaha unggulan Daerah;

b. pelaksanaan - penyediaan informasi peluang usaha

sektor/bidang usaha unggulan daerah;
c. pelaksanaan penyusunan
mendukung pengembangan
Daerah;
pelaksanaan penyusunan peta potensi
investasi Daerah;

kebijjakan Daerah guna
iklim penanaman modal

dan peluang

e. peclaksanaan penyusunan kebijakan di bidang wusaha
terbuka dan tertutup bagi penanaman modal Daerah;

f. pelaksanaan penyusunan kebijakan

pemberian

fasilitas/insentif bagi penanamar modal di Daerah; dan

g pelaksanaan rekomendasi,

kepada atasan tentang langkah dan tindakan
diambil.
Subkoordinator Perencanaan dan

Pengembangan

saran dan pertimbangan

yang perlu

Iklim

Penanaman Medal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Promosi dan Perencanaan
Modal.

Penanaman




(1)

(2)

(3)

(1)

. penyelenggaraan penanganan _ pengaduan

Paragraf 3

Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi

Pasal 181

Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasj

mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan di bidang

pengendalian penanaman modal dan dokumentasj.

Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan
Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi;

b. penyelenggaraan pemantauan kegiatan penan
di Daerah;

c. penyelenggaraan pembinaan terhadap
penanaman modal di Daerah;

d. penyelenggaraan pengawasan terhadap
penanaman modal di Daerah;

e. penyelenggaraan assesment/ penilaian
pelaksanaan pelayanan satu pintu bidang

modal;

terhadap proses pelayanan perizinan dan nonpg
8 penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan d
teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tug
penyelenggaraan penyusunan rencana kerja su
1. penyelenggaraan pendokumentasian berkas p
nonperizinan;
J- penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan
disajikan menjadi bahan informasi;

rencana Kkerja Bidang

aman modal

kegiatan
kegiatan

terhadap
penanaman

masyarakat
ertzinan;

an petunjuk
as bidang;

1b bidang;
erizinan dan

data untuk

k. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sistem
informasi pelayanan perizinan;

I penyelenggaraan pemeliharaan sistem informalsi perizinan;
dan

m. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Bidang  Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud pada ayat :(1) dipimpin

oleh Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dina

Pasal 182

S.

Subkoordinator Pengendalian Penanaman

odal dan
Penanganan Pengaduan mempunyai tugas merencanakan,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang

pengendalian penanaman modal dan penanganan
terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan|

pengaduan




{2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Subkoordinator Pengendalian Penanaman [Modal dan
Penanganan Pengaduan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ffungsi:

a‘

b.

pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal di
Daerah;
pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan| penanaman
modal di Daerah;
pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penanaman
modal di Daerah;
pelaksanaan assesment/penilaian terhadap pelayanan satu
pintu bidang penanaman modal;
pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terhadap
proses pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan

pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal dan
Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Informasi dan

Dokumentasi.

Pasal 183

Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Informasi mempunyai
tugas merencanakan, merumuskan dan claksanakan
kebijakan  teknis pendokumentasian, pendataaan dan

informasi penanaman modal.

Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Informasi dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi:
a.

pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk
teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Informasi;

pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subkoordinator
Dokumentasi, Data dan Informasi;
pelaksanaan pendokumentasian berkas petizinan dan
nonperizinan, :
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data untuk
disajikan menjadi bahan informasi:
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem
informasi pelayanan perizinan;
pelaksanaan pemeliharaan sistem informasi perizinan; dan
pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlii diambil.

Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi.




Paragraf 4
Bidang Pelayanan Perizinan
Pasal 184
(1} Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Perdagangan di bidang pelayanan perizinan.

(2} Bidang Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Bidang

Pelayanan Perizinan;
b. penyelenggaraan penyiapan bahan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
¢. penyelenggaraan pemberian layanan informasi tentang
prosedur dan tata cara perizinan dan nonperizinan yang
diminta oleh pemohon/masyarakat;

d. penyelenggaraan pelaksanaan penerimaan registrasi
berkas permohonan perizinan dasar dan nonperizinan;
€. penyelenggaraan penelitian, memverifikasi serta

memvalidasi kelengkapan berkas permohonan izin untuk
diproses lebih lanjut;
f. penyelenggaraan pelaksanaan proses penerbitan izin dan
nonperizinan untuk selanjutnya divalidasi di tingkat lanjut;
g. penyelenggaraan pelaksanaan penelaahan, ipemeriksaan
dan pengkajian dokumen administrasi berkas permohonan
perizinan;
h. penyelenggaraan pelaksanaan proses pengolahan
permohonan perizinan;
1. penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan dan
pengolahan data perizinan;
J. penyelenggaraan penyiapan pelaksanaan | koordinasi
dengan PD terkait dalam rangka pengolahan [permohonan
perizinan dan nonperizinan; dan .
k. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

(3) Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimakshd pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam laksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 185

(1} Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas
merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan
teknis di bidang pelayanan perizinan.




(2)

(3)

(1)

(2)

Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan peraturan
undangan dan ketentuan pelaksana la
diperlukan untuk menunjang tugas;

b. pelaksanaan penyiapan penyusunan renca

Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran sel
dalam tugas;
c. pelaksanaan layanan informasi tentang prose

mempunyai

perundang-
innya yang

na kegiatan
pagal acuan

dur dan tata

cara perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh

pemohon/masyarakat;
pelaksanaan meneliti, verifikasi serta validasi

kelengkapan

berkas permohonan izin untuk diproses ditingkat lebih

lanjut;

e. pelaksanaan penyampaian dokumen perizinan dan

nonperizinan kepada pemohon; dan
f. pelaksanaan rekomendasi,

saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah .dan tindakan yang perlu

diambil.
Subkoordinator  Pelayanan Pendaftaran ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tu%s berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kegala Bidang
Pelayanan Perizinan.
Pasal 186
Subkoordinator Perizinan Dasar dan Non| Perizinan
mempunyai  tugas merencanakan, merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis di bidang perizinan dasar dan

non perizinan,

Subkoordinator Perizinan Dasar dan Non Perizinan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan peraturan
undangan dan ketentuan pelaksana
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tuga

b. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencarn

Perizinan Dasar dan Non Perizinan sebagai a

pelaksanaan tugas;
c. pelaksanaan pengelolaan berkas permohonay
dasar dan nonperizinan;
pelaksanaan  validasi
perizinan;

teknis

¢. pelaksanaan penyiapan dokumen penerbitan

nonperizinan untuk selanjutnya divalidasi
lanjut; dan
. pelaksanaan rekomendasi,

kepada atasan tentang langkah dan tindakan
diambil,

perundang-

lainnya yang

5,
a kegiatan
cuan dalam

N perizinan

terhadap permohonan

izin dan

di tingkat

saran dan pertimbahgan

yang perlu




(3)

(1)

(2}

(3)

(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas me

(2}

Subkoordinator Perizinan Dasar dan Noi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam n
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ki
Bidang Pelayanan Perizinan.

Pasal 187

Subkoordinator  Perizinan Usaha memp
merencanakan, merumuskan dan melaksanak
teknis di bidang perizinan usaha.

Subkoordinator Perizinan Usaha dalam melakss

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

n  Perizinan
ielaksanakan
epada Kepala

nyai tugas
kebijakan

Inakan tugas
fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan peraturan| perundang-
undangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;

b. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencj}a kegiatan
Subkoordinator Perizinan Usaha sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas;

c. pelaksanaan pengelolaan berkas permohonan perizinan
usaha;

d. pelaksanaan validasi teknis terhadap |permohonan
perizinan;

pelaksanaan penyiapan dokumen penerbitan

izin dan non

perizinan untuk selanjutnya divalidasi di tingkat lanjut;

dan

pelaksanaan rekomendasi,
kepada atasan tentang langkah dan tindaka
diambil.

Subkoordinator Perizinan Usaha sebagaimana din
ayat (1} dalam melaksanakan tugas berada di
Kepala Bidang

bertanggung jawab kepada
Perizinan.

Paragraf 5
Bidang Perdagangan

Pasal 188

saran dan p

sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayan
Satu Pintu dan Perdagangan di bidang bina
distribusi perdagangan, sarana dan prasarana p

serta kemetrologian dan perlindungan konsumen)|

ertimbangan

n yang perlu

aksud pada
bawah dan
Pelayanan

laksanakan
lan Terpadu
usaha dan
erdagangan

tugas

rogram  di

Bidang  Perdagangan dalam melaksana.krn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, menyelenggarakan
fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana/p

bidang perdagangan;
b.

perdagangan;

penyelenggaraan rencana/program pembangunan sektor




(3)

(1)

(2)

c. penyelenggaraan monitoring dan fasilitgsi kegiatan

distribusi bahan kebutuhan pokok;
d. penyelenggaraan pemberdayaan

konsumen,

standardisasi perdagangan dan pengawadsan barang

beredar dan/atau jasa di pasar;
e. penyelenggaraan penyediaan informasi
penyebarluasannya ke masyarakat;

pasar ‘dan

f. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan

instansi terkait dalam bidang perdagangan;

g penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap

pendistribusian barang di
distributor/subdistributor/pengecer; dan

h. pelaksanaan rekomendasi, saran dan p
kepada atasan tentang langkah dan tind
diambil.

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala
dalam melaksanakan tugas berada di
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 189

Subkoordinator Bina Usaha dan Distribusi
mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan kebijakan teknis di bidang
perdagangan dan distribusi perdagangan.

Subkoordinator Bina Usaha dan Distribusi
dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman
pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:

a. pelaksanaan penyusunan rencana/ program

tingkat

rtimbangan
yang periu

erdagangan
dimaksud

pembinaan

dan pengembangan usaha dan distribusi perdagangan;

b. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan
distribusi perdagangan; .

usaha dan

c. pelaksanaan pengawasan izin di bidang perdagangan;

d. pelaksanaan pemantauan harga dan st
kebutuhan pokok dan barang penting di pasar;

e. pelaksanaan pengolahan data dan informasi
mempublikasikannya kepada masyarakat;

pk barang

pasar serta

f. pelaksanaan fasilitasi operasi pasar dalam rangka

stabilisasi harga pangan pokok;

g pelaksanaan pengawasan terhadap distribusi dan
penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi secara

terpadu;

h. pelaksanaan pengawasan terhadap distribusi barang di

tingkat distributor/subdistributor dan pengecers

i. pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang
nasional, pameran dagang lokal bagi produk unggulan

Daerah;

j. pelaksanaan pendataan ekspor impor di Daerahj; dan
k. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan
diambil. '

yang perlu




{3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Subkoordinator Bina Usaha dan Distribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m

Perdagangan
elaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke¢pada Kepala

Bidang Perdagangan.

Pasal 190
Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perdagangan
mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis di bidang sarana dan
prasarana perdagangan.

Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perdagangan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana
mempunyai fungsi:

dimaksud pada ayat (1),

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan yang berkaitan
dengan kewenangan bidang perdagangan berkaitan dengan
pengadaaan, pembangunan, pemeliharaan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan;

b. pelaksanaan penyusunan draft petunjuk teknis dan aturan

terkait kebijakan pemanfaatan sarana dan prasarana

perdagangan;

¢. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana

distribusi perdagangan,;
pelaksanaan pembinaan
distribusi perdagangan masyarakat;

terhadap pengelola

sararna

e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik

perdagangan milik Pemerintah Daerah;

f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemanfaatan sarana dan
prasarana perdagangan kepada pedagang dan masyarakat;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku
usaha dagang yang memanfaatkan sarana dan prasarana
perdagangan Pemerintah Daerah; dan

h. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perdagangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke

pada Kepala

Bidang Perdagangan.

Pasal 191
Subkoordinator Metrologi dan Perlindungan | Konsumen
mempunyai  tugas merencanakan, merumyskan dan

melaksanakan kebijakan teknis di bidang metrologi dan

perlindungan konsumen.

Subkoordinator Metrologi dan Perliﬁ'dungan Konstimen dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa
mempunyai fungsi:

da ayat (1),




(3)

(1)

(2)

a. pelaksanaan penyusunan  program dx kegiatan
subkoordinator metrologi dan perlindungan konsumen

b. pelaksanaan penyusunan rencana/ program pembinaan
dan pengembangan kemetrologian; '

¢. pelaksanaan pembinaan kemetrologian;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ukuran takaran
timbangan dan perlengkapannya;

€. pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang ukuran
timbangan dan perlengkapannya; :

f. pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui
badan penyelesaian sengketa konsumen;

g pelaksanaan fasilitasi pembipaan dan |pengawasan
perlindungan konsumen; dan

h. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perflu diambil.

Subkoordinator Metrologi dan Perlindungan Konsumen dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Bidang Perindustrian

Paragraf 6
Bidang Perindustrian

Pasal 192

mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Perdagangan di bidang industri meliputi

pembangunan dan pemberdayaan industri, |standarisasi
industri dan teknologi industri, peningkatan |daya saing,
penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan,

pemberian fasilitas serta promosi industri dan jasa industri
pada industri kecil dan menengah.

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan t gas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana/program
pembangunan dan pemberdayaan potensi industri,

peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi
industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan
pengembangan tenaga penyuluh lapangan, bantuan teknis
dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan,
penguatan kapasitas kelembagaan, pemberi fasilitas,
serta promosi industri dan jasa industri;
penyelenggaraan pelaksanaan rencana/program
pembangunan dan pemberdayaan potensi industri,
peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi
industri, penumbuhan wirausaha, pemhinaan dan
pengembangan tenaga penyuluh lapangan, bantuan teknis

dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan
penguatan kapasitas kelembagaan, pemberi
serta promosi industri dan jasa industri; - ;

kemitraan,
an  fasilitas,
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(3)

(1)

(2}

. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan

pelaksanaan  penyusunan program dan kegiatan
Subkoordinator Industri Pangan, Sandang dan|Aneka;

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan frencana dan
program, pangan, sandang dan aneka;
pelaksanaan penyiapan bahan pembangunan sumber daya
manusia industri, pemanfaatan sumber |daya alam,
pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,
kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan di bidang
industri pangan, sandang dan aneka;

tandardisast
dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi
industri di bidang industri pangan, sandang dan aneka;
pelaksanaan  penyiapan bahan bimbingan teknis
perencanaan, perizinan, dan informasi industri di bidang
industri pangan, sandang dan aneka;

pelaksanaan penyiapan bahan pengawas standar
nasional indonesia di bidang industri pangan, sandang dan
aneka;

pelaksanaan penyiapan bahan peningkatan |penggunaan
produk dalam negeri, dan kerja sama di bidang industri

pangan, sandang dan aneka;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan
pemberian fasilitas industri di bidang indu
sandang dan aneka;

i. pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dar
pengumpulan dan pengolahari data, sert
informasi industri di bidang industri pangan,
aneka; dan

pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimba

romosi dan
tri pangan,

1 pelaporan,
penyajian

andang dan

ingan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Industri Pangan, Sandang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m

dan Aneka
elaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Perindustrian.

Pasal 194

Subkoordinator

Industri Kerajinan, Logam

mempunyai tugas merencanakan,

dan Kimia
erumuskan,

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan teknis

di bidang industri pangan.

Subkoordinator Industri Kerajinan, Logam dan

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  penyusunan program
Subkoeordinator Industri Kerajinan, Logam dan

dan

imia dalam
a ayat (1),

kegiatan
Kimia;

b. pelaksanaan penyiapan bahan peéenyusunan rencana dan

program industri kerajinan, logam dan kimia;




¢. pelaksanaan penyiapan bahan pembangunan |sumber daya
manusia industri, pemanfaatan sumber [daya alam,
pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,
kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan di bidang
industri kerajinan, logam dan kimia;
d. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi dan
pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi industri di
bidang industri kerajinan, logam dan kimia;
e. pelaksanaan penyiapan bahan  bimbingan teknis
perencanaan, perizinan, dan informasi industri di bidang
industri kerajinan, logam dan kimia;
f. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan | pengawasan
standar nasional indonesia di bidang industri kerajinan,
logam dan kimia;
g pelaksanaan penyiapan bahan peningkatan | penggunaan
produk dalam negeri, dan kerja sama di bidang industri
kerajinan, logam dan kimia;
h. pelaksanaan penyiapan bahan promosi dan pemberian
fasilitas industri di bidang industri kerajinan, logam dan
kimia;
1. pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan,
pengumpulan dan pengolahan data, serth penyajian
informasi industri di bidang industri kerajinan, logam dan
kimia; dan .
J. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

(3) Subkoordinator Industri Kerajinan, Logam |dan Kimia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kdpada Kepala
Bidang Perindustrian.

Pasal 195

(1) Subkoordinator Pengembangan Wilayah Industri mempunyai
tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, memantau
dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang industri sandang,
logam dan kimia bahan.

(2) Subkoordinator Pengembangan Wilayah Industri dalam
melaksanakan tugas sebagaimana (dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program  dan kegiatan

Subkoordinator Pengembangan Wilayah Industhi;
b. pelaksanaan penyiapan bahan, pengumpulan, | pengolahan
dan pengelolaan data dan informasi industri, kawasan
industri, perkembangan peluang pasar dap teknologi
industri;
c. pelaksanaan  penyiapan  bahan perumuisan dan
pelaksanaan rencana pembangunan industri Kabupaten
dan pengembangan perwilayahan industri;




d. pelaksanaan penyiapan kegiataﬁ promosi sentra industri
kecil dan industri menengah;
e. pelaksanaan perumusan konsep pembanglinan sentra
industri kecil dan industri menengah;
f. pelaksanaan fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung
sentra industri kecil dan industri menengabh;
g pelaksanaan pengembangan kerja sama teknis sentra
industri kecil dan industri menengah;
h. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di bidang
pengembangan wilayah industri, data dan informasi
industri; dan
i. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perju diambil.

(3) Subkoordinator Pengembangan Wilayah Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perindustrian. :

BAB XIII
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 196

(1) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur,
dengan Tipe A, mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan
di bidang pertanian dan bidang pangan.

(2) Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan

fungsi: _

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan Urusan
Pemerintahan bidang pertanian dan bidang parigan;

b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakar Urusan

Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;

¢. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang
pangan; '

a. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil; dan

d. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian
dan Pangan.

(3) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepalal Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.




(2)

(1)

Pasal 197

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subkoordinator Keuangan; dan
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan
¢. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
1. Subkoordinator Perbenihan
Tanaman Pangan dan Hortikuitura;
2. Subkoordinator Produksi dan Usaha
Pangan dan Hortikultura; dan

Pelaporan.

dan Perlindungan

Tanaman

3. Subkoordinator Pengolahan dan Pemasgran Hasil

Tanaman Pangan dan Hortikultura.
d. Bidang Perkebunan; :
1. Subkoordinator Perbenihan
Tanaman Perkebunan; -
2. Subkoordinator Produksi dan Usaha Perkeb
3. Subkoordinator
Perkebunan.
e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
1. Subkoordinator Perbibitan dan Produksi;
2. Subkoordinator Kesehatan Hewan; dan
3. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat]

dan

Perlindungan

unan; dan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Veteriner,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

f. Bidang Ketahanan Pangan;

1. Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
3. Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan.

g. Bidang Penyuluhan Pertanian;

1. Subkoordinator Kelembagaan dan
Penyuluhan Pertanian; dan
2. Subkoordinator Metode dan Informasi

Pertanian.
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
1. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian g
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercaj
Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 198

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebyj

Ketenagaan

Penyuluhan

tan Pangan
ntum pada

terpisahkan

akan teknis,

memimpin dan mengoordinasikan ‘urusan bidang pertanian

dan bidang pangan sesuai ketentuan peraturan
undangan untuk kelancaran tugas.

perundang-




(2)

(1)

(2)

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas |[sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, ketahapan pangan,
peternakan dan kesehatan hewan serta | penyuluhan
pertanian;
b. penyelenggaraan penyiapan penyusunan bahan rumusan
kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangar], penyediaan
infrastruktur pangan dan sumberdaya | pendukung
ketahanan pangan lainnya;
¢. penyelenggaraan penyiapan pelaksanaan kebijakan di
bidang petahanan pangan;
d. penyelenggaraan penyusunan program | penyuluhan
pertanian; ¢
€. penyelenggaraan pengawasan mutu, peredaran dan
pengendalian penyediaan benih tanaman,| benih/bibit
ternak dan hijauan pakan ternak;
[. penyelenggaraan pengawasan penggunaan sarana
pertanian;
g. penyelenggaraan pembinaan produksi di bidang pertanian;
h. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama
penyakit tanaman dan penyakit hewan;
i. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan
bencana alam:
J penyelenggaraan pembinaan pengolahan dar] pemasaran
hasil pertanian;
k. penyelenggaraan dan pendampingan penyuluhan
pertanian;
. penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi
teknis/pertimbangan teknis pertanian;
m. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pertanian dan pangan;
n. penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan;
dan
0. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 199

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dalam kegiatan
administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta
ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang
berlaku untuk tertib kesekretariatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tughs sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja

tahunan rumah tangga Dinas;




{3)

(1)

(2)

penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtangghan, surat
menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya; dan

€. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Dinas.

Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan
langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 200

lggung jawab

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan

yang menyangkut perlengkapan,
menyurat,
kepegawaian di lingkungan Dinas.

kerumahtan

kearsipan serta  pengelolaan

epegawaian
aan, surat
administrasi

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam mielaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan setiap tahun

b.
c.
d.

anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan K

earsipan;

pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalantn Dinas;

pelaksanaan pengusulan
Jabatan;

pelaksanaan perencanaan peningkatan
pegawai melalui pendidikan
struktural dan fungsional;
pelaksanaan pengumpulan data dan penylapan
kenaikan pangkat, kenaikan gaji
pemberian penghargaan, penempatan
kesejahteraan pegawai, mutasi
pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pen

pegawaj dan pengang;

dan pelatih

berkala,

atan dalam

keterampilan

an teknis,
bahan usul
pensiun,
formasi,

dan pemberhentian

didikan dan

pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembuyatan Kkartu
pegawai, keikutsertaan badan pengelola jaminan sosial,

tabungan pensiun, kartu istri/suami:

pelaksanaan penyusunan daftar urut kepanai;atan serta

mengelola sistem informasi manajamen kepega

pelaksanaan penyiapan bahan penetapan

1an;
pengelola

keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;

pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat,

pertemuan

dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan;

pelaksanaan  pemeliharaan
keamanan dan ketertiban kantor;

kebersihan,

keindahan,




(3)

(1)

(2)

k. pelaksanaan inventarisasi permasalahan se¢suai bidang
tugas pokok subbagian umum dan kepegawaian secara

rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
masalah;
. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian
Kepegawaian; dan

pemecahan

Umum dan

pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Subbagian

yang dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Pasal 201

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas m
penyusunan rencana anggaran, pengelolaan

elaksanakan
aset Dinas,

penatausahaan keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi

keuangan,

Subkoordinator Keuangan

dalam melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan prpgram kerja

tahunan Subkoordinator Keuangan;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi

penyimpanan,

pembukuan;
¢. pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti

uang;

pengeluaran, pertanggungjawaban dan

pengeluaran

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen/ bukti

pengeluaran vang;

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur,
makan uang tambahan beban kerja dan lainn

[.  pelaksanaan penyusunan laporan periodik
tentang penerimaan dan pengeluaran keuang

8- pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengu
usul rencana keuangan dan aset;

h. pelaksanaan penyusunan kebutuhan
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, per
pengamanan aset, usulan penghapusan
menyusun laporan pertanggung jawaban a
barang inventaris;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan,
petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

p

il?sentif, uang

L

an tahunan

pulan data
rlengkapan,
tan kantor,

aset dan
tas barang-

memberikan

J.  pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis

pengelola keuangan dan aset;

k. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan

administrasi pengelola keuangan dan aset;
l. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan
dan rencana pemeliharaan barang unit;

barang unit




(3)

(1)

(2)

m. pelaksanaan penylapan bahan administrasi
penyaluran, penghapusan dan pemindahtangp
milik negara;
pelaksanaan
Keuangan; dan

penyusunan  laporan

pengadaan,
nan barang

Subkoordinator

0. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} dalam melaksanakan tugas berada di
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 202

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

bawah dan

Pelaporan
perumusan

kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan

perencanaan Dinas.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan pr
tahunan Subkoordinator
Pelaporan;

Perencanaan, Ewvaluasi

pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;

gram kerja
dan

c. pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas;

d. pelaksanaan penghimpunan data program d
dari bidang;
¢. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe

kegiatan

juk teknis

mengenai penyusunan rencana program dan laporan;

f. pelaksanaan penyusunan

rencana strategys,

laporan

kinerja, rancangan anggaran pendapatan dan belanja

daerah;
g pelaksanaan penyiapan bahan laporan pen elenggaraan
Pemerintah Daerah, laporan keterangan

pertanggungjawaban Bupati;

rencana program dan laporan;

i. pelaksanaan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan
UPTD dalam rangka penyusunan anggaran
dan belanja PD;

laporan pelaksanaan tugas Dinas dan Sub

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
k. pelaksanaan pemantauan dan

pelaksanaan rencana dan program;

evaluasi

penyiapan rumysan program

pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan

kegiatan
bidang dan
pendapatan

pelaksanaan penyiapan dan penyusunan bahdn dan data

koordinator

terhadap




(3)

(1)

(2)

. pelaksanaan pelaporan hasil tugas dan kegi
Sekretaris Dinas secara periodik  seba
pertanggungjawaban; dan

atan kepada
gai  bahan

. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang periu diambil.

Subkoordinator Perencanaan, _E,ya.luasi dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

Pelaporan
elaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.
Paragraf 3
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura)
Pasal 203

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura memg
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan keb
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan
di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikuilty

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pe

menyelenggarakan fungsi: :

a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan
produksi, perlindungan, pengolahan dan pem
di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana keby
penyediaan benih di bidang tanaman {
hortikultura;

unyai tugas
jakan, dan
dan evaluasi

hra  dalam
ida ayat (1)

perbenihan,
asaran hasil

[tuhan dan
Yangan dan

¢. penyelenggaraan pengawasan mutu dan pereddran benih

di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis

penerapan

peningkatan produksi di bidang tanaman
hortikultura;

¢. penyelenggaraan pengendalian dan penanggul
penyakit, penanggulangan bencana alam, d
perubahan iklim di bidang tanaman p
hortikultura;

angan dan

gan hama
dampak
gan dan

f. penyelenggaraan pemberian bimbingan pasca panen,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman

pangan dan hortikultura:

g penyelenggaraan pemberian izin usaha/:

ekomendasi

teknis/pertimbangan teknis di bidang tanaman pangan

dan hortikultura;

h. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi
tanaman pangan dan hortikultura;

. penyelenggaraan penyediaan dukungan
tanaman pangan dan hortikultura;

di bidang

infrastruktur




(1)

(2)

penyelenggaraan pengembangan potensi dan

pengelolaan

lahan dan irigasi pertanian;

penyelenggaraan penyediaan dan pengawasa
pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertania;
penyelenggaraan pemberian bimbingan dan

n peredaran
1,
pembiayaan

serta fasilitasi evaluasi pertanian; dan
pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb

atasan tentang langkah dan tindakan yang perju diambil.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di

bawah dan bertanggun_awab kepada Kepala Dinas.

Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan
Pangan' dan Hortikultura mempunyai tugas 1
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

Pasal 204

Tanaman
melakukan
kebijakan,

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi

di Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan
Pangan dan Hortikultura. :

Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan
Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan ty
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
a.

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan re
anggaran Subkoordinator Perbenihan dan Pei
Tanaman Pangan dan Hortikultursa;
pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan
pada Subkoordinator Perbenihan dan Perlin
bidang tanaman pangan dan hortikultura;
pelaksanaan penyiapan bahan penyedi

' Tanarman

Tanaman
Igas pokok
fungsi:

ncana dan
rlindungan

kebijakan
dungan di

aan  dan

pengawasan peredaran benih di bidang tana
dan hortikulitura; -

n pangan

pelaksanaan  penyiapan bahan pengawasan dan
pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;
pelaksanaan penyiapan bahan. sertifikasi

enih dan

pengendaliaan sumber benih di bidang tanaman pangan

dan hortikultura;

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana
kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di

bidang tanaman pangan dan hortikulturs;
pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi [
dan pengeluaran benih yang beredar di bidan;
pangan dan hortikultura;

pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan
benih dan kelembagaan benih di bidang
pangan dan hortikultura;

emasukan
Z tanaman

produksi
tanaman

ngan kepada



(3)

(1)

{2)

pelaksanaan penyiapan bahan pengendaliar] serangan
organisme pengganggu tumbuhan d1 bidang tanaman
pangan dan hortikultura; -
pelaksanaan penyiapan bahan ‘pengamatan |organisme
pengganggu tumbuhan di bidang tanaman p%ngan dan
hortikultura;
pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian,
pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan
peramalan organisme pengganggu tumbuhan di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;
pelaksanaan pengelolaan data organisme pengganggu
tumbuhan di bidang tanaman pangan dan hc%ikultura;

. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan

organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman

pangan dan hortikultura;
pelaksanaan  penyiapan  bahan sekolal lapang
pengendalian hama terpadu di bidang tan pangan
dan hortikultura;
pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak
perubahan iklim di bidang fanaman pangan dan
hortikultura;

pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangdan bencana
alam di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis
perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan

dan hortikultura;
r. pelaksanaan penyusunan laporan

dan

pendokumentasian kegiatan Subkoordinator Perbenihan
dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

dan
s. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb

ngan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Perbenihan dan Perlindung

Tanaman

Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman

Pangan dan Hortikultura.

Pasal 205

Subkoordinator Produksi dan Usaha Tanaman

Pangan dan

Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan dan  pelaksanaan  kebijakan,

pemberian

bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang

produksi dan usaha tanaman pangan dan hortikul

Subkoordinator Produksi dan Usaha Tanaman
Hortikultura dalam melaksanakan tugas
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

tura,

Pangan dan
sebagaimana

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Subkoordinator Produksi dan Usaha Tanaman

Pangan dan Hortikultura;




b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di
bidang peningkatan produksi: dan wusahaj di bidang
tanaman pangan dan hortikultura; ’

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana
tanam, produksi dan usaha di bidang tanamar| pangan dan
hortikultura;

d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi|budidaya di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian
kegiatan Subkoordinator Produksi dan Usaha Tanaman
Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;:

g. pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur tanaman
pangan dan hortikultura;

h. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan
dan irigasi pertanian;

i. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran
pupuk, pestisida serta alat dan niesin pertanian;

j. pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomengdasi teknis/
pertimbangan teknis di Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura; dan

k. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

(3) Subkoordinator Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan
Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert ggung jawab
kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 206

(1) Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas| melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelak aan, dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dar:valuasi di

bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan
hortikultura,

(2) Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di
bidang pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;

¢. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan
pengembangan unit pengolahan hasil di bidgng tanaman
pangan dan hortikultura;




(3)

(@)

d. pelaksanaan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan
hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan cara produksi
pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan
kelayakan pengolahan di bidang tanaman |pangan dan
hortikultura;

. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi
pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman
pangan dan hortikultura;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman
pangan dan hortikultura;

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi [pelaksanaan
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasi] di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

j. pelaksanaan penyusunan lapordn dan pendokumentasian
kegiatan Subkoordinator Pengolahan dan Pemjasaran Hasil
Tanaman Pangan dan Hortikultura;

k. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pempiayaan dan
fasilitasi evaluasi pertanian;

. pelaksanaan pendataan, penghitungan dan pelaporan
statistik pertanian; dan

m. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung

Jawab kepada Kepala Bidang Tanaman ngan dan
Hortikultura.
Paragraf 4
Bidang Perkebunan
Pasal 207

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan | pemberian
bimbingan teknis, pelaksanaan perizinan, pembinaan usaha
serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perkebunan.

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sgebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;

a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan |di bidang
perbenihan, produksi, usaha, perlindungan, | pengolahan
dan pemasaran hasil perkebunan;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan
penyediaan benih di Bidang Perkebunan;

C. penyelenggaraan pengawasan mytu dan peredaran benih di
Bidang Perkebunan;




{3)

(1)

(2)

d. penyelenggaraan

pemberian  bimbingan
peningkatan produksi di Bidang Perkebunan;

penerapan

€. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama

penyakit, penanggulangan bencana alam, d
perubahan iklim di Bidang Perkebunan;
f. penyelenggaraan penanggulangan gangguan
pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;
g penyelenggaraan pemberian bimbingan
pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Per
h. penyelenggaraan pemberian izin

an dampak

usaha, dan

pascapanen,
kebunan;
usaha/rekomendasi

teknis/pertimbangan teknis di Bidang Perkebunan

i. penyelenggaraan pembinaan usaha dan s
perkebunan;

J. penyelenggaraan pengolahan, penyusunan d
data perkebunan;

ana usaha

pelaporan

k. penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana di

Bidang Perkebunan;
. penyelenggaraan pemantauan dan evaluas
Perkebunan; dan
pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb:

di Bidang

gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang periu diambil.

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam melaksdnakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal .2 08

Subkoordinator

Perbenihan dan . Perlindungan

Tanaman

Perkebunan mempunyai tugas melakukan penylapan bahan

penyusunan  kebijakan, pelaksanaan, dan
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi.

Subkoordinator
Perkebunan dalam melaksanakan
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

anggaran Subkoordinator Perbenihan dan P

Tanaman Perkebunan;

Perbenithan dan Perlindungan

pemberian

Tanaman

tugas sebagaimana

erlindungan

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan i’::bijakan di
Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Perkebunan; '

c. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran/

penggunaan benih di
Perlindungan Tanaman Perkebunan;

Subkoordinator Perbenihan dan

d. pelaksanaan pengawasan dan Pengujian mutu benih

tanaman perkebunan;

e. pelaksanaan sertifikasi benih dan pengendali

benih di bidang perkebunan;

lan sumber




(3)

(1)

(2)

pelaksanaan  perencanaan  kebutuhan |benih dan-
pengembangan varietas unggul di Bidang Perkebunan;
pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan
dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;

. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan produksi benih

dan kelembagaan benih di Bidang Perkebunan;
pelaksanaan penyiapan bahan pengendalign organisme

organisme
pengganggu tumbuhan di bidang Perkebunan;
pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian, |pemantauan,
bimbingan operasional pengamatan dan| peramalan
organisme pengganggu tumbuhan di bidang pgrkebunan;

pelaksanaan pengelolaan data organisme pengganggu
tumbuhan di bidang perkebunan;

- pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan [kelembagaan

organisme pengganggu tumbuhan di bidang perkebunan;

pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak
perubahan iklim di bidang perkebunan;
pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangan bencana
alam di bidang perkebunan;
pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan
perlindungan di bidang perkebunan;
pelaksanaan penyusunan pelaporan dan
pendokumentasian kegiatan Subkoordinator| Perbenihan
dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengadaan,
penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta
sarana perlindungan tanaman perkebunan; dan
pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil,

. pelaksanaan penyiapan bahan sckolEh lapang

Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan ng jawab
kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 209

Subkoordinator Produksi dan Usaha Perkebunan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan
perizinan, pembinaan usaha perkebunan serta pemantauan
dan evaluasi di subkoordinator.

Subkoordinator Produksi dan Uéaha Perkebunan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi:




(3)

(1)

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Subkoordinator Produksi dan Usaha|Perkebunan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan |kebijakan di
Subkoordinator Produksi dan Usaha Perkebunan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan rencana |[tanam dan

produksi di bidang perkebunan;
d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu

hasil dan

produksi di Subkoordinator Produksi |dan Usaha

Perkebunan,
e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi

budidaya di

Subkoordinator Produksi dan Usgha Perkebunan;
f. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan
pendokumentasian kegiatan Subkoordinator Produksi dan

Usaha Perkebunan;
g pelaksanaan proses perizinan dan tanda d
perkebunan;
h. pelaksanaan pembinaan usaha dan sar
perkebunan;
i. pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha

aftar usaha
ana usaha

perkebunan

dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;

J- pelaksanaan pengelolaan, penyusunan dan p
statistik perkebunan;

aporan data

k. pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan kebun; dan
I.  pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Produksi dan Usaha Perkebunan dalam
melaksanakan tugas berada di bawdh dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 210

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbi
serta pemantauan dan evaluasi di subkoordinator.

Subkeordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan
penyusunan
ngan teknis

Perkebunan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di

bidang pengolahan hasil perkebunan;

c. pelaksanaan penyiapan  bahan bimbingan  dan

pengembangan unit  pengolahan hasil
perkebunan;

di bidang




(3)

(1)

(2)

d. pelaksanaan penyiapan dalam penyusunan keputuhan alat

pengolahan hasil di bidang perkebunan;

e. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan cara produksi
pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan

kelayakan pengolahan di bidang perkebunan;

f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan

pasar di bidang perkebunan;
g. pelaksanaan fasilitasi promosi
perkebunan; .
pelaksanaan penyiapan bahan pémberian bim

produk

informasi

di bidang

lﬁningan teknis

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil
perkebunan;

J. pelaksanaan penyusunan pelaporg
pendokumentasian kegiatan Subkoordinator
dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

pelaksanaan
di bidang

1] dan
Pengolahan

k. pelaksanaan bimbingan analisa usaha tani dan pemasaran

hasil perkebunan;

1. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca

panen, dan pengolahan hasil perkebunan; dan

pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang pertu diambil.

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan

sebagaimana dimaksud pada ayat*{l) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Perkebunan.

Paragraf 5
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 211

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan kebijakan, dan

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi

di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bidang  Peternakan dan  Kesehatan
melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan , kebijakan

Hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam

di bidang

benih/bibit, produksi, peternakan dan keschatan hewan,
perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di

bidang peternakan;

penyelenggaraan pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. penyelenggaraan pengendalian peredaran dan

penyediaan

benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/hLibit hijauan

pakan ternak;




(3)

(1)

(2)

d. penyelenggaraan  pemberian  bimbingan
peningkatan produksi ternak;
e. penyelenggaraan pengendalian penyakit

penjaminan kesehatan hewan;
f. penyelenggaraan pengawasan obat hewan;
g. penyelenggaraan pengawasan pemasukan dar
hewan, dan produk hewan;
penyelenggaraan pengelolaan pelayanan jasa
dan jasa medik veteriner; :
1. penyelenggaraan penerapan dan pengawasar]

penerapan

hewan dan

| pengeluaran
laboratoriurm

| persyaratan

teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan

hewan;

j. penyelenggaraan pemberian izin/rekomendasi di bidang
peternakan, keschatan hewan dan kesehatan masyarakat

veteriner;
penyelenggaraan pemberian bimbingan p

sca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

l. penyelenggaraan pemantauan dan evalua
peternakan dan kesehatan hewan; dan
- pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb

i di bidang

angan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang, yang

dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
jawab kepada Kepala Dinas. :
Pasal 212

bertanggung

Subkoordinator Perbibitan dan Produksi mempuz[::yai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan

ebijakan,

teknis serta

pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan

produksi peternakan.

Subkoordinator Perbibitan

dan Produks

i dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi;
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan
anggaran Subkoordinator Perbibitan dan Prod

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan

rencana dan
si;
ebijakan di

bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan d

peredaran

pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan rnak;

dan peredaran hijauan pakan ternak;
¢. peclaksanaan penyiapan bahan pengawas
mutu, pakan, benih/bibit hijauan pakan tern
f. pelaksanaan penyiapan bahan pengujian
hijauan pakan ternak;

pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian | penyediaan

produksi,

benih /bibit




(3)

(1)

(2)

g pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan

sumber daya

genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

h.
peternakan;

pelaksanaan pemberian bimbingan peningkatan produk

i. pelaksanaan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok

peternak;
J. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimb

angan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Perbibitan dan Produksi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Ke
Peternakan dan Kesehatan Hewan.

pala Bidang

Pasal 213
Subkoordinator Kesehatan Hewan mempunyai tugas
melakukan  penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan |teknis serta

pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

Subkoordinator Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan| rencana dan
anggaran Subkoordinator Kesehiatan Hewan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di
bidang kesechatan hewan;

¢. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat
hewan tingkat distributor;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan
dan pemberantasan penyakit hewan;

e. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan! persyaratan

teknis kesehatan hewan dan penerbitan surat keterangan

kesehatan hewan;
{. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehata

n hewan;

g pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangdn, penutupan
dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan

penerapan mutu obat hewan;

i. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan izin / rekomendasi

usaha distributor obat hewan dan prakte
kesehatan hewan;

k pelayanan

J. pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan penularan
ZOONnosis;

k. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendTMmentasian
kegiatan Subkoordinator Kesehatan Hewan;

I. pelaksanaan penyiapanbahan pemberian bimbingan teknis
kesehatan hewan);

m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan kesehatan hewan; dan

n.

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.




(3)

(n

Subkoordinator Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada

di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan.

Pasal 214

Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas
melakukan penylapan bahan penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di subkoordinator.

Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veterinen, Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Peternakan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai [fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan |rencana dan
anggaran Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di

bidang kesehatan masyarakat veteriner, per
pemasaran hasil peternakan;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian
penanganan limbah dampak, hygiene dan sa
produk hewan;
pelaksanaan pemberian fasilitas sertifikasi
produk hewan skala kecil;
¢. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi
penilaian dokumen aplikasi
pemasukan produk hewan:

f.  pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan

produk hewan;

pelaksanaan penyiapan sertifikasi veteriner
produk hewan;

dan pemotongan hewan qurban;

pengeluaran

golahan dan

penerapan
nitasi usaha

unit usaha

teknis hasil
)  dan/atau

pemasukan

pengeluaran

pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan rumah potong

i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan
pengembangan unit pengolahan hasil |di bidang
peternakan;

J- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat
pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;

pelaksanaan penyiapan bahan penerapan cara produksi

pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan
kelayakan pengolahan di bidang peternakan dan kesehatan

hewan;

l.  pelaksanaan pelayanan dan pengembanga.ﬁn informasi
pasar di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

. pelaksanaan fasilitasi  promosi
peternakan dan kesehatan hewan;

produk

di bidang




(3) Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner,

(1)

(2)

(3)

n. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis

keschatan masyarakat veteriner,
pemasaran hasil di bidang peternakan;
o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

pengplahan  dan

pelaksanaan

kegiatan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang peternakan;

p. pelaksanaan penyusunan laporan dan pend¢kumentasian
kegiatan Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

dan

q- pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di

bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan.

Paragraf 5
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 215

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan, program, pemberian pe¢ndampingan
serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.

Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:
a. penyelenggaraan
ketahanan pangan;

penyiapan  koordinasi

di  bidang

b. penyelenggaraan penyiapan penyusunan bahan rumusan

kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan;
c. penyelenggaraan penyiapan kebijakan di bidan
pangan; .
d. penyelenggaraan pemberian pendampingan
kegiatan di bidang ketahanan pangan;

g ketahanan

pelaksanaan

€. penyelenggaraan penyiapan pemantapan program  di

bidang ketahanan pangan;
f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi
kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan

dan

pelaporan

g penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil,

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab ke pada Kepala

Dinas melalui Sekretaris Dinas.




(1)

(2)

(3)

Pasal 216

Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
mempunyai tugas melakukan penyiapan | koordinasi,
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan| kebijakan,
pemantapan, serta pemberian pendampingan, [pemantauan,

dan evaluasi subkoordinator.

Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan P

angan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:
a.

b.

Subkoordinator

“daerah rawan pangan;

pelaksanaan  penyusunan  program

dan

kegiatan

Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,;

pelaksanaan bahan

penyiapan

koordinasi

di

Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi
pangan (stok pangan) dalam rangka menghada
keagamaan nasional;
pelaksanaan penyiapan bahan analisis di Su
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan

ketersediaan

ipi hari besar

bkoordinator

rencana dan

pelaksanaan kegiatan di Subkoordinator Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan;
pelaksanaan penyiapan data dan
penyusunan neraca bahan makanan;

pelaksanaan penyiapan bahan
kerawanan pangan;

pelaksanaan penyiapan bahan

analisis
intervensi

pelaksanaan bahan

penyiapan

informasi

pendanipingan

untuk

penanganarn

penanganan

di

Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan analisis

sistem kewaspadaan pangan dan’ gizi;
pelaksanaan  penyiapan  bahan

penda.rnﬂlngan
Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan P gan;

di

pelaksanaan penyiapan data dan informasi kerentanan dan

ketahanan pangan Daerah;

pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di Subkoordinator Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Ketersediaan dan Kerawanan

Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mdlaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Ketahanan Pangan.




Pasal 217

(1) Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan koordinasi, | pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta
pemberian pendampingan, pemantauan dan| evaluasi di

(2)

(3)

(1)

Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan.

Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pgngan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:
a.

b.

Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan

pelaksanaan  penyusunan program dan  kegiatan
Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan;
pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di
Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan;
pelaksanaan penyiapan bahan analisis di Subkoordinator
Distribusi dan Cadangan Pangan:

. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan [rencana dan

pelaksanaan kegiatan di Subkoordinator Distribusi dan
Cadangan Pangan;

pelaksanaan penyediaan data dan informasi
harga pangan;

pelaksanaan penyiapan pengembangan
distribusi pangan untuk meningkatkan akse masyarakat
terhadap pangan; _
pelaksanaan penyiapan bahan pendamping kegiatan di
Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Panggn;

pelaksanaan penyiapan, dan pengelolaan, d cadangan
pangan Pemerintah Daerah:
pelaksanaan penyiapan pemanfaatan cadaniean pangan

Pemerintah Daerah;
pelaksanaan penyiapan bahan pemantauvan, évaluasi dan
pelaporan kegiatan di Subkoordinator Distribusi dan
Cadangan Pangan; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

ebagaimana

dimaksud pada ayat {1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Ketahanan Pangan.

Pasal 218

Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan [mempunyai
tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemant apan, serta
pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di

subkoordinator.




() Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program d kegiatan

Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi Subkoordinator
Konsumsi dan Keamanan Pangan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan analisis Sybkoordinator
Konsumsi dan Keamanan Pangan;

d. pelaksanaan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi
energi dan protein masyarakat per kapita per t

e. pelaksanaan penyiapan bahan pemanfaatan lahan
pekarangan untuk ketahanan pangan lokal keluarga;

f. pelaksanaan penyiapanbahan penyusunan | peta pola
konsumsi pangan;

g pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan |pengawasan
pangan segar yang beredar;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan di
Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di Subkoordinator Konsumsi dan
Keamanan Pangan;

J. pelaksanaan penyiapan bahan promosi konsymsi pangan
yang beragam, bergizi seimbang dan am berbasis
sumberdaya lokal; '

k. pelaksanaan penyiapan penghitungan pgla pangan
harapan tingkat konsumsi;

l. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan pangan
pokok lokal;

m. pelaksanaan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan
Daerah; :

n. pelaksanaan penyiapan bahan komumkam, informasi dan
edukasi keamanan pangan; dan

0. pclaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

(3) Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Ketahanan Pangan.

Paragraf 6
Bidang Penyuluhan Pertaman

Pasal 219
(1) Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas

melaksanakan  penyusunan  kebijakan, program dan
pelaksanaan penyuluhan pertanian.







(2)

(3)

(1)

(2)

Bidang Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan d
penyuluhan pertanian;

menyelenggarakan

an program

b. penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pengembangan
mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;

¢. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan,

pengemasan,

dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan

pelaku usaha;
d. penyelenggaraan
ketenagaan;
€. penyelenggaraan pemberian fasilitasi penur

pengelolaan

kelembagaan

dan

nbuhan dan

pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi

pelaku utama dan pelaku usaha;
f.  penyelenggaraan peningkatan kapasitas penyy
sipil negara, swadaya dan swasta;
8- penyelenggaraan pemantauan dan evaluas
penyuluhan pertanian; dan
h. penyelenggaraan rekomendasi saran dan
kepada atasan tentang langkah dan tinda
diambil.

luh aparatur
} di bidang

ertimbangan
yang perlu

Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugas berada di
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 220

Subkoordinator Kelembagaan dan Ketenagaan
Pertanian mempunyai tugas melakukan penyi
penyusunan  kebijakan, pelaksanaan, dan

bawah dan

Penyuluhan
apan bahan
pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

Subkoordinator Kelembagaan dan Ketenagaan

Penyuluhan

Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

anggaran Subkoordinator Kelembagaan dan
Penyuluhan Pertanian;

b. pelaksanaan penyusunan program
Subkoordinator Kelembagaan dan Ketenagaan
Pertanian;

¢. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan
bidang kelembagaan dan ketenagaan
pertanian;

dan

Ketenagaan

kegiatan
Penyuluhan

kebijjakan di
penyuluhan

d. pelaksanaan penyiapan bahan penguatan, pengembangan,
peningkatan kapasitas di Subkoordinator Kelembagaan dan

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;




(3)

(1)

(2)

e. pelaksanaan penyiapan bahan penguatan, pehgembangan,

dan peningkatan kapasitas kelembagaan pet

. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi
kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;

g. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi
akreditasi kelembagaan petani;

penghargaan balai penyuluhan pertanian;

ertifikasi dan

pelaksanaan penyiapan bahan penilaian dan pemberian

i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian

kegiatan Subkoordinator Kelembagaan dan
Penyuluhan Pertanian;

J. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaaj
kelembagaan ketenagaan penyuluh pertanian;

Ketenagaan

n database

k. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan
pemberian penghargaan penyuluh pertanian;

l.  pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tugas dan kegiatan
penyuluhan pertanian; dan

m. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

Subkoordinator Kelembagaan dan Ketenagaan
Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan
kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

Pasal 221

u diambil.

Penyuluhan
(1) dalam
goung jawab

Subkoordinator Metode dan Informasi Penyuluhgan Pertanian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan

kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis

serta pemantauan dan evaluasi di

informasi penyuluhan pertanian.

Subkoordinator Metode dan Informasi Penyuluh
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksflﬂ

(1) mempunyai fungsi:

bidang rthetode dan

Pertanian
pada ayat

a. pelaksanaan  penyusunan program dan  kegiatan
Subkoordinator Metode dan Informasi Penyuluhan
Pertanian;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran  Subkoordinator Metode dan | Informasi
Penyuluhan Pertanian;

¢. pelaksanaan penyiapan bahap penyusunan program
penyuluhan pertanian;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan |materi dan
pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;

€. pelaksanaan penyiapan bahan supervisi rgatcri dan

pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;

f. pelaksanaan penyiapan bahan informasi

penyuluhan pertanian;

Han media




{3)

(1)

(2)

(3)

penyiapan bahan pengembangan dan
sistem manajemen informasi | penyuluhan

g. pelaksanaan
pengelolaan
pertanian;

h. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian
kegiatan Subkoordinator Metode dan Informasi Penyuluhan
Pertanian; dan

i. pelaksanaan rekomendasi saran.dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kﬁ:pada Kepala
Bidang Penyuluhan Pertanian.

BAB X1V
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 222

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung
Timur dengan Tipe A, rnempunyai; tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan
di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijak Urusan
Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerintgzhan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

C. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Urusan
Pemerintahan bidang administrasi kependydukan dan
pencatatan sipil; , _

d. penyelenggaraan administrasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil; dan :

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dij
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
Jjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

pimpin oleh
pbertanggung




(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 223

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pe
Sipil terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
1. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
1. Subkoordinator Identitas Penduduk; dan

ncatatarn

Pelaporan;

2. Subkoordinator Pindah Datang dan Pendataan

Penduduk

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
1. Subkoordinator Kelahiran dan Kematian;
2. Subkoordinator Perkawinan, Perceraian,
Status Anak dan Pewarganegaraan.

n

rubahan

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

1. Subkoordinator Sistem Informasi
Kependudukan; dan

Administrasi

2. Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data

Kependudukan.
Bidang Pemanfaatan Data dan InovasiPelayan

b

1. Subkoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan

2. Subkoordinator Pemanfaatan Data d
Kependudukan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Unit Pelaksana Teknis.

Dokumen

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependiidukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum pada Lampiran Xl yang merupakan
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

‘Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 224

bagian yang

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis,

memimpin dan mengoordinasikan urusan

administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil sesupi peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran,

b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
¢c. penyelenggaraan pengelolaan perlengkaparn,

usaha, rumah tangga dan barang milik negarnga,

urusan tata
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(Z)

(1)



(3)

(1)

(2)

e. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertirhbamgan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;

dan

f. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dalam
tugas berada di bawah dan bertanggung ja
kepada Kepala Dinas.

Pasal 226

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan

elaksanakan

ab langsung

Pelaporan
rdinasi dan

mempunyal tugas melakukan penyiapan koo
penyusunan, mengevaluasi dan pelaporan program dan
anggararn.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1)

fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program dan
menyiapkan bahan dan kebijakan tekni
perencanaan;

b. pelaksanaan kegiatan perencanaaan teknis
kebijakan Kepala Dinas;

mempunyai

anggaran,
di bidang

inas sesuai

c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subkoordinator

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

d. pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan program kerja

dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan koordinasi

pendataan dengan instansi/bidang

penunjang pelaksanaan kegiatan;

ter

kegiatan perencanaan dan

ait untuk

f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana

prasarana  kantor dengan
kebutuhan barang Dinas;

menggunakan

analisis

g pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan éebagai

bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

h. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan

H

data dan

informasi, layanan dan penyajian data/informasi, analisa

data sebagai bahan informasi pengambilan keh
i. pelaksanaan penyusunan instrumen da
monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tinj
pelaksanaan program,;
J. pelaksanaan penyilapan bahan penyusunar
indikator kinerja kegiatan Dinas;

ijakan;

n kegiatan
blkat realisasi

1 penetapan

k. pelaksanaan penyiapan
strategis dan laporan kinerja sebagai pertan
kinerja Dinas;

l. pelaksanaan penyiapan bahan laporan pen;
Pemerintahan Daerah dan bahan laporan
pertanggungjawaban Bupati; dan

. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba
atasan tentang langkah dan tindakan yang per]

bahan penyusm;g:

rencana
ngjawaban

yelenggaraan
keterangan

ngan kepaida
u diarabil.







(3)

(1)

(2)

Subkoordinator

Perencanaan, Evaluasi

dan

Pelaporan

sebagaimana dimaksu pada ayat ‘(1) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

"~ Sekretaris.

Pasal 227

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan

koordinasi

dan pelaksanaan pengelolaan

keuangan,

penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi;
pelaksanaan penyusunan rencana dan program Kkerja

a.

b.

g.
h.

tahunan subbagian;

sebagaimana

pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi

penerimaan penyimpanan, pengeluaran
jawaban dan pembukuan;

pelaksanaan meneliti dan ménguji kebe
dokumen/bukti pengeluaran uang dan

pendapatan asli Daerah;

pertanggung

naran setiap
penerimaan

pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do kumen/bukti
pengeluaran uang dan penerimaan pendapatan asli

Daerah;

pelaksanaan pengurusan penggajian, u
insentif, uang makan uang tambahan beb
lainnya;

:Eg lembur,
kerja dan

pelaksanaan persiapan laporan pericdik dF'n tahunan

tentang penerimaan dan pengeluaran keuang

.
?

pelaksanaan penyusunan laporan subbagian; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

(3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

{2)

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
tugas berada di bawah dan bertanggung j

Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

Pasal 228

n'jvlaksanakan
ja

ab kepada

tugas

melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, Kearsipan,

urusan

administrasi  aparatur  sipil

negarg,

urusan

perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik
negara/Daerah. '

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a.
b.
c.

pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat dan
pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;
pelaksanaan penyelenggaraan hubungan
protokol dan perjalanan Dinas;

kearsipan;

masyarakat,




(3)

(1)

(2)

{3)

d. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian Dinas
meliputi  pengusulan pegawai, pengangkatan dalam
jabatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan pemberhentian
pendisiplinan dan kesejahteraan pegawai;

¢. pelaksanaan perencanaan dan peningkatan| keterampilan
pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis,
struktural dan fungsional;

f. pelaksanaan rencana kerja subbagian;

g. pelaksanaan penyusunan laporan subbagian;|dan

h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 229

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan | pendaftaran
penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pendaftaran
penduduk; :
¢. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pendaftaran penduduk;
d. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan | pendaftaran
penduduk;

€. penyelenggaraan  penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk;

f.  penyelenggaraan pendokumentasian hasil pelayanan
pendaftaran penduduk;

‘8 penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakar yang perlu
diambil; dan
h. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 230

Subkoordinator Identitas
melakukan melakukan penyiapan bahan
perumusan Kkebijakan teknis, pembinaan,

Penduduk mempunyai tugas

perencanaan,
koordinasi,

pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk

serta pelaksanaan identitas kependudukan.

mempunyai

Subkoordinator Identitas Penduduk dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)}
fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan

rencana dan

anggaran kegiatan pelayanan identitas penduguk;

b.
teknis pelayanan identitas penduduk;
c. pelaksanaan penyiapan
koordinasipelayanan identitas penduduk;
. pelaksanaan kegiatan identitas penduduk;
€. pelaksanaan pelayanan dan

pembinaan

penerbitan

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

dan

dokumen

pendaftaran penduduk meliputi: menerima dan meneliti/
memverifikasi berkas persyaratan (dokumen Kartu keluarga

dan kartu tanda penduduk);

f. pelaksanaan pelaporan hasil penyelenggaraan pelayanan

identitas penduduk; dan

atasan tentang langkah dan tindakan yang pe:

Subkoordinator Identitas Penduduk sebagaimal
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada ¢

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendaftaran Penduduk.

Pasal 231

Subkoordinator Pindah Datang dan Pendataa

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

-lu diambil.

na dimaksud
i bawah dan
y  Pelayanan

n Penduduk

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan kogrdinasi serta

pelaksanaaan pelayanan pindah datang dan

penduduk,

Subkoordinator Pindah Datang dan Pendataan

pendataan

Penduduk

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan

Subkoeordinator Pindah Datang dan Pendataan

Penduduk

b. pelaksanaan pendaftaran warga negara Indpnesia yang

tinggal sementara; :
c. pelaksanaan pendaftaran pindah datang pen
provinsi dan kabupaten/kota;

duduk antar




(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

d. pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk antar
negara,

e. pelaksanaan kegiatan pendataan penduduk;

f. pelaksanaan pelaporan hasil penyelenggaraan pendaftaran
pindah datang dan pendataan penduduk; dan

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1111113laksanaka\n
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 232
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas

melaksanakan penylapan perumusan kebijakam teknis dan
pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan
fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan pelayanan
pencatatan sipil;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pencatatan
sipil;
¢. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pencatatan sipil;
d. penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;
e. penyelenggaraan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
[. penyelenggaraan pedokumentasian hasil pelayanan
pencatatan sipil;
g penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil; dan
h. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin loleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 233

Subkoordinator Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, | perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan
pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.




(2)

(3)

(1)

(2}

Subkoordinator Kelahiran dan Kematian dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a.

b.

pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran membuat
program kerja kegiatan pelayanan kelahiran dan kematian;
pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran|dan kematian
meliputi: menerima dan meneliti berkas persyaratan;
pelaksanaan proses pencatatan dan penandatanganan
buku register akta kelahiran dan kematian;
pelaksanaan proses pencatatan dan penerbitan kutipan
akta kelahiran dan kematian; '
melaksanakan proses pencatatan dan penerpitan kutipan
kedua akta kelahiran dan kematian;
pelaksanaan perekaman data pencatatan Kelahiran dan
kematian;
pelaksanaan verifikasi dokumen akta kélahiran dan
kematian;
pelaksanaan pembuatan laporan penerbitan akta kelahiran
dan kematian;
pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan
dengan pencatatan kelahiran dan kematian;
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.;
dan
pelaksanaan koordinasi kelahiran dan kematian dengan
sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Subkoordinator Kelahiran dan Kematian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab s kepada Kepala Bidang

Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 234

Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status
Anak dan Pewarganegaraan mempunyai tugas, melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan |status anak

dan pewarganegaraan.

Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status
Anak dan Pewarganegaraan dalam melaksangkan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran membuat
program kerja kegiatan pelayanan perkawinan, perceraian,
perubahan status anak dan pewdrganegaraan:

pelaksanaan pelayanan pencatatan erkawinan,
perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak,
pengesahan anak, perubahan nama, pencatatan peristiwa
penting lainnya, perubahan status, dan pewarganegaraan
meliputi menerima dan meneliti berkas persyaratan;



(3)

(1

(2)

pelaksanaan proses pencatatan dan penandatanganan
buku register akta perkawinan, perceraian, perubahan
status anak dan pewarganegaraan;
pelaksanaan proses pencatatan dan penerpitan kutipan
akta perkawinan, perceraian, perubahan stdtus anak dan
pewarganegaraan;
pelaksanaan perckaman data pencatatan perfibahan status
anak, pewarganegaraan dan kematian;
pelaksanaan verifikasi untuk pengesahan dokumen akta
perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan
pewarganegaraan;
pelaksanaan pembuatan laporan pendrbitan akta
perkawinan, perceraian, perubahan status anak;
pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan
dengan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan
status anak dan pewarganegaraan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas |[dan kegiatan
kepada atasan;
pelaksanaan  koordinasi  perubahan  status anak,
pewarganegaraan dan kematian dengan subunit kerja lain
di lingkungan Dinas; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb angan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status
Anak dan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dalam melaksanakan tugas, berada di | bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil.

Paragraf S5

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 235

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan | perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengelolan informasi administrasi kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakstd pada ayat

(1),

a.

menyelenggarakan fungsi:
penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan anggaran
pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,
serta pengolahan dan penyajian data kependudukan;

penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan serta pengolahan
dan penyajian data kependudukan;




(3)

(1)

(2)

¢. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi K
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi K
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan ko

pelaksanaan

pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang.
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan serta
pengolahan, dan penyajian data kependudukan;

penyelenggaraan  pengelolaan  informasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi

administrasi
administrasi

kependudukan serta pengolahan dan penyajian data

kependudukan; ¢
penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta

pengolahan dan penyajian data kependudukan
penyelenggaraan rekomendasi saran dan

; dan

pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang periu

diambil.

Pasal 236

ependudukan

oleh Kepala

di bawah dan

ependudukan
perencanaan,

rdinasi serta

pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi K pendudukan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai fungsi:

a,

pelaksanaan penyusunan program kerja
kegiatan operasional yang meliputi pengelola

an rencana
perangkat

keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data;

pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan te
sistem informasi administrasi
pelaksanaan tugas  dengan
komunikasi;

pelaksanaan pengolahan sistem informasi
kependudukan dengan jaringan komunikasi
menggunakan perangkat keras dan lunak;
pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pe
sistem teknologi informasi dan komunikasi dat:

teknologi

pelaksanaan penyiapan dan ﬁembinaan pearsonil,

kependudukan

is kegiatan
sesuai
informasi/

administrasi
data dengan

ngembangan
M
baik

petugas registrasi maupun operator perangkat keras dan
perangkat lunak untuk mendukung program sistem

informasi administrasi kependudukan;
pelaksanaan  kegiatan
perangkat lunak dan jaringan komunikasi

perawatan  perangkat

keras,
data agar

senantiasa dapat digunakan untuk mendukung program

sistem informasi administrasi kependudukan;
pelaksanaan update sistem dan data terhadap
kabupaten dan kecamatan;

perangkat di




(3)

(1)

(2}

h.

pelaksanaan sistem yang saling ‘terkait dan terpadu antara
pendaftaran penduduk dan pencatatan {sipil dengan
aplikasi relational database management syst;m;

pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data base penduduk
yang dimutakhirkan secara terus menerus/berkelanjutan
dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil sehari-hari; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Keperldudukan.

Pasal 237

Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi serta pelaksanaaan pengolahan dLm penyajian

kependudukan.

Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan dalam melaksanakan tugas |sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a.

pelaksanaan penyusunan program kerja fdan rencana
kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan
laporan yang dimulai dari penerimaan dat , pengolahan
dan analisis data serta penyampaian laporan data, baik
data yang bersifat individual maupun agregat yang
digunakan baik oleh individu, lembaga/dinas maupun
pihak swasta yang memerlukan;
pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan damn pengolahan
dan penyajian data warga negara Indonesia dan warga
negara asing yang berbasis kepada sistem informasi
administrasi kependudukan;
pelaksanaan pengolahan, pengeditan data kependudukan
sesuai pelaksanaan tugas;
pelaksanaan penerbitan dan penyajian data statistik
kependudukan baik individu maupun agregat yang
didukung oleh sistem informasi administrasi
kependudukan;
pelaksanaan pelayanan permintaan data yang |diminta oleh
atasan, individu, lembaga/dinas maupun in si swasta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;;

pelaksanaan penyusunan data statistik kependudukan di
bidang kependudukan agar dapat disajikan data yang valid
dan benar;
pelaksanaan pengolahan data dan lappran tertib

administrasi dan menghasilkan data dan laporan yang baik
dan benar; 1 _




H

h. pelaksanaan penjaminan kerahasiaan d
memelihara dan menyimpan data kependu
terus menerus untuk menjamin agar data
dengan baik; dan

ata  individu,
dukan secara
dapat terjaga

i. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertim

gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

(3) Subkoordinator Pengolahan dan

Penyajian

Data

Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bert
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Kependudukan.

Paragraf 6

ggung jawab
Administrasi

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pasal 238
(1)

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfa
inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

(2)

tan data dan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan
data dan dokumen kependududukan, kerj

inovasi pelayanan administrasi kependudukanm;
penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis

(3)

data dan dokumen kependududukan, kerja

inovasi pelayanan administrasi kependudukani;

. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi

pemanfaatan data dan dokumen kependud
sama serta inovasi pelayanan administrasi kep
penyelenggaraan pemanfaatan data d
kependududukan;

penyelenggaraan Kerja sama administrasi kepe
f. penyelenggaraan inovasi pelayanan
kependudukan;

penyelenggaraan penataan dokumentasi
kependudukan; dan _

penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi

pemanfaatan data dan dokumen kependuduce
- sama serta inovasi pelayanan administrasi ke

dan

pemanfaatan
g sama serta

pemanfaatan
Sama serta

pelaksanaan

dukan, kerja

ndudukan;
dokumen

ndudukan;

administrasi
administrasi
pelaksanaan

Jukan, kerja
sendudukan;

i. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang per

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 1}
dalam melaksanakan tugas pokokniya berada di

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

diambil.

cbagaimana
idang yang
bawah dan




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 239

Subkoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
tugas melakukan penyiapan bahan perencanaah,
kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan
kerja sama administrasi kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

mempunyai
perumusan

pelaksanaan
pelaksanaaan

Subkoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi: :

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan
anggaran Subkoordinator Kerja Sama
Pelayanan; '

d

rencana dan

an Inovasi

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis pelayanan kerja sama dan inovasi pelayanan;

pelaksanaan penyiapan pembinaan dan
pelayanan kerja sama dan inovasi pelayanan;
pelaksanaan pelayanan dan penerbitan
kerjasama dan inovasi pelayanan;

sama dan inovasi pelayanan; _
f. pelaksanaan pengembangan inovasi pelayanan;

koordinasi

dokumen

pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelayanan kerja

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbgngan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;

dan
h.
kerja sama dan inovasi pelayanan.

Subkoordinator Kerja Sama dan Inovasi

pelaksanaan pelaporan hasil penyelcn_ggaraﬂn pelayanan

Pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Pasal 240

Subkoordinator Pemanfaatan Data

dan

Dokumen

Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pelaksanaaan pemanfaatan
dokumen kependudukan.

Subkoordinator Pemanfaatan Data dan
Kependudukan dalam melaksanakan tugas

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kerja,

anggaran kegiatan pemanfaatan data dan d
kependudukan; )

pelaksanaan pemanfaatan data kependudu
pelaksanaan tugas;

data dan

Dokumen
ebagaimana

ncana dan
dokumen

an sesuai



(3)

(1}

(2)

(3)

¢. pelaksanaan jaminan  kerahasiaan data  individu,

. memelihara dan menyimpan data kependudukan secara
terus menerus untuk menjamin agar data |dapat terjaga
dengan baik;

d. pelaksanaan  pengumpulan, pemilihan, pengolahan,
penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan
dokumen, buku registrasi pencatatan sipil,| serta berkas
persyaratan permohonan dan dokumen kependudukan
lainnya; ,

e. pelaksanaan pelayanan dibidang pemanfaatan|dan penataan
dokumen kependudukan sesuai bidang tugasnya sesuai
peraturan dan perundang-undangan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan kepada atasan;

g. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;
dan

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/
lembaga/pihak terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi.

Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen

Kependudukan dalam melaksanakan tugas berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Data dan tnovasi Pelayanan.

BAB XV
DINAS PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunari Organisasi

Pasal 241

Pemanfaatan

Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur déngan Tipe B,
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang kelautan dan

i:;erikanan.

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan Urusan
Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang
kelautan dan perikanan;

€. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Urusan
Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan:

d. penyelenggaraan administrasi Dinas Perikanan;|dan

€. penyelenggaraan rekomendasi saran dan rtimbangan
kepada atasan tentang langkah‘dan tindakan yang perlu
diambil.

Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.




{1} Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:

Pasal 242

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan
Wilayah Pesisir;

Pengelolaan

1. Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan Kegil; dan

2. Subkoordinator Pengelolaan Wilayah Pesisir

d. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk

Perikanan,;
1. Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Perik

an; dan

2. Subkoordinator Diversifikasi dan Promosi Produk
Perikanan. 3
e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan;
1. Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Kecil
Pembudidayaan Ikan; dan
2. Subkoordinator Pengelolaan Pembudidayaan lkan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. UPT.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} tercantum pada Lampiran XIII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

(1)

(2)

Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 .
Kepala Dinas’

Pasal 243

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebi
memimpin  dan mengoordinasikan urusan k¢
perikanan sesuai dengan peraturan perunda;
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan

nelayan  kecil

dan  pengelolaan

jakan teknis,
slautan  dan
ng-undangan

sebagaimana

perumusan kebijakan pemberdayaan
wilayah

pesisir,

pemberdayaan usaha dan diversifikasi produk perikanan,

dan pemberdayaan usaha

pembudidayaan ikan;

kecil dan

pengelolaan

b. penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan

pengelolaan wilayah pesisir, pemberdayaan

usaha dan

diversifikasi produk perikanan, dan pemberddyaan usaha

kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan;




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan
nelayan  kecil dan  pengelolaan  wilayah  pesisir,
pemberdayaan usaha dan diversifikasi produk perikanan,
dan pemberdayaan wusaha kecil dan| pengelolaan
pembudidayaan ikan;

d. penyelenggaraan administrasi Dinas Perikanan; dan

¢. penyelenggaraan rekomendasi saran dan |pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil. '

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 244 |,

Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekretariat dalam
kegiatan administrasi umum, perencanaan rogram dan
anggaran, serta ketatausahaan berdasark petunjuk
pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretariatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan
tahunan rumah tangga Dinas;

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;

C. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan,

perlengkapan, inventaris, kerumahtan , surat
menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;
€. penyelenggaraan rekomendasi saran dan ertimbangan

kepada atasan tentang langkah‘dan tindaka yang perlu
diambil; dan

f. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi da
kegiatan Dinas.

pelaporan

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertariggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 245

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, surat
menyurat, kearsipan serta pengelolaan |administrasi
kepegawaian di lingkungan Dinas.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fyngsi:
a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan
pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksinakan tugas

etiap tahun




(3)

——

pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan|
pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalar
pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengar

1an Dinas;
igkatan dalam

jabatan;
pelaksanaan  perencanaan peningkatan | keterampilan
pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural
dan fungsional;
pelaksanaan pengumpulan data dan menyjapkan bahan
usul kenaikan- pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun,
pemberian penghargaan, penempatan formasi,
kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai,
pendidikan dan pelatihan, ujian "pendidikan dan pelatihan,
ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai,
keikutsertaan badan penyelenggara jaminan sosial,
tabungan pensiun, kartu istri/suami;
pelaksanaan penyusunan daftar urut kepangkatan serta
mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pengelola
keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;
pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan
upacara, serta melakukan kegiatan;
pelaksanaan pemeliharaan  kebersihan,
keamanan dan ketertiban kantor;
pelaksanaan  penyusunan  kebutuhan perlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor,
pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan menyusun
laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;
pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;

keindahan,

. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengumpulan data

usul rencana aset;
pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis
pengelola aset;
pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan
administrasi pengelola aset;
pelaksanaan penatausahaan daftar inventaris, arsip dan
dokumentasi:
pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;
pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian; dan
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

yang dalam




{1

(2)

Pasal 246

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
anggaran, penatausahaan keuangan, pengelolaan aset Dinas
perbendaharaan, verifikasi keuangan, menyiapkan bahan
penyusunan  perumusan kebijakan teknis| di  bidang
perencanaan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi
serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perencan Dinas.

Subkoordinator Keuangan, Perencanaan d Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a.

b.

5@

e

pelaksanaan menyusun rencana dan program kerja
tahunan subkoordinator;

pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas ang meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan
pembukuan; '

pelaksanaan kaji ulang setiap dokumen/bukti pengeluaran
uang;

pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen /bukti
pengeluaran vang;

pelaksanaan pengurusan gaij, uang lembur, insentif, uang
makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;
pelaksanaan penyusunan laporan periodik dan tahunan
tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan;
pelaksanaan kaji data usul rencana keuangan;
pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan
administrasi pengelola keuangan;
pelaksanaan analisis bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;
pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas;
pelaksanaan analisis data program dan kegiatan dari
Bidang;
pelaksanaan petunjuk teknis mengenai |penyusunan
rencana program dan laporan;
pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan
kinerja, rancangan anggaran pendapatan dan belanja
Daerah; '
pelaksanaan penyiapan bahan laporan penyelenggaran
Pemerintah Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati sesuai pedoman ddan ketentuan
yang berlaku;
pelaksanaan penyusunan bahan koordinalsi rencana
program dan laporan;
pelaksanaan penyusunan rumusan program kegiatan
berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang dan
UPTD dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja PD;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana
dan program:;
pelaksanaan penyusunan laporan subkoordinatpr;
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang peril) diambil.




(3} Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam |melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.
Paragraf 3
Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir
Pasal 247 |

(1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah
Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi,
fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, |evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan
pengelolaan wilayah pesisir.

(2) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah
Pesisir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyiapan koordinasi | pelaksanaan

pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan wilayah
pesisir;
b. penyelenggaraan pemberian fasilitasi pergymusan dan
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan
pengelolaan wilayah pesisir;
€. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan wilayah
pesisir; dan
d. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

(3} Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah
Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 248

(1) Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas
melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pemberdayaah nelayan kecjl.

{2) Subkoordinator = Pemberdayaan Nelayan  Kecil dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan = program kegiatan

subkoordinator setiap tahun anggaran;
b. pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi pembiayaan dan
permodalan bagi nelayan kecil;




(3)

(1)

(2)

(3)

c. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan bagi nelayan kecil;

kelompok usaha bersama bagi nelayan kecil;

pelaksanaan penyuluhan dan penumbuhkembangan

e. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi kemitraan nelayan

kecil;
f. pelaksanaan penerbitan surat, kapal nel

nelayan, serta membantu fasilitasi penerbitan

atas tanah nelayan dan asuransi nelayan;

yan, Kkartu

sertifikat hak

g. pelaksanaan evaluasi dan pelapor: kegiatan
Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
h. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil,

Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Pasal 249

Subkoordinator Pengelolaan Wilayah Pesisir mempunyai tugas

melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisi

S, penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir,

Subkoordinator  Pengelolaan  Wilayah  Pesi

sir dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program
Subkoordinator setiap tahun anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggar;

pelelangan ikan;

kegiatan

aan tempat

c. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan

restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir;

d. pelaksanaan  penyusunan  rekomendasi kebijakan
pengendalian pencemaran wilayah pesisir;

e. pelaksanaan  koordinasi dengan instansi terkait
pengendalian pencemaran wilayah pesisir;

f. pelaksanaan penyediaan data dan informasi pengelolaan
sumber daya perikanan tangkap dan wilayah pesisir; dan

g pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb gan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator  Pengelolaan Wilayah Pesisir  dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Kecil dan




{1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Prod;

Paragraf 4

Pasal 254

Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifi
Perikanan mempunyai tugas
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksana)
evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan j
usaha, diversifikasi produk perikanan dan prq
perikanan.

Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi

melaksanakan

uk Perikanan

kasi Produk
penyiapan
kebijakan,
remberdayaan
ymosi produk

Produk

Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyiapan koordinasi

pelaksanaan

pemberdayaan usaha, diversifikasi produk perikanan dan

promosi produk perikanan;
b. penyelenggaraan pemberian fasilitasi

pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha),

produk perikanan dan promosi produk peri
C. penyelenggaraan evaluasi

perumusan dan

diversifikasi
an.

dan pelaporan | pelaksanaan

pemberdayaan usaha, diversifikasi produk pgrikanan dan
promosi produk perikanan; dan
d. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.

Produk

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifzﬁasi

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tu

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada K¢

Pasal 251

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Perikanan

s pokoknya
pala Dinas.

mempunyai

tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaai
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pen
pemberdayaan usaha perikanan. “

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Perika

h kebijakan,
yelenggaraan

nan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan subkoordinator

setiap tahun anggaran;
b.
pemberdayaan usaha perikanan;

pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis

¢. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi pembiayaan dan

permodalan bagi pelaku usaha perikanan;
d. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan
usaha perikanan;

bagi pelaku




(3)

(1)

(2}

(3)

€. pelaksanaan

informasi

penyelenggaraan penumbuhkembangan

usaha

kelompok usaha perikanan;

f. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi kemitraan pelaku
usaha perikanan; X

g. pelaksanaan penyediaan data dan
perikanan;

Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan

pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan Stuibkoordinator

i. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Perikanan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Ke

pala Bidang

Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Petikanan.

Pasal 252

Subkoordinator Diversifikasi dan Promosi Produk Perikanan
mempunyai tugas melakukan pengumpulan datal, identifikasi,

analisis, penyiapan bahan perumusan dan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan.

pelaksanaan

Subkoordinator Diversifikasi dan Promosi Produk Perikanan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan subkoordinator
setiap tahun anggaran;
b. pelaksanaan perumusan konsep kebijakan diversifikasi dan

promosi produk perikanan;

¢. pelaksanaan peningkatan mutu produk perikanan;

produk perikanan;
e. pelaksanaan peningkatan utilitas;

f. pelaksanaan peningkatan kapasitas produksi

pelaksanaan pengkajian dan sosialisasi potensi diversifikasi

produk

perikanan; .

8. pelaksanaan peningkatan akses dan kapgsitas pasar
produk perikanan;

h. pelaksanaan promosi produk perikanan;

(=

pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan Su
Diversifikasi dan Promosi Produk; dan

bkoordinator

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perli diambil.

Subkoordinator Diversifikasi dan Promosi Produ

k Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi

Perikanan.

Produk




(1)

(2)

(3)

(2)

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pasal 253

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Pembidudayaan Ikan mempunyai tugas

penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan|

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas

dimaksud pada ayat (1} menyelenggarakan fungsil:

a. penyelenggaraan penyiapan koordinasi

Pengelolaan

melaksanakan

pelaksanaan
emberdayaan

Pengelolaan
sebagaimana

pelaksanaan

pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan

ikan;
penyelenggaraan pemberian fasilitasi

pengelolaan pembudidayaan ikan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan

perumusan dan
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usala

kecil dan

pelaksanaan

pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan

ikan; dan
penyelenggaraan rekomendasi

saran dan pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil,

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan

Pengelolaan

Pembudidayaan lkan sebagaimana dimaksud

ada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaks}nakan tugas

pokoknya berada di bawah dan bertanggung j
Kepala Dinas.

Pasal 254

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Kecil Pe
Ikan mempunyai tugas
identifikasi, analisis,
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
penyelenggaraan  fasilitasi
pembudidayaan ikan.

pemberdayaan 1ysaha

wab kepada

mbudidayaan

melakukan pengumpulan data,
penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan
kecil

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan
Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan subkoordinator

setiap tahun anggaran;
b.
usaha kecil pembudidayaan ikan:

pelaksanaan perumusan konsep kebijakan pemberdayaan

c. pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyelenggaraan

fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi
ikan;

pembudidaya




(3)

(1}

(2)

pelaksanaan identifikasi kebutuban dan pet
pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ik

1yelenggaraan
ran;

e. pelaksanaan penyuluhan bagi pembudidaya ikan;

f. pelaksanaan penyelenggaraan penumbuhkembangan
kelompok pembudidayaan ikan;

g. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi kemitraan
pembudidaya ikan;

h. pelaksanaan penerbitan tanda pencatatan usaha
pembudidayaan ikan dan tanda pencatatan kapal

pengangkut ikan hidup serta rekomendasi penerbitan surat

izin usaha perdagangan di bidang pembudida

an ikan;

i. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan subkoordinator

kepada atasan; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perfu diambil.
Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan

Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Pembudidayaan Ikan.

Pasal 255

Subkoordinator Pengelolaan Pembudidayaan I
tugas melakukan pengumpulan data, identifi

elaksanakan
epada Kepala
Pengelolaan

mempunyai
si, analisis,

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi serta pelaporan
pembudidayaan ikan.

pelaksanaan

Subkoordinator Pengelolaan Pembudidayaan

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p

mempunyai fungsi:

a.
setiap tahun anggaran;

b.
budidaya perikanan berdasarkan rencana
wilayah;

pengelolaan

Ikan dalam
ada ayat (1),

pelaksanaan perencanaan program kegiatan suybkoordinator

pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan

tata ruang

¢. pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikdn yang baik

dan cara pembesaran ikan yang baik;

d. pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyediaan benih
ikan;

€. pelaksanaan penyediaan calon induk dan indik ikan yang
bermutu;

f. pelaksanaan pelestarian calon induk, mduk, dan/atau
benih jkan;

g pelaksanaan pembinaan mutu pakan ikan;

h. pelaksanaan pengelolaan air dan laHan untuk
pembudidayaan ikan:

i. pelaksanaan penyediaan data dan informasi pengelolaan

pembudidayaan ikan;

pelaksanaan pengelolaan kesehatin ikan dan lingkungan;




(3)

pelaksanaan pembinaan obat
pembudidaya ikan; dan
. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb.

ikan yang

r digunakan

gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pengelolaan Pembudidayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} melaks

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Ikan dalam
akan tugas
epala Bidang

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan

Ikan.

BAB XVI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 256

(1)- Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menmpunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembanthan di bidang

(2)

(3)

(1)

lingkungan hidup.

Dinas

Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam ayat { 1) menyelenggarakan

fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan
Pemerintahan bidang lingkungan hidup;

kebijakan

Urusan

b. penyelenggaraan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang

lingkungan hidup;
c. penyelenggaraan  evaluasi  dan
Pemerintahan bidang lingkungan hidup;

pelaporan

Urusan

d. penyelenggaraan administrasi Dirias Lingkungan Hidup; dan

¢. penyelenggaraan rekomendasi saran dan

pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.,

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepalal Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 257

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdjri dari;

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan

2
-

3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan.




(2)

(1)

(2)

- peraturan

Bidang Tata Lingkungén;
1. Subkoordinator Penataan
Lingkungan;

dan

Pemelitharaan

2. Subkoordinator Kajian Dampak Lingkungan dan

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun

(B3).
d. Bidang Persampahan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan;
1. Subkoordinator Pengelolaan Sampah; dan
2. Subkoordinator Peningkatan Kapasitas| Lingkungan
Hidup.
e. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
1. Subkoordinator Pemantauan Kualitas Lingkungan; dan
2. Subkoordinator Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan. '
f. Bidang Penaatan Lingkungan;
1. Subkoordinator Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan; dan
2. Subkoordinator Penegakan Hukum Lingkungan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada

Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidg
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 °
Kepala Dinas

Pasal 258

Kepala Dinas

merumuskan kebijakan teknis,

Lingkungan Hidup mempunyai
memimpin

k terpisahkan

tugas
dan

mengoordinasikan urusan lingkungan hidup sesuai ketentuan

perundang-undangan  yang
kelancaran pelaksanaan tugas.

ber]

alkl  untuk

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoodinasian penyusunan rencana perligllclllungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lin
strategis Kabupaten;

pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

ngan hidup

pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;

Daerah;

pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten;;

»

pengoordinasian pengumpulan dan penyimpanan sementara
limbah bahan berbahaya dan beracun dal

am 1 (satu)




f. penetapan pengakuan masyarakat hukum

h. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dar

k. pengoordinasian pengelolaan sampah dan p

€. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungan dan izin pusat pendidikan

lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

Daerah;
dat, kearifan
kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak mas;gri:akat hukum

adat terkait dengan pusat pendidikan lin
yang berada di Daerah;

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
atau pengetahuan tradisional dan hak masy
adat terkajt dengan pusat pendidikan ling
yang berada di Daerah;

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyara
Daerah;

penyelesaian pengaduan masyarakat di |
pendidikan lingkungan hidup terhadap usg
kegiatan yang izin lingkungan dan/atay
pendidikan lingkungan hidup diterbitkan ole
Daerah. -

pendaurulangan sampah/pengolahan
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir
diselenggarakan oleh swasta;

diselenggarakan oleh pihak swasta;

ngan hidup

peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan

kearifan lokal
akat hukum
ngan hidup

. penyuluhan
katan tingkat

pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;

nidang pusat
ha dan/atau
izin pusat
h Pemerintah

enerbitan izin
sampah,
sampah yang

pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang

m. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi, program, anggaran
dan keuangan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana
Dinas; dan

n. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 259

(1) Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekretariat dalam

kegiatan administrasi
anggaran, serta ketatausahaan
pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di
ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja tah

tangga Dinas;
b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepe
C. penyelenggaraan pengelolaan keuan

perbendaharaan;

umum, perencanaan program dan
berdasarkan

petunjuk
iatan.

maksud pada
unan rumah

gawaian;

Dan dan




(3)

(1)

(2)

d. penyelenggaraan kegiatan umum yang melipy
kerumahtanggaan,

Sekretariat dipimpin cleh Sekretaris yang dalam

. penyelenggaraan perencanaan,

perlengkapan, inventaris,
menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;
penyelenggaraan rekomendasi

1ti pengadaan,

surat

saran dan |pertimbangan

kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil; dan

kegiatan Dinas.

evaluasi dan pelaporan

melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian memy
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan
yang menyangkut perlengkapan,
menyurat,
kepegawaian di lingkungan Dinas.

Pasal 260

kearsipan serta  pengelolaan

kerumahtanggaan,

unyai  tugas

kepegawaian
surat
administrasi

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimgna dimaksud

pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a.

b.
c.

pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan setiap

tahun Subbagian Umum dan Kepegawaian;
pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;

pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam

jabatan;

perencanaaan peningkatan keterampilan pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional;
pengumpulan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun,

pemberian

penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai,
mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan

pelatihan, ujian pendidikan dan pelatihan, wji

dinas, izin

belajar, pembuatan kartu pegawai, keikutsertaan badan
penyelenggara jaminan sosial, tabungan pensiun, kartu

istri/ suami;
penyusunan daftar urut kepangkatan sert
sistem informasi manajamen kepegawaian;

mengelola

penyiapan bahan penetapan pengelola keuangan daerah,

bendahara dan bendahara pembantu;

pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemmuaan dan

upacara, serta melakukan kegiatan keproty
administrasi perjalanan Dinas;
pelaksanaan  pemeliharaan
keamanan dan ketertiban kantor;
penatausahaan daftar inventaris, arsip dan doki

kebersihan,

bkolan dan
keindahan,

himentasi;




3)

(1)

(2)

penginventarisasian permasalahan sesuai bidang tugas

pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian

secara rutin

maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
pelaksanaan penyusunan laporan subbagian; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb

gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang pentu diambil.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagi
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertd
kepada Sekretaris.

Sub Keuangan sebagaimana mempunyai tugas |
penyusunan rencana anggaran, pengelolaan
pPenatausahaan keuangan, perbendaharaan, ¢
keuangan.

Pasal 261

a dimaksud
yvang dalam

nggung jawab

melaksanakan

aset Dinas,

lann  verifikasi

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi:

a. réencana dan program kerja tahunan

b.

Pk
"

B

penyusunan
subbagian;

pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi

penyimpanan,
pembukuan;
pengkajian ulang setiap dokumen /bukti penge]

pengeluaran, pertanggungia

waban dan

uaran uang;

pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti

pengeluaran uang;
pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, it
makan uang tambahan beban kerja dan lainny.
penyusunan
penerimaan dan pengeluaran keuangan;
penghimpunan bahan dan mengumpuikan
rencana keuangan dan aset;

pelaksanaan penyusunan kebutuhan P

laporan periodik dan tahuran

nsentif, uang
A3

tentang
data wusul

crlengkapan,

pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor,

pengamanan aset, usulan penghapusan

aset dan

menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang-

barang inventaris;

penyiapan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis

pengelola keuangan dan aset;

melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis

pengelola keuangan dan aset;

pelaksanaan urusan prembendaharaan, serta verifikasi dan

administrasi pengelola keuangan dan aset;

Pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;

penyusunan laporan subbagian; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil,




(3)

(1) Subkoordinator

(2)

(3)

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam

pada ayat (1)
melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Pasal 262

Perencanaan, Evaluasi dan

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyust
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksaj
perencanaan Dinas.

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pel:

Pelaporan
perumusan

inan program,
haan kegiatan

aporan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

mempunyai fungsi:
a.

@ ao0C

™

Subkoordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam n

pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis perencanaan dan pelaporan
penyusunan rencana kerja;

pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas
penghimpunan data program dan kegiatan dar] bidang;
pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis

pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

mengenai penyusunan rencana program dan 13poran;

instansi pemerintah, rancangan anggaran pe
belanja Daerah
penyiapan bahan laporan penyelenggaraan

dapatan dan

Pemerintah

Daerah, laporan keterangan pertanggungjawpban Bupati

sesuai dengan peraturan perundang - undangI-‘;]

penyiapan bahan koordinasi penyusunan ren
dan laporan;

a program

penyiapan rumusan program keglatan berdagarkan hasil

rangkuman rencana kegiatan bidang dan
rangka penyusunan anggaran pendapatan dan

UPT dalam
belanja PD;

penyiapan dan penyusunan bahan dan data laporan
pelaksanaan tugas Dinas dan Subbagian Perencanaan dan

Program; _
pelaksanaan  pemantauan dan
pelaksanaan rencana dan program;

evaluyasi

terhadap

penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada Sekretaris Dinas secara periodik sebagai bahan

pertanggungjawaban; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perli1 diambil.

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

1elaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.




(1)

{2)

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas

Paragraf 3
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 263

melaksanakan

penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dam pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan penataan lingkungan.

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

b. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

¢. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam

. pemantauan

. pelaksanaan

.pemberian

rencana pembangunan jangka panjang ¢
pembangunan jangka menengah;

fan rencana

dan  evaluasi  pelaksana

rencana

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

daya dukung dan daya tampung lingkungan h
penyusunan instrumen

- pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis

dup;

ekonomi lingkungan hidup

(produksi domestik bruto dan produk domgstik regional
bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan

lingkungan hidup);
sinkronisasi

rencana perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup nasional, pulau/kepulauan

dan ekoregion;

hidup;
penyusunan status lingkungan hidup Daerah;
penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup

. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku

- penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan

kepentingan

tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

penyusunan dan pengesahan kapan lingkungan hidup

strategis Daerah;

fasilitasi pembinaan dan

keterlibatan

masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup

strategis;

- pemantauan dan evaluasi kajian
strategis;
- pengoordinasian penyusunan instrumen

pencemaran dan/atau kerusakan lingku

lingkungan hidup

pencegahan
ngan hidup

(analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan

lingkungan hidup dan upaya pemantauan

hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hi
resiko lingkungan hidupj);

lingkungan
dup, analisis

i




(3)

(1)

@

- mempunyai fungsi:

. penilaian terhadap dokumen lingkungan (anaj

isis mengenai

dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkung
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidlip); -

- penyusunan tim kajian dokumen lingkungat

1 hidup yang
transparan (komisi penilai, tim pakar dan konLultan) ;

pelaksanaan proses izin lingkungan, perlindungan sumber
daya alam dan pengawetan sumber daya alam;

s. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

pelaksanaan pencadangan sumber daya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

profil emisi gas rumah kaca;

alam,

upaya

- pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan

v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
w.penctapan  kebijakan dan pelaksanaan| konservasi,
pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan
keanekaragaman hayati;
X. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati;
y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman
hayati;
n. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang f
dan
pengembangan sistem informasi dan pengelol
keanekaragaman hayati.

verlu diambil;

aan database

Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud

dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melak
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Pasal 264

Subkoordinator Penataan dan Pemeliharaan
mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi

pada ayat (1)
anakan tugas
epala Dinas.

Lingkungan
sumber daya

alam, penyusunan dan pengolahan data dan informasi rencana

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Subkoordinator Penataan dan Pemeiiharaan Lin,
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

a.
b.

pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
pelaksanaan inventarisasi data dan informasi
alam;

pelaksanaan penyusunan dokumen rencana
dan pengelolaan lingkungan hidup;
pelaksanaan koordinasi dan

sinkronisasi

ngan dalam
ada ayat (1)
sumberdaya
pelindungan

pemuatan

rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan

rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

lingkungan hidup;

pelaksanaan penentuan daya dukung dan ddya tampung




(3)

\

g pelaksanaan koordinasi penyusunan tata | ruang yang
berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;

h. pelaksanaan penyusunan instrument ekonomi lingkungan
hidup produk domestik bruto dan produk domestik regional
bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan
lingkungan hidup;

i. pelaksanaan sinkronisasi rencana pelindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup nasional, puldu/kepulauan
dan ekorigion;

J. pelaksanaan penyusunan neraca sumber alam Daerah dan
lingkungan hidup;

k. pelaksanaan penyusunan status lingkungan hidup Daerah;

. pelaksanaan penyusunan indeks kualitas lingkungan
hidup;

m. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku | kepentingan
tentang rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup; . ,

n. pelaksanaan penyusunan dan pengesahan  Kkajian
lingkungan hidup strategis;

o. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;

p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian
lingkungan hidup strategis;

q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan
hidup strategis;

r. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

s. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

t. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;

u. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

v. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

w. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan
profil emisi gas rumah kaca;

X. pelaksanaan perencanaan konservasi kean ekaragaman
hayati; :

y. pelaksanaan penetapan kebijakan dan pelaksanaan
konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian
kerusakan keanekaragaman hayati;

z. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan| konservasi
keanekaragaman hayati;

aa. pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan
keanekaragaman hayati; dan

bb. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan
pengelolaan database keanekaragaman hayati; J:lan

¢c. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbargan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang Tata Lingkungan. ‘




(1)

(2)

Pasal 265

Subkoordinator Kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun men
mempersiapkan bahan dan melaksanakan penil
lingkungan  hidup,
pengelolaan dan perizinan limbah bahan
beracun.

penerbitan  izin

npunyai tugas
aian dokumen

lingljm.ngan
erbahaya dan

serta

Subkoordinator Kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam
tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) memp
a.
b.

. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan
limbah bahan berbahaya dhn beracun

- pelaksanaan perizinan pengangkutan

pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

melaksanakan

unyai fungsi:

pembinaan pelaksanaan tugas terhadap staf yang ada di

lingkungannya dan bertanggung jawab atas
tugasnya;

pelaksanaan

pelaksanaan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan
hidup yang transparan (komisi penilai, tilm pakar dan

konsultan);

pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan

(analisis mengenai dampak lingkungan
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
lingkungan hidup);

pelaksanaan koordinasi penyusunan
pencegahan (analisis mengenai dampak lingk
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingk
analisis resiko lingkungan hidup);
pelaksanaan proses izin lingkungan;

dan upaya
pemantauan

instrument
ungan, upaya
pemantauan
ungan hidup,

pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan perizinan
penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan

beracun (pengajuan, perpanjangan,
pencabutan);
pelaksanaan  proses  periziran perlind

pengelolaan lingkungan hidup;

perubahan dan

lingan  dan

pelaksanaan perizinan penyimpanan sememtara limbah

bahan berbahaya dan beracun;

sementara

penyimpanan

(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan Pencabutan);

pelaksanaan penyusunan kebijakan

perizinan

pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya

dan beracun;

pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan

berbahaya dan beracun;

limbah bahan

berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3

(tige) dilakukan dalam satu Daerah;

pelaksanaan  perizinan pemmbunan hmbah bahan

berbahaya dan beracun medis;




(3)

p.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaim
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada|d

. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap

pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan| penimbunan

limbah bahan berbahaya dan beracun medis; da
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimban

n
gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perju diambil.
Subkoordinator Kajian Dampak Lingkungan d

Pengelolaan
a dimaksud
i bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lirigkungan.

Paragraf 4

Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Pasal 266 °

(1) Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

(2)

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

koordinasi,

evaluasi serta

pelaporan pengelolaan persampahan dan peningkatan kualitas

lingkungan.

Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
a.
b.

- pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari

- penetapan lokasi tempat pembuangan samp

fungsi:

penyusunan informasi pengelolaan sampah Daerah;
penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis

sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
perumusan kebijakan pengurangan sampah;

pembinaan pembatasan timbunan sampgah kepada

produsen/industri;

pembinaan penggunaan bahan baku produksi  dan

kemasan yang mampu diurai oleh proses alam:
pembinaan pendaur ulangan sampah;
penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

kemasan produk;

produk dan

perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan

pemrosesan akhir sampah;

penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;

pemungutan retribusi atas jasa layanan
sampah;

pembuangan sampah terpadu dan tempat p
akhir sampah;

sistem pembuangan open dumping;
pengelolaan sampah; ¢

pemberian  kompensasi  dampak negatif
pemrosesan akhir sampah;

pengelolaan

ah, tempat
embuangan

- pengawasan terhadap tempat pernrosesan akhir dengan

- penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat

kegiatan



(3)

(1)

(2}

pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/Kota lain dan
kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam

menyelenggarakan pengelolaan sampah;
pengembangan investasi dalam usaha pengelol
penyusunan kebijakan perizinan pengolah
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir
diselenggarakan oleh swasta;

pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pe
sampah dan  pemrosesan  akhir
diselenggarakan oleh swasta;

sampah

an sampah;

sampah,

ampah yang

ngangkutan
yang

perumusan kebjjakan pembinaan dan pengawasan kinerja

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh
dan

pthak lain;

pelaksanaan pembinaan dari pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.

Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
Bidang, yang dalam melaksanakan tugas berada ¢
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melal
Dinas.

Subkoordinator

Pasal 267

oleh Kepala

i bawah dan
ut Sekretaris

Pengelolaan Sampah mempunyai tugas
melaksanakan inventarisasi sumberdaya alam,

penyusunan

dan pengolahan data dan informasi rencana pengelolaan dan

perlindungan lingkungan hidup.

Subkoordinator Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan

‘tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempr,
a.
2.

d.

e.

pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
pelaksanaan penyusunan informasi pengelolaan

inyai fungsi:

sampabh;

pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah dan
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu:
pelaksanaan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunkn sampah

kepada produsen/industri;
Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan bal
dan kemasan yang mampu diurai oleh proses als
pelaksanaan pembinaan dan penyediaaan fasilif
ulangan sampabh;

K11 produksi
AT ;
las pendaur

pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan kembali sampah

dari produk dan kemasan produk:
pelaksanaan perumusan kebijakan penanganan
pelaksanaan  koordinasi pemilahan,
pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
pelaksanaan  penyediaan sarana dan
penanganan sampah; '

sampah;

pengumpulan,

prasarana




(1)

(2)

l. pelaksanaan retribusi atas jasa layanan
sampah;
m. pelaksanaan penetapan lokasi tempat

n. pelaksanaan pengawasan terhadap tempat
akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat

p. pelaksanaan pemberian kompensasi

r. pelaksanaan pengembangan

s. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan

pengelolaan

pembuangan

sampah, tempat pembuangan sampah terpadu dan tempat

pembuangan akhir sampah;

pengelolaan sampah;
dan'q
kegiatan pemrosesan akhir sampah;

pemrosesan

pak negatif

q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/ k?ta lain dan

kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam

menyelenggarakan pengelolaan sampakh;
investasi da

pengelolaan sampabh;

sampah, pengangkutan sampah dan pemro

lam wusaha

pengolahan
sesan akhir

u. pelaksanaan

sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

pengawasan kinerja pengelolaan
dilaksanakan oleh pihak lain;
pembinaan dan

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh
dan

pengawasan
pihak lain;

t. pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan dan
sampah

yang

kinerja

v. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlt diambil,
(3) Subkoordinator Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di

bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persampahan dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Pasal 268

Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melakukan peningkatan
masyarakat hukum adat,
pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan
serta pemberian penghargaan lingkungan hidup.

kapasitas

pengelolaan pendidikan dan

pembinaan

Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuyd pada ayat

(1), mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

b. pelaksanaan penyusunan kebuakan pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup




. pelaksanaan

pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan v
penetapan pengakuan keberadaan masyar
adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisig
kearifan lokal atau pengetahuan tradision
masyarakat hukum adat terkait dengan perlir
pengelolaan lingkungan hidup;
pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang
keberadaan masyarakat hukum adat,. kearifal
pengetahuan tradisional dan hak kearifan
pengetahuan tradisional dan hak masyarakat
terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
hidup;

pelaksanaan komunikasi
hukum adat;

pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan
hukum adat;
pelaksanaan penyusunan data dan infor
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau |
tradisional terkait perlindungan dan
lingkungan hidup;

pelaksanaan penyusunan kebijakan peningka
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
tradisional  terkait perlindungan dan
lingkungan hidup;

pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan daj
pengembangan dan pendampingan terhadap
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuar
terkait perlindungan dan pengelolaan lingkunga
pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pe
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau ¢
tradisional  terkait perlindungan dan
lingkungan hidup;

It

|

dialogis dengan

pelaksanaan penyiapan model peningkatan ‘ka

masi
pengetahuan

idasi serta
t hukum

nal dan hak
nl dan hak

dungan dan

merupakan

n lokal atau

lokal atau

hukum adat

lingkungan
masyarakat
masyarakat
profil
pengelolaan

kapasitas

t
ﬁ:ngetahuan

pengelolaan

n pelatihan,
masyarakat
1 tradisional
n hidup;

mberdayaan
rengetahuan
pengelolaan

pasitas dan

peningkatan kerjasama masyarakat hukum ad

lokal atau pengetahuan tradisional terkait
dan pengelolaan lingkungan hidup;

pelaksanaan penyiapan sarana prasarana
kapasitas dan peningkatan kerja sama masyar:

adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisi
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidug

. pelaksanaan pengembangan materi, metode

dan pelatihan serta penyuluhan linglungan hidv

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta
lingkungan hidup; )

pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh

hidup;

pelaksanaan pengembangan kelembagaan
masyarakat peduli lingkungan hidup;
identifikasi
pelatihan serta penyuluhan:

kebutuhan pendig

at, kearifan
rlindungan

eningkatan

at hukum
pnial terkait
"

pendidikan
p;
penyuluthan
lingkungan
kelompok

likan dan

i




(3)

(1)

(2)

pelatihan serta penyutuhan lingkungan hidup;
pelaksanaan pembinaan penilaian kota terkait

t. pelaksanaan pembinaan penilaian sekolah
lingkungan,

pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pendidikan dan

Adipura;

berwawasan

u. pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan lingkungan
hidup;

v. pelaksanaan penyusunan kebijakan tata cara pemberian
penghargaan lingkungan hidup; *

w. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
lingkungan hidup;

x. pelaksanaan: pembentukan tim penilai penghargaan
lingkungan hidup yang kompeten;

y- pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab k

epada Kepala

Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 269

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mem
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi pe:
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pengendalian dampak lingkungan.

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi

punyai tugas
rumusan dan

pelaksanaan

sebagaimana

a. pelaksanaan pemantauan kualitas air:
b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
. C. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut:

‘e. penentuan baku mutu lingkungan;

f. penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;

g- pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan
noninstitusi;

h. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian
informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber
pencemar institusi dan noninstitusi;

i. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,

remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumbe
institusi dan noninstitusi;

J. penentuan baku mutu sumber pencemar;
k.

r pencemar

pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak

dan pemberian peringatan akan pencemaran atau

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarake

l. penyusunan kebijakan pembinaan
pencemar institusi dan noninstitusi;

terhad

S
p sumber




3)

(1)

(2)

(3)

(1)

m.pelaksanaan pembinaan terhadap
institusi dan noninstitusi;
n.

evaluasi sumber pencemar institusi dan noninsg

0. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

o g

pelaksanaan penanggulangan : (pemberian

sumber

pencemar

pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil

titusi;

informasi,

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;

r. pelaksanaan pemulihan (pembersihan,

remediasi,

rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkung&ﬂn; dan
s. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbapga.n kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perl

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala

u diambil.

sebagaimana
Bidang, yang

dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 270

Subkoordinator Pemantauan Lingkungan mem)]
melaksanakan pemantauan kualitas lingkui
penentuan baku mutu lingkungan hidup dan pen;y
dan prasarana laboratorium lingkungan.

punyai tugas
agan  hidup,
iapan sarana

Subkoordinator Pemantauan Lingkungan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a.
b.

pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, t
dan laut;

anah, pesisir

c. pelaksanaan pengolahan data pemantauan kualitas

lingkungan;

pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan hidup;

e. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pemantuan

lingkungan {laboratorium lingkungan);

f. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perli diambil.

Subkoordinator Pemantauan

Lingkungan

sehagaimana

dimaksud pada ayat {1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab _kepada Kepala Bidang

Pengendalian Dampak Lingkungan Lingkungan.

Pasal 271

Subkoordinator Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan

pencemar, penentuan baku mutu sumber pehcemar dan

Lingkungan mempunyai tugas melakukan pernantEuan sumber

pembinaan serta pengembangan sistem info
sumber pecemaran.

si terhadap




(2)

(3)

(1)

Subkoordinator Pengendalian Pencemaran da;
Lingkungan dalam melaksanakan
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
a.
b.

[—
.

tugas

pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
pelaksanaan pemantauan sumber pencemar
noninstitusi;

pelaksanaan penanggulangan pencemaran
informasi, pengisolasian serta
pencemar institusi dan noninstitusi;
pelaksanaan  pemulihan  pencemaran
remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumb
institusi dan noninstitusi;

penghentian)

n Kerusakan

sebagaimana

institusi dan

(pemberian
sumber

sembersihan,
I pencemar

pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pe nceniar;

pelaksanaan pengembangan system info
potensi
pencemaran atau kerusakan lmgkungan h
masyarakat; 3

si kondisi,

dampak dan pemberian peringatan akan
Idup kepada

pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap

sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
pelaksanaan pembinaan terhadap sumbet
institusi dan noninstitusi;

pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekom

evaluasi sumber pencemar institusi dan nonins
pelaksanaan penentuan  kriteria baku
lingkungan hidup;

*  pencemar
endasi hasil
titusi;

kerusakan

pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan hidup;

pelaksanaan  penanggulangan {pemberian
pengisolasian serta penghentian) kerusakan
hidup;

pelaksanaan

pemulihan (pembersihan,

informasi,
lingkungan

remediasi,

rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan hidup;

dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pengendalian Pencemaran -dan Kerusakan
Linglungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertapggungjawab

kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak
Lingkungan.
Paragraf 6
Bidang Penataan Lingkungan
Pasal 272

Lingkungan

Bidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan

pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penaatan

lingkungan.




(2) Bidang Penaatan Lingkungan dalam melaksai

nakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

at

b.

penyusunan kebijakan tentang tata cal
pengaduan dan penyelesaian pengaduan masya
fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha a
yang tidak sesuai dengan izin perlind
pengelolaan lingkungan hidup;

pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pen
penyusunan rekomendasi
pengaduan;

ra.  pelayan
rakat;

fau kegiatan
ungan dan

igaduan;

tindaklanjut hasil verifikasi

pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan

atas hasil tindak lanjut pengaduan;

penyelesaian sengketa lingkungafl baik di luar pengadilan

maupun melalui pengadilan;
sosialisasi tata cara pengaduan;
pengembangan sistem informasi penerimaan

pengaduan

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai

dengan izin perlindungan dan pengelolaan
hidup;
penyusunan kebijakan pengawasan terhadap

lingkungan

usaha dan

atau kegiatan yang memiliki izin lingkungsan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
pelaksanaan pengawasan terhadap pen
lingkungan dan izin perlindungan dan
lingkungan;

erima  izin
pengelolaan

- pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil

evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan

dan pengelolaan lingkungan;

pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas

lingkungan hidup daerah;

pembentukan tim koordinasi dan monitoring

hukum lingkungan;

pelaksanaan penegakan hukum atas

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran
hidup;

penegakan
pelanggaran

linglktungan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;

dan

penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana

secara terpadu.

{3} Bidang Penaatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dipimpin oleh Kepala Bidang yang dala mgaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanghung jawab ke
Dinas melahii Sekretaris Dinas.

ada Kepala




(1)

{2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 273

Subkoordinator Pengaduan dan Penyelesai?n Sengketa
Lingkungan dalam mempunyai tugas mempersiapkan bahan
dan melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat tentang
pencemaran dan kerusakan lingkungan dan | penyelesaian
sengketa lingkungan hidup.

Subkoordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan dalam melaksanakan tugas |sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara
pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan
masyarakat tentang lingkungan hjdup;
b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha
atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup; '
¢. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
lingkungan hidup;
d. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil
verifikasi pengaduan lingkungan hidup;
¢. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan
atas hasil tindaklanjut pengaduan lingkungan hidup;
f. pelaksanaan penyelesaian sengketa linglkungan baik di luar
pengadilan maupun melalui pengadilan;
g pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan| lingkungan
hidup;
h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan
pangaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang
tidak sesuai dengan izin perlindungan dan |pengelolaan
lingkungan hidup; dan ¢
i, pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Subkoordinator Pengaduan dan Penyelesaiant Sengketa
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Penaatan Lingkungan,

Pasal 274

Subkoordinator Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai
tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus

pelanggaran peraturan perundang-undangan pengelolaan
lingkungan hidup.

Subkoordinator Penegakan Hukum Lingkungan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

mempunyai fungsi: _

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;

b. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap wusaha
dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;




(3)

(1)

(2)

c. pelaksanaan pengawasan

e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhs

terhadap pen
lingkungan dan izin perlindungan dan

lingkungan;

evaluasi penerima izin lingkungan dan izin g
dan pengelolaan lingkungan;

pengawas lingkungan hidup daerah;

penegakan hukum;

pelaksanaan penegakan hukum atas
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidu
pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran
hidup;

pelaksanaan penanganan barang bukti dan
hukum pidana secara terpadu; dan

erima  izin
pengelolaan

pelaksanaan pengawasém tindaklanjut rekomendasi hasil

verlindungan

idap petugas

pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dam monitoring

pelanggaran

3
lingkungan

penanganan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimb

gan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlh diambil.

Subkoordinator Penegakan Hukum Lingkungan
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tug

ebagaimana
as berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Penaatan Lingkungan.

BAB XVII
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KEC
MENENGAH

Bagian Kesatu,
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 275

L. DAN

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Belitung Timur dengan Tipe B mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeriptahan yang

menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan

di bidang

tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidan
usaha kecil dan menengah;

. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidar
usaha kecil dan menengah;

urusan
g koperasi,

urusan
g koperasi,

c. pelaksanaan evaluasi dan pefaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang

koperasi, usaha kecil dan menengah;
. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil.



(3)

(1)

(2)

(1)

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 276

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,
dan Menengah terdiri dari:
a. Kepala Dinas; :
b. Sekretaris;
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

Usaha Kecil

2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelgporan.

¢. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerjaj;

1. Subkoordinator Pelatihan dan Produkti
Kerja;

tas Tenaga

2. Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Tenaga

Kerja;
d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan S
Kerja

ysial Tenaga

1. Subkoordinator Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan; dan

2. Subkoordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja.
¢. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Subkoordinator  Kelembagaan dan  Pengawasan

Koperasi, Usaha Kecil dan Meﬁengah

2. Subkoordinator Usaha dan Promosi Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

3. Subkoordinator Pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

g. UPT.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerj

a, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) tercantum pada Lampiran XV yang merupakan
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas :

Pasal 277

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha
Menengah mempunyai tugas merumuskan kebija
memimpin dan mengoordinasikan wurusan ter
koperasi dan usaha keci! dan menengah sesua
peraturan perundang-undangan untuk
pelaksanaan tugas.

bagian yang

Kecil dan
kan teknis,
1aga  kerja,
| ketentuan

kelancaran




(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimatz
pada ayat {1}, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan
bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;

a.

b.

perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan
bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan
bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan
penyelenggaraan rekomendasi saran dan j
kepada atasan tentang langkah dan tindakat
diambil.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 278

1a dimaksud

urusan di

3
urusan di
urusan di

rertimbangan
1 yang perlu

Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekrdtariat dalam

kegiatan administrasi
anggaran,

wumum,
serta

Perencanaan program dan
ketatausahaan berdasarkan

petunjuk

pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretariatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a.

b.
c.

penyusunan rencana dan program kerja tahunan rumah

tangga Dinas;

penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;

penyelenggaraan pengelolaan - keuangan dan
perbendaharaan;

penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan,
perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat

menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;

penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan
kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambil; dan

penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan

kegiatan Dinas.

pelaporan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Dinas. :

Pasal 279
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan umum dan tcpegawaian
yang menyangkut perlengkapan, ke tanggaan,

pengelolaan aset Dinas, surat menyurat, kearsipan serta
pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas,




(2)

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.

p oo

™

perencanaan program kegiatan setiap tahup Subbagian
Umum dan Kepegawaian;

pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
pelaksanaan penatausahaan aset Dinas; dan
pelaksanaan pengelolaan administrasi perjal
pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam
jabatan;
peréncanaan peningkatan keterampilan pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan teknis, struktural d fungsional;
pengumpulan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun| pemberian
penghargaan, penempatan formasi, kesejahte pegawal,
mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan
pelatihan, ujian pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin
belajar, ' pembuatan kartu pegawai, keikuts
penyelenggara jaminan sosial, tabungan pensiun, kartu
istri/ suami;

- penyusunan daftar urut kepangkatan serth mengelola

sistem informasi manajamen kepegawaian;
penyiapan bahan penetapan pengelola keuangan daerah,
bendahara dan bendahara pembantu;
melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan
upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan
administrasi perjalanan dinas;
pelaksanaan  pemeliharaan kebersihan, | keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;
pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan,
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor,
pengamanan  aset, wusulan penghapusan | aset dan
menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang-
barang inventaris;

. penghimpunan bahan dan mengumpulkan | data usul

rencana aset;

- penylapan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis

pengelola aset;
pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis
pengelola aset;
pelaksanaan urusan pembendaharaan serta verifikasi dan
administrasi pengelola aset;
penatausahaan daftar inventaris, arsip dan dokj:nentasi;

pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bidang
tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar |pemecahan
masalah

s. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian; dan

pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perly diambil,




(3}

(1)

(2)

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimama dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertarn
kepada Sekretaris.

Pasal 280

yang dalam

)ggung jawab

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan rencana
penatausahaan  keuangan, perbendaharaan)
keuangan, menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis di bidang perencanaan,
program, monitoring dan evaluasi serta
pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.

anggaran,
verifikasi
perumusan
penyusunan
pelaporan

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan PelalzLoran dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program Ker;
subbagian;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas y
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungja
pembukuan;

c. pengkajian ulang setiap dokumen/bukti pengel

pengeluaran uang;

da ayat (1)
a tahunan

g meliputi
aban dan

hiaran uang;

pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti

pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, igsentif, uang

makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;

f. penyusunan laporan periodik dan tahu
penerimaan dan pengeluaran keuangan;
penghimpunan bahan dan mengumpulkan
rencana keuangan;

pengelola keuangan;

tentang

data usul

penyiapan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis

i. pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis

pengelola keuangan;

J. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan

administrasi pengelola keuangan;

teknis perencanaan dan pelaporan;

—
H

» penghimpunan data program dan kegiatan dari
pelaksanaan pembinaan dan memberikan petu
mengenai penyusunan rencana program dan lap

0. pelaksanaan penyusunan

kinerja, rancangan anggaran pendapatan belanj

penyiapan bahan laporan penyelenggaraan

3

rencana strategi

pengumpulan bahan penyusunam pedoman dan petun_]uk

pelaksanaan kegiatan perencanaan program Dinas;

bidang;
injuk teknis
)oran,;

s, laporan
a Daerah;
Pemerintah

Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati

sesuai peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan koordinasi penyusunan renca
dan laporan;

na program




r. penyiapan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil
rangkuman rencana kegiatan bidang dan | UPT dalam
rangka penyusunan anggaran pendapatan dan|belanja PD;

s. pelaksanaan pemantauan dan  evaluasi = terhadap
pelaksanaan rencana dan program;

t. penyusunan laporan subbagian; dan

u. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

(3) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 281

(1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai
tugas penyelenggaraan pelayanan pelatihan, produktivitas,
perizinan lembaga pelatihan kerja, informasi pasar kerja,
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

(2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan |teknis dan

pelayanan umum bidang pelatihan dan produktivitas
tenaga kerja;

b. penyusunan dan pelaksanakan kebijakan |teknis dan

pelayanan umum bidang penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja;

c. koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;

d. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang

akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja
swasta;
€. pelaksanaan peningkatan kothpetensi sumber daya
manusia lembaga pelatihan kerja swasta;

f. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan

kerja swasta;

g penyebarluasan informasi produktivitas kepada [perusahaan

kecil;

h. koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada

perusahaan kecil;

i. koordinasi pengukuran produktivitas Daerah;
koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
k. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar

kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja

dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja
kepada masyarakat;

i n
.

i




(3)

(1}

(2)

l. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jat
pelayanan antar kerja serta perluasan kesen
kepada masyarakat; _

m. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanar

)atan dalam
npatan kerja

1 antar kerja

serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

n. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga
tenaga kerja swasta;

penempatan

0. promosi penyebarluasan informasi syarat darn mekanisme

bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

p. koordinasi pelayanan calon, pra dan purna
Indonesia;

q. pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin me
tenaga kerja asing skala Daerah; dan

r. pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimba

tenaga kerja
mpekerjakan

ngan kepada

atasan tentang langkah dan tindakan yang periu diambil.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
dimaksud pada ayat (1) dipimpin .oleh Kepala
dalam melaksanakan tugasnya berada di

sebagaimana
Bidang yang
bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Dinas.

Pasal 282

Subkoordinator Pelatthan dan Produktivitas Tenaga Kerja

mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan

perumusan,

pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

melaksanakan, memantau dan mengevaluaji kebijakan

Subkoordinator Pelatihan dan Produktivitas

enaga Kerja

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakstid pada ayat

(1), mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan peniyusunan rencana kerja;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis pelatihan dan  tenaga kerja;

¢. penyiapan bahan penyusunan perencanaan  dan
pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga

kerja;

d. pengumpulan bahan informasi regulasi bidang pelatihan

kerja yang akan disebarluaskan;

€. perencanaan pelaksanaan sosialisasi regu.lfsi bidang

pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja
f. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan
sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja
g. penyusunan perancangan kesiapan materi pela

wasta;
kerja bagi
swasta;
tihan kerja;

h. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga

pelatihan swasta;

i. pengumpulan bahan verifikasi informasi reguiasi bidang

pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kep
pelatihan kerja swasta;

pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;

gda lembaga

penyusunan kebutuhan sumber daya manlisia dalam




(3) Subkoordinator dan Produktivitas Tenaga Kerja

(1)

(2)

2w o g

w

. penyiapan program pelatihan;

3
-

penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan

lembaga pelatihan kerja swasta;

penyiapan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;

penyiapan sarana dan prasarana;

penyiapan susunan dan tenaga pelatihan;
penyiapan calon peserta pelatihan kerja;
penyusunan konsep pemantauan dan evaluasi
pelatihan kerja;

penyiapan promosi peningkatan produktivitas;
penyiapan sumber daya manusia bidang
produktivitas dan bidang pengukuran produktis
penyilapan alat, teknik, metode pening
pengukuran produktivitas;
pelaksanaan pemantauan peningkatan produkt|
pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbas

pelaksanaan

konsultasi
7itas;
katan dan

ivitas; dan
ngan kepada

atasan tentang langkah dan tindakarn yang perlti diambil.

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab ke Kepala Bidang Pelatihan dan

Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 283

Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keb
di bidang penempatan dan perluasan tenaga kerja.

Subkoordinator Pe